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Ringkasan Eksekutif

Laporan ini membahas penemuan dan pelajaran berhargatentang pengelolaan pesisir terpadu (PPT)
dari studi wisata internasional (SWI1) ke Amerika Serikat, yang dilakukan oleh sekelompok pejabat
senior Pemerintah Indonesia baik dari tingkat nasional maupun propinsi pada tanggal 11 — 22
September 2000. Proyek Pesisir, Program Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Indonesiadari Program
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia/ USAID, adalah pihak yangmemberi sponsor pada SW1.
Pusat Sumber Daya Pesisir dari Universitas Rhode Island (organisasi pelaksana Proyek Pesisir)
melaksanakan penyelenggaraan SW1 di Amerika Serikat. SW1 mengambil manfaat dari kesempatan
yangdiberikan karenaperubahan petapolitik di Indonesia. Hal yangjuga penting dalam pengelolaan
sumber daya pesisir adalah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang peningkatan ctonomi
daerah yang dilanjutkan dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan, kementerian
pertamayangmengurusi laut dan pesisir.

Menurut UU No. 22/1999, Indonesiatelah meninggalkan paradigma pengelolaan sumberdayaalam
yangtelah berlangsung selama50 tahun belakangan ini dan melangkah padasuatu paradigmabaru,
yaitu desentralisasi pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat setempat yang berhubungan
langsung dengan sumber daya tersebut. SWI menggambarkan bagaimana Amerika Serikat
mengembangkan desentralisasi program pengelolaan pesisirnya yang menurut sejarah Amerika
bertitik tolak 30 tahun lalu. Dari sini SWI dinilai oleh pesertanya sebagai pengalaman yang amat
tepat dan sangat terencanayang menunjukkan pilihan-pilihan baru dalam pengelolaan pesisir tepat,
padasaat ide-idetersebut merupakan hal yangamat bagusdan bisaditerapkan di Indonesia.

Meskipun keduanegara sangat berbedaditinjau dari segi manapun, Amerika Serikat telah bergulat
dengan masalah serupa dengan yang dihadapi Indonesiadalam hal desentralisasi pengelolaan sumber
dayapesisir. Kemiripanini semakin nyata di mata peserta studi wisata ketika mereka mengikuti jadwal
SWi lebih lanjut. Pengalaman ini mencapai puncaknya saat peserta SW1 menemukan korelasi antara
“pengembangan program pengelolaan pesisir” yang ada di Amerika Serikat dengan “kebutuhan
pengembangan program pesisir’ di Indonesia. Pelajaran utama yang ditangkap oleh peserta SWI
disajikan dalam dokumen ini. Berikut adalah sejumlah kesimpulan utamayangdidapat oleh peserta
SWI.

Pelajaran mengenaiKontribusiUndang-undang dalam Desentralisasidan Peningkatan

Pengelolaan Sumber Daya Pesisir

» Kunci perlindungan efektif dan pemanfaatan lahan pesisir dan sumberdayaair merupakan peran
sertapemerintah daerah dan penduduk setempat dalam menentukan kebijakan pemanfaatan dan
pelestarian sumber dayatersebut.

» Peran pemerintah pusat adalah menghimbau pemerintah daerah dan penduduk setempat dalam
melaksanakan wewenang penuh atas daerah pesisir. Pemerintah daerah dan penduduk setempat
harusmenyusun peraturan tertentu untuk program wilayah pesisir dan pemanfaatan air, kebijakan
bersama, kriteria, standar, metoda dan prosessehubungan dengan peraturan pemanfaatan pesisir
di daerah dan di luar batas daerah tersebut.

e Perundangan pengelolaan wilayah pesisir nasional terpadu dapat secara efektif membina
pemahaman penduduk setempat di tingkat propinsi, kabupaten, dan desa, mdalui perangkat insentif



secara finansial dan hukum untuk tingkat propinsi, dan program kabupaten yang sesuai dengan
permintaan sertifikasi.

Peraturan dan perundangan pengelolaan wilayah pesisir tingkat propinsi dapat berperan efektif
dalam mempromosikan standar pemahaman pada tingkat kabupaten dan di bawahnya, melalui
perangkat insentif finansial dan hukum, dan sekaligus memastikan koordinasi antar kabupaten
tentang masalah pembangunan.

Tujuan peraturan dan perundangan pengelolaan wilayah pesisir tingkat kabupaten adalah untuk
memperkuat masyarakat dalam mengelola sumberdaya pesisir secara bijak dengan menyusun
peraturan yangjelas, dan sekaligusmembuat standar minimum pelaksanaan dalam perencanaan
pesisir dan pemanfaatan sumberdaya.

Permintaan sertifikasi nasional untuk program pesisir tidak boleh memaksakan peraturantertentu,
namun memandu proses-proses sebagai berikut: a) pengumpulan informasi dan penetapan definisi;
b) membinapembentukan lembagadan organisasi, membentuk prosedur; dan ¢) mengembangkan
permintaan rancangan efektif dan proses.

Peraturan dan perundangan pengdolaan pesisir nasional terpadu harusmenjelaskan otoritas dan
yurisdiksi dalam hal penggunaan lahan pesisir dan pemanfaatan air ditinjau dari sisi lokal, propinsi
dan nasional, dan harusmenyesuaikan penataan lembaga demi keterpaduan dan koordinasi antar
departemen/sektor dan antar propinsi yang terkait dengan pemanfaatan tersebut.

Perencanaan spasial merupakan perangkat program pesisir tingkat kabupaten dan perundangan
nasional harus menetapkan standar minimum untuk membentuk rencana spasial menyeluruh
(rencana penggunaan lahan) di wilayah pesisir yang memberikan prioritas untuk pemanfaatan
pesisir (misalnyapenggunaan yang sesuai).

Standar minimum untuk sertifikasi perencanaan pengelolaan zona pesisir lokal harusmenentukan
identifikasi wilayah tertentu, pembangunan perencanaan pengelolaan khusus untuk wilayah
tersebut (misalnya: cagar alam laut, habitat sensitif atau kritis, dan lain-lain), dan menyediakan
perlindungan sumber daya yang lebih banyak di wilayah tersebut, selain itu juga menyediakan
keperluan pertumbuhan ekonomi pesisir yang sesuai.

Kerjasama secara nasional, propinsi, kabupaten dan lokal mengenai sumberdaya kelautan
menyediakan kesempatan yang sangat besar untuk koordinasi yang efektif dan pertumbuhan
pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia.

Kepentingan nasional dan daerah dalam sumber daya kelautan dan pengelolaan pesisir terpadu
akan berubah dan peraturan pengelolaan zona pesisir nasional harusmencakup mekanisme untuk
menyesuaikan dengan prioritasyang fleksibel, seperti penilaian secara periodik dan otorisasi ulang.
Peraturan pengelolaan zonapesisir nasional merupakan perangkat penting untuk pengadaan dana
pengelolaan pesisir.

Pemerintah propinsi maupun lokal harusmemastikan tersedianya danayang cukup untuk kegiatan
pengelolaan pesisir dan anggaran lokal yang mencerminkan pentingnya kebutuhan pengelolaan
pesisir.

Diterapkannya peraturan dan monitoring merupakan syarat tercapainyakeefektifan pengeolaan
pesisir yang berkessnambungan dan harusditujukan padatiap tingkatan pemerintahan.
Perundangan nasional terpadu harus memastikan berlakunya suatu proses transparan dan
keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pesisir dan pengambilan keputusan dalam
pembangunan.

Program pengelolaan pesisir tingkat pusat maupun lokal harus mencakup mekanisme yang
menjamin adanyakeikutsertaan masyarakat secaratepat dan efektif dalam pengambilan keputusan
pengelolaan pesisir, sehingga kerjasama pengelolaan sumberdaya pesisir dapat tercapai secara
efektif.

Perencanaan danimplementasi pengelolaan pesisir harusdisusun sesuai dengan kapasitas|lembaga
dan organisasi.
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1.0
Pengantar

1.1Latar Belakang

Laporan iniberisitemuan dan kesimpulan yang d idapat selamastudi wisata internasional pengelolaan
pesisir terpadu ke Amerika Serikatyang diikuti oleh sejumlah pejabat pemerintah Indonesia tingkat
pusat dan propinsi. Studi wisata ini diselenggarakan sebagai bagian tak terpisahkan dari Coastal
ResourcesManagement Project (CRMP), yaitu Program Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Indonesia/
USAID yang di Indonesia dikenal dengan nama Proyek Pesisir. Tujuandari studi wisata ini adalah:

1 Menggali pengalaman Amerika Serikat dalam desentralisasi pengelolaan sumberdaya
pesisir dan kemungkinan diterapkannya dalam ko nteks Indonesia;

2. Menyampaikan perkembangan di Indonesia kepada lembaga-lembaga AS dan
imp likasinya pada bantuan luar negeri ASdan hubungannya dengan pengelolaan pesisir
dankelautan; dan

3. Membentuk jaringan profesional antara ked ua negara.

B ukti keberhasilan tujuan tersebut dapat dilihat dari pikiran-pikiran para peserta studi wisata dan
pembentukan kerjasama formal dengan para rekan mereka di AS melalui tiga M emorandum
Kesepahaman (MoU) dan satu Pemyataan M inat atau Letter of Interest (Lampiran A-D). Tujuan
utama SWI adalahmemberikan kontrib usi pada pengelolaan pesisir terpadu yang leb ihkokoh melalui
imp lementasi di Indonesia dengan prinsip dan perangkat seperti yang didapat selama studiwisata.
Laporan ini merekam prinsip-prinsip dan perangkatnya, dan merangkai pelajaran yang dapat
diterapkan untuk mendukung penerapan program pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia.

Studi wisata ini dirancang sebagai bagian tak terpisahkan dari programduajalur lokal dan nasional
(dual-track local and national program) dariProyek Pesisir. Jadwal SV 1 dipercepat olehkesempatan
yang muncul berkat adanya perhatian pemerintah baru pada desentralisasi dan pembentukan
kementerian yang berfokus pada pesisir dan kelautan: Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).
Jadwal ini juga dirancang untuk kebutuhan Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (BAPPEDA) dan
kementerian baru dalam menyusun visi akan peran dan tanggung jawab pemerintah pada tingkat
yang berbeda-beda serta stakeholdersdibawah suatu sistem desentralisasi pengelolaan pesisir.

Perubahan politik yang terjadi belakangan ini menyebabkan perubahan kelembagaan yang d ramatis
di Indonesia dalamkaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam, mencip takan kesempatanyang
menantang bagi demokratisasi dan desentralisasi wewenang, dansekaligus j uga merupakan tuntutan
yang signifikan bagi visi Indonesia untuk memindahkan pengelolaan dan perencanaan sumberdaya
pesisir (Dahuridan Dutton, 2000). Perubahan inimenguatkan relevansi pengalaman Amerika Serikat
dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lutan bagi Indonesia. Melalui perjalanan 10 hari ke
Washington, D.C., Florida Selatan, Rhode Island, dan Negara Bagian Washington, studi wisata
menyuguhkan pengaltman ASpada peserta dari Indonesia. Pergalaman inidijabarkan secara singkat
padabagian12-17 berikut ini.



1.2 Program Nasional

Selama SWI, peserta terlibat dalam diskusi yang menitikberatkan pada urgensi Undang-undang
Pengelolaan Zona Pesisir Nasional tahun 1972 (UUPZP) dalammenyusun agenda pengelolaan pesisir
nasional di AS. UUPZP disimpukan dalam usaha pemerintah pusat, daerah dan pendul uk setempat
dalam menekankan perhatian, usaha dan sumber dana mereka pada pengelolaan zona pesisir.
Penekanannya terutama pada bagaimana hukum nasional dirancang untuk mengajak pemerintah
pusat, daerah, suku Indian dan masyarakat umum untuk melaksanakan hak danwewenang mereka
secara utuh dalam pergelolaan dan pembanguran sumberdaya pesisir yang sesuai. Hal ini mencakup
penjelasan peran khusus dari tingkat pemerintahan yang berbeda, memastikan standar minimum
lewat sertifik asi program secara sukarela dan menjamin kesempatan untuk peran serta masyarak at

Sertifikasi dari program pengelolaan zona pesisir semua negara bagian dan daerah merupakan
karakteristik penting dari program terpadu AS. Permintaan sertifikasi sukarela atas program negara
bagian dan daerah berdasarkan UUPZP dapat secara luas dikategorikan sebagai proses yang
berhubungan dengan informasi dan pengertian, lembaga dan organisasi, prosedur dan perencanaan.
Dengan menetapkan proses dan elemenyang harus dimasukkan pada tiap kategori, pemerintah pusat
AS menjamin pendekatan yang tertib dan efektif untuk desentralisasi pengelolaan pesisir. Selain itu,
pemerintah federal AS memberikan struktur insentifyang cukup mendorong seluruh negara bagian
untuk ikut secara sukarela dalamp rogram sertifikasi nasional. Insentif yangdiberikan berupafinansial
danyurisdiksi (berdasarkan konsistensi federal, negara bagian dan daerah dengan rancangan pesisir
yang disetuj ui).

1.3 Program NegaraBagian dan Daerah

Peserta studi mempelajari program negara bagian dan daerah yang menawarkan imp lementasi
desentralisasi pengelolaan zona pesisir yang baik dan beraneka ragam. Pilihan yang ada merncakup
pembagian wewenang antara lembaga negara bagian dan daerah serta mekanisme koordinasi antar
lembaga. Terdapat penekanan khusus pada profil perencanaan tata guna tanah daerah dan peran
serta masyarakat dalam program negara bagian dan daerah menuju pemerintahanyang berwibawa
dalam penentuan kebijakan pengelolaan pesisir. Peserta SW 1 bertemu dengan para pemimpinyang
terlibat dalam masalah bagaimana pemerintah pusat AS berkoord inasi dengan pemerintah negara
bagian dan daerah dan masyarakat dalam mencapai kebutuhan masing-masing. Kasus-kasus ini
menunjukkan cara penyelesaian masalah yang, bila tidak di luar kewenangan pemerintah negara
bagian dan masyarakat, bisa diselesaikan tanpa bantuan pemerintah federal.

Peserta juga mempelajari peran pemerintah pusat dalam membantu mekanisme penggalangan dana
pemerintah federal-negara bagian, dan peran pemerintah negara bagian dalam mendukung skema
pendanaan negara bagian-daerah. Ini meliputi juga bagaimana masalah dana dinilai, dikumpulkan
dan dibagikan (misalnya ongkos naik kapal pesiar yang berlabuh di Key West adalah US$ 3.00 per
penumpang).

1.4 Wilayah Pengelolaan Khusus
Beberapa wilayah pengelblaan khusus d ibksanakan melalui ProgramCagar Alam Laut Nasional (M SP),

Program Kuala Nasional (NEP) dan nmelalui perencanaan spasial lokal. Diskusi membahas peran
lembaga pemerintah p usat dan negara bagian mengenaikoord inasi p rogram, perdanaan, perencanaan



dan penerapan. Bagian penting daridiskusi iniadalahperandari UU PZPdalammenyusun identifikasi
wilayah-wilayah pengelolaan khusus yang menuntut tingkat kekhususan lebih tinggi dalam hal
melindungi sumberdaya yang rapuh dan kritis dan habitat di wilayah tersebut. Di Amerika Serikat,
pengelolaan lahan dan perencanaan spasial merupakan kewenangan pemerintah daerah. Oleh
karenanya, identifikasi dari wilayah pengelolaan khusus dan pemb inaanrencara pengelolaan wilayah
khusus selalu melibatkan pemerintah daerah dan penduduk di dalamnya, dan dalamkasus program
NEP dan M SP, pemerintah daerah melalui proses yang transparan mengik utsertakan semua
masyarakat.

1.5 Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat, universitas, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta dalam
pengelolaan pesisir dan kelautan merup akan sesuatu yang selalu terjad i dalam program pengelolaan
zona pesisir di AS. Peran penrerintah pusat dan negara bagian dalam menjamin terciptanya proses
peran serta yang luas dalam pengelolaan pesisir selalu ditampilkan dalam setiap kunjurngan. Secara
teratur peserta SW1 diberi kesempatan menyaksikan keefektifan kerja sama pengelolaan sumberdaya
pesisiryang diraih melalui peran serta masyarakat. Pertemuan yang diikuti oleh peserta SW1, dewan
masyarakat dan LSM menunjukkan peran penting masyarakat dalam menyelenggarakan dan
menyuarakan aspirasi mereka sehubungan dengan pengelblaan sumberdaya pesisir.

1.6 Monitoring Riset, Penerapan Peraturan dan Pengawasan

Disk usi difokuskan pada top ik-top ik seperti memonitor riset, penerapan peraturan dan pengawasan
struktur organisasi, strategi operasional untuk melaksanak an pengumpulan data yang terkoord inasi,
pembuatan peta sumberdaya dan basis data antar lembaga- lembaga.

1.7 Masalah Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi

Masalah infrastruktur dan pembangunan ekonomi berkenaan dengan perencanaan pengelolaan
pesisir, perzinan dan pemanfaatanpesisirsecara kontinyu d itekankan olehtuan runah AS. Pentingnya
kesadaran bahwa investasi infrastruktur selalu berlanjut pada pembangunan dan efeknya pada
lingkungan hidup merupakan masalah kunci dalam pemnb icaraan dengan pembuat rencana (contoh:
bertambah besamya kapasitas pemrosesan air limbah Key Westberakibat pada meningginya angka
populasi). Seperti juga di Indonesia, wilayah paling menarik bagi pembangunan di zona pesisir AS
merupakan tempat yang paling peka dalammasalahekosistem. Isu-isu seperti pembargunanekonomi,
pariwisata, ancaman kerusakan pesisir, pencemaran, dan hak kepemilikan tanah merupakan topik
diskusi yang umum dilakukan antara peserta SWI Indonesia, organisasi tuan rumah AS dan
perorangan. Proses kerjasama pengelolaan yang efektif sering diperlukan untuk memb uat kep utusan
dalam pembangunan ekonomi yang sesuai (pembangunan berkesinambungan) dan investasi
infrastruktur terkait. Keputusan ini penting dalbkm menghadapi atau menghindari kesulitan seperti
erosi pantai yang parah, kehilargan nyawadan harta benda karena bencana alam dan rusaknya habitat
kritis secara ekonomi. Semua ini merupakan p roblemserius sebagaiakibat dari pembangunan ekonomi
dan infrastruktur di zona pesisir AS dan dibahas dalam sistem pengelolaan pesisir terpadu AS.



1.8 Pembuatan Laporan

Bagian berikutdari laporan ini merjabarkan leb ih lanjut mengenai peljaran yang diterima dan detil
pertemuan dandiskusi yang bermanfaat, dalam rangka menyusun peljaran utama bagi Indonesia
dari pengalaman AS dalam pergelolaan pesisir.

Bagian 2.0 berisi ikhtisar mengenai pengelblaan pesisir di AS seperti dijelaskan dalam pertemuan
dandiskusi SW1, dan menerangkan organisasi SW 1 sebagai suatu o rganisasi.

Bagian 3.0 sampai 6.0 menbicarakan pelajaran yang diberikan berkaitan dengan hasil pengelolaan
yang paling utama yang ingin dicapai oleh DKP dan propinsi-propinsi dan yang sedang diusahakan
oleh Proyek Pesisir dan Coastal Resources Center/Universitas Rhode Island melalui dukunganUSAID.

Bagian 7.0 menbahas pengalaman utama yang didapat oleh peserta SW 1 seperti disampaikan dalam
pikiran-pikiran/ pembicaraan formal dan informal sepanjang studi wisata.

Bagian 8.0 berisi rekomendasi yang muncul sepanjang perjalanan studi yang ditujukan pada rekan
pengelolaanpesisirpada semua tingkatan pemerintahan. Bahantambahan mengerai SW | disampaikan
padalLampiran A—1 sepertidicantumkan dalam D aftar Isi.



2.0
Ikhtisar Pengelolaan Pesisir di AS dan
Kegiatan SWI Terkait

2.1 Federalisme AS: Undang-undang Pembangunan Pengelolaan Zona
Pesisir tahun 1972dan Perubahan Program Pengelo laan ZonaPesisir
AS

Pemerintah Amerika Serikat merupakan pemerintahan berdasar sistem federal yang berhasil
menempatkan pengawasan pemerintah negara bagian dan daerah. Pemerintah pusat memegang
kendali, atau paling tidak masih memiliki pengaruh, atas masalah- masalah yang berkaitan dengan
kepentingan nasional dan akses yang wajar dan distribusi kepentingan umum tertentu, seperti
pendidikan, kesehatan, air bersih dan masalah lingk ungan hidup dan kesejahteraan sosial.

Setelah Perang Dunia Il berakhir, ekonomi dan populasi AS berkembang dengan cepat. Secara
keseluruhan tingkat usia rata-rata penduduk menjadi semakin muda dan ekonomi pasca perang
memb wat ko ndisi keuangan pendud uk Amerika menjadi pasti. Selain itu, pendid ikan dan kesadaran
akan kekuatan dan proses politik semakin kuat. Peran televisi dan media lain semakin tinggi dalam
membentuk k epedulian akan suatu masalah, termasuk masalah lingkungan hidup.

Mengikuti jejak pembangunan merupakan fenomena lain yang signifikan dalam masyarakat saat itu.
Evolusi gerakan lingkungan hidup AS, menguatnya kekuatan politik LSM-LSM lingkungan dan
kelompok-kelompok masyarakat pada tahun enampuluhan dan tujuhpuluhan menjadi penting.
Sejumlah kelompok sudah berdiri lama dan bergerak berdasarkan peraturan khusus yang d ibentuk
saat organisasi tesebut didirikan. Kelompok lainnya baru dibentuk dengan tujuan eksplisit
mempengaruhikebijakan dalam hal lingkurgan hidup. Secara alami organisasi- organisasi itu berbeda
fokus satu sama lainberd asarkan sumberdaya, keanggotaan dan bkasinya dinegaratersebut. Beberapa
LSM dan organisasi lain memfokuskan pada zona pesisir sebagai tanggapan atas tekanan yang kian
meningkat dari masyarakat dan pembangunan.

Perhatian Pemerintah Amerika pada zona pesisir bermula pada tahun 1966, ketika pembentukan
Kongres AS mengenai Komisi IImu Kelautan, Rekayasa dan Teknologi (Komisi IKRT). Komisi ini
bertugas menyusun rekomendasi bagi kongres mengenai masalah- masalah utama tentang kebijakan
kelautan. Mesk ipun demikian, fokus perhatian dari komisi ini adalah masalah pesisir di Amerika
Serikat. Mengingat bahwa pengelolaan tata gura tanah di AS secara historis merupakan urusan
pemerintah daerah, laporan Komisi IKRT 1969 derngan gamb lang merekankan perlunya pendekatan
nasional yang lebih proaktif mengenai pengelolaan zona pesisir, mengingat pentingnya jaminan
ekonomi bagi bangsa Amerika:

“Pesisir Amerika Serikat merupakan, dalam banyak segi, keistimewaan geografis nasional
yang paling tak temilai. Pesisir merupakan titik bertemunya daratan dan lautan tempat di
mana sebagian besar dari perdagangan dan industri negara kita d ilaksanakan. Perairan lepas
pantai merupakan wilayah yang secarabiologis paling p rod uktif.”

[U ndang-undang Pengelolaan Zona Pesisir AS tahun 1972]



Laporan Komisi menemukan bahwa nilai zona pesisir terancam berkurang karena tekanan pop ulasi
yang meningkat, yarng mergakibatkan terjad iya peningkatan dalampembangunanperumnahan, tempat
rekreasi dan pembangunan industri segala tingkat: kecil, menengah dan besar. Dalam laporannya
komisi ini menyimpulkan bahwa zona pesisir itu send iri merupakan sumberdaya nasional danbahwa
pemerintah pusat memiliki “kewajiban pada generasi sekarang dan masa depan” dalam konservasi
dan pembangunan ekonomi yang sesuai pada zona pesisir.

Pada tahun 1970 Amerika Serikat menanggapi semua aspirasi tersebutdengan membukajalurbaru
dalam perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup dan membentuk Lembaga Perlindungan
Lingkungan Hidup Amerika Serikat (U nited States Environmental Protection Agency atau U SEPA).

Kongres AS melanjutkannya dengan menyusun sejumlah peraturan yang terus menerus mengubah
pengelolaan lingkungan hidup di Amerika. Salah satu yang paling berarti adalah Undang-undang
Pengelolaan Zona Pesisir tahun 1972 (UUPZP) atau Coastal Zone Management Act (CZMA). Undang-
undang ini disusun untuk “melestarikan, melindungi, membangun, dan bilamana mungkin,
mengembalikan atau meningkatkan, sumberdaya dalam zona pesisir negara demi gererasi masa Kini
dan penerusnya” (UUPZP, 16 USCA 1451-1464).

Lembaga yang bekerja sama dengan UUPZP adalah Program D aerah Estuaria Nasional (National
Estuarine Program/NEP) dan LembagaPenelitian danPelestarian Daerah Estuaria Nasional (National
Estuarine Research and Reserve/NERR). Pada tahun 1987, amandemen UU Air Bersih menberi
wewenang pada U SEPA membentuk Program D aerah Estuaria Nasional. Kantor Bidang Air USEPA
menjalankan program ini dan sampai hari ini sudah memiliki 28 program di seantero negara
berdasarkan konservasi lapangan dan rencana pengeblaan teluk dan estuaria. Dalam berpartisipasi
dalamNEP gubermurnegarabagianmenyerahkan paket nominasi pada USEPA (sebagaibalasan untuk
pengiriman proposal) dan setuj u untuk menyerahkan dana negara bagian-federal dengan persentase
sebesar 25%-75% untuk program yang disetujui. NERR digunakan sebagai laboratorium lapangan
dalam menyediakan pemahaman yang lebih besar mengenai daerah estuari, apa fungsinya dan
bagaimana tempat itu d ipengaruhi oleh kegiatan manusia.

Kantor Pengelolaan Kelautan dan Pesisir (OCRM) yang merupakan bagian dari Kantor Kelautan
Nasional (NOS) NOAA memberikan bantuan finansial pada negara bagian dan teritorial untuk
membargun dan melaksanakan program pesisir dan merancang NERR. Program pesisir bertujuan
dan menbantu mengurusi tata guna tanah di zona pesisir dan sekaligus j uga melindungi sumberdaya
pesisir. Peran kepemimpinan NOAA pada tingkat pemerintahan federal mencakup pengintegrasian
dan koord inasi kemanpuanUUPZP dan kembaga federal lainnya dan sektor swasta dalammenjalankan
pengurusan sumber dayapesisir dan ap likasi terukur dari k eb ijakan pemerintah federal.

NERR saat ini meliputi 22 situs pelestarian di 18 negara bagian dan teritorinya seluas 440.000 are
terdiri dari daerah kuala, lahan basah dan hulu. Tujuan sistem pelestarian ini adalah menyiapkan
wilayah contoh dari habitat dan ekosistem bagi laboratorium alam penelitian. Tujuan riset NERR
adalah meningkatkan pemahaman akan fungsi ekosistem dan tingkat spesies dan menciptakan
kesempatan bagi penyuluhan umum tentang masalah daerah kuala. Kerjasama antara pemerintah
federal-negara bagian diharapkan dapat menambah luas cakupan wilayah NERR. Gubermur negara
bagian memilih wilayah-wilayah yang bisa dipertimbangkan dan NOAA menetapkan wilayah mana
yang akan digabungkan dalam NERR, berdasarkan kriteria kritis pesisir wilayah terseb ut atau hab itat
daerah kualanya dan kesesuaiannya untuk riset jangka panjang dan manfaatnya untuk pendidikan.
Begitu suatu wilayah terdaftar dalam sistem, negara bagian harus menjamin bahwa undang-undang
negara tersebut cukup melindungi wilayah NERR untuk riset dan pendidikan.



Dalam rangka pembentukan perangkat pada tingkat negara bagian dan daerah, CZMP NOAA
mendorong negara bagian dan teritori untuk menyusun p rogram sesuai dengan keb utuhan masing-

masing. Sementara itu, CZMP menjamin bahwa mereka akan secara simultan menghadap i masalah-
masalah bahaya pesisir, erosi pesisir, perurunan kualitas air, rusaknya lahan basah, meningkatnya
kepeduliandan peranserta masyarak at, serta pembangunan dan revitalisasi pantai. Saat ini program
pesisirdari 32 negara bagian dan teritori yang disetujui meliputi 99 persendari lautandi wilayah AS
dan garis pantai Great Lake. Negara-negara bagian dan teritori ini merupakan rekan kerja dalam
pengelolaan zona pesisir bagi pemerintah federal dan penguasa lokal lainnya.

2.2 Undang-undang Pengelolaan ZonaPesisir AS tahun 1972 (UUPZP)

Program pengelolaan zona pesisir nasional merupakan suatu hal yang paling berarti dalam UU
Pengelolaan Zona Pesisir tahun 1972 dantelah mengubah perilaku dan pembargunan wilayah pesisir
ASsecara luar biasa. Namun UU PZP tidak d iterapkan melalui peraturan pemerintah yarg d isesuaikan
dengan standar yang terperinci, sebagaimana yang biasa dijalankan pada peraturan federal lainnya.
Dalam hal ini, Kongres AS menentukan:
“Kunci perlindungan yang lebih efektif dan pemanfaatan sumberdaya tanah danair dizona
pesisir adalah menghimbau negara bagian untuk menjalankan wewenang mereka seutuhnya
atas tanah dan perairan di zona pesisir dengan menmbantu negara bagian, bersama-sama
dengan penerintah federal dan pemrerintah daerah dan pihak lain yang juga berkepentingan
dalam membangun program pemanfaatan tanah dan air di zona pesisir, termasuk juga
menyatukan keb ijakan, kriteria, standar, metoda dan proses pengambilan kep utusan dalam
pemanfaatan lahan dan air mekbihi kepentingan lokal.” [UU Pengelolaan Zona Pesisir AS
tahun 1972, Bagian 302 (1)]

Dalam menghimbau negara bagian menegakkan wewenang mereka atas sumberdaya pesisir, UUPZP
juga berbeda dengan Statuta Kongres lainnya. Peranserta merupakan suatu hal yangsifatnya sukarela,
dan negara bagian diberi fleksibilitas luas dalam rancangan program dan pelaksanaannya namun
masih bisa mendapatkan sertifikasi federal untuk p rogram mereka. Sebagai contoh, rancanganyang
dapatdipertanggungjawabkan berdasar program federal dapat d idasark an pada pengawasan negara
bagian secara langsung, atau lokal atau daerah atas perairan dan wilayah pesisir.

UUPZP tidak mencoba mengendalikan detil rancangan dan pelksanaan dari program pengelolaan
pesisir negara bagian dan daerah. Sebaliknya kongres menetapkan bahwa syarat- syarat minimum
untuk sertifikasi didasarkan pada proses. UUPZP menetapkan bahwa rangkaian proses tersebut
berpusat pada kategori tertentu dari kegiatan yang dirasa penting bagi kongres dalam pembuatan
keputusan yang transparan dan dapat diikuti. Kategori dari syarat-syarat dapat dijelaskan secara
bebas sebagai berikut:

* Pengertian ZonaPesisir
Bagian penting dari UU PZP adalah pengertian zona pesisir. Bukannya menjelaskan secara konkrit
mengenai zona pesisir, melainkan menerangkan zona pesisir secara umum sebagai laut teritorial
dan daratan yang berbatasan “sampai pada batas yang diperlukan untuk mengawasi pantai,
pemanfaatan atasnya yang memiliki akibat langsung dan signifikan pada perairan pesisir’ dan
ekosistem. Akibatnya, tiap negara bagian mengartikan pengertian ini berkaitan dengan kondisi
lokal dan menetapkan batas-batas ‘zona pesisir’ berdasarkan keb utuhan daerah masing- masing.



e Syarat-syarat informasional d an definisional

Syarat-syarat ini menentukan standar minimum berkenaan dengan pengumpulan informasi
(misalnya pengetahuan). Contohnya, pada jenis dan batas sumberdaya pesisir, sumber-sumber
yang menimbulkan tekanan pada sumberdaya, identifikasi wilayah dengan perhatian khusus
(misalnya, habitat kritis atau wilayah yang menjadi perhatian nasional), dan daftar wilayah yang
tertutup untuk pendud uk. Juga tercakup syarat-syarat pengertian batas-batas zona pesisir secara
jelas, menetapkan pemanfaatan daratan dan air yang sesuai dan layak, dan pengertian lainnya
yang berguna bagi pelaksanaan program.

¢ Syarat-syarat Kelembagaan dan Organisasi
Agar memenuhi syarat sertifikasi nasional, setiap program harus menetapkan dengan jelas
wewenang hukum dan penyusunan organisasi (mekanisme penerapan) di mana negara bagian
dapat menjalankan program pengelolaan zona pesisimya. Ini meliputi, antara lain, suatu
pendaftaran yurisd iksi yang bakal saling bersinggungan, dan bagaimana cara menyelesaikan atau
digunakan untuk mendukung program pengelolaan pesisir. Untuk hal hal tertentu, pembuat UU
negara bagian perludilibatkan untuk memberikan perjanjian kelembagaan berdasarkan hukum.

e Syarat-syarat Prosedural
Untuk sertifikasi nasional program pengelolaan zona pesisir setempat, program tersebut harus
mencakup koordinasi dan prosedur yang jelas yang menjamin kerjasama antar departemen dan
peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan atas pengelolaan sumber daya pesisir.
Normalnya hal ini meliputi permintaan dan pembuatan dokumen memorandum kesepahaman
yang sesuaiyang dib uat antara pemerintahfederal, negara bagian ataubadan setempat dan disetuj ui
oleh badan pemerintah yang berwenang atau pembuatUU.

¢ Perencanaan

Proses perencanaan harus d ibentuk dengan prioritas pemanfaatan wilayah tertentu d izona pesisir.
Hal ini melibatkan pembuatan daftar sumber daya dan mengidentifikasi wilayah konservasi,
rekreasi, ekologi, historis dan estetik dan menb uat rencana pelestarian wilayahtertentu. Sertifikasi
juga memerlukan penentuan wilayahyang rusak secara signifikan danerosi dengan rerncana terkait
untuk menangani kerusakan tersebut. Yang sangat penting, rencana menerima sertifikasi nasional
harus melip uti suatu p roses untuk “pertimbangan yang sesuai dengankepentingannasional” seperti
kegiatan penentuan tempat fasilitas energi dan prioritas pembangunan nasional lainnya.

« Pendanaan

UUPZP menyediakan Program Dana Bantuan Pembangunan Pengelolaan untuk merangsang
negara-negara bagian menjalankan rencana program pengelolaan pesisir mereka. Awalnya,
ketentuan pemberianbantuan dana ini adalah dergan perbandingan 4: 1antara federal dan negara
bagian. Suatu negara bagian tidak diperbolehkan menerima lebih dari 4 dana bantuan, dan
pemberian dana yang berturut-turut hanya diperbolehkan bila ada hasil yang signifikan dalam
rencana pengelolaan pesisir. Bantuan secara ad ministratif juga disediakan berdasarkan formula
yang serupa, asalkan sejumlah persyaratan tertentu dipenuhi, termasuk dana pendamping dari
negara bagian. Sampaitahun1990 banyak wikyah pesisir masuk dalam rencana pergelolaanpesisir.
Akibatnya Program Pemberian Dana Bantuan Peningkatan Zona Pesisir memaksa negara bagian
untuk memfok uskan pada cara peningkatan program mereka di beberapa wilayah. Wilayah ini
termasuk perlindungan lahan basah pesisir, pengelolaan pada wilayah bahaya, akses publik,
pengawasan pencemaran laut dan sampah, perencanaan pengelolaan wilayah tertentu dan
perencanaan sumberdaya laut.



2.3 Keberhasilan Sertifikasi SukarelaBerdasar UUP ZP

UUPZP telah mencetak keberhasilan yang luar biasa dalam hal kesukarelaan negara bagian
menyerahkan program mereka pada pemerintah federal untuk diperiksa dan disertifikasi. Sampai
tahun 1999, sebesar 99 persen wilayah pantai dan pesisir AS pada teritori yang layak mengelola
sumberdaya pesisir telah mendapat pengakuan olehpemerintah federal melaluip rogram pengelolaan
pesisir terpadu. Saat ini, pemerintah federal dan negara bagian memfokuskan pada perbaikan
komponen program yang berkaitan langsung pada kesehatan dan kualitas hidup ekosistem pesisir
bagi generasi kini dan masa mendatang.

Ada dua alasan utama mengapa sejumlah negara bagian dengan sukarela menyerahkan program
mereka untuk diperiksa dandisertifikasi. Pertama, insentif pendanaan(bantuan dana) yang d berikan
dengan dasar pembagian-biaya (cost sharing) dengan negara bagian yang membina program
pengelolaan pesisir menurut panduan sertifik asi pemerintah pusat. Lebih penting lagi, berdasarkan
UUPZP, pemerintah federal memberikan jaminan konsistensi federal pada negara-regara bagian
dengan program tersertifik asi.

Jaminan Syarat Konsistensi Federal UU PZP nenyatakan bahwa, hanya dengan perkecualian tertentu,
kegiatan lembagafederaldankegiatan yang d idanali, d isponsori, ataud iizinkanoleh pemerintah federal
akan selalu konsisten dengan negara bagian atau rencana pengelolaan zona pesisir yang dibuat lokal
yang disetujui oleh permrerintah federal. Selain itu, berdasarkan UUPZP, setelah pemrerintah federal
menyetujui rencana negara bagian, pemerintah federal tidak bisa menambahkan persyaratan yang
baru di masa depan sebagai syarat dalam perpanjangan sertifikasi pemerintah federal, kecuali pada
kasus yang berpengaruhterhadap negara secara luas. Ini menunj ukkan pentingnyapengawasan lokal
dan kepengurusan sumberdaya pesisir dan mendorong pemerintah federal untuk menyesuaikan
dengan nilai dan harapandi tingkat lokal, sehubungan dengan pemanfaatan lahan pesisir dan air.
Klausul konsistensi federal membantu, dan dalambanyak kasus meminta, kerjasama dan koordinasi
antara lembaga negara bagian danbadan-badan federal.

Sementara kesukarelaan merypakan salah satu alasan keberhasilan UUPZP, ada sejumbh masalah
yang perludiperhatikan, ditinjau dari perspektiffederal. Beberapa kali diseb utkan o leh tuan rumah
SWI di tingkat nasional, bahwa pemerintah pusat memiliki kemampuan praktisyang rendah untuk
mengawasi imp lementasi dan ad ministrasi p rogram pesisir negara bagian dan lokal. Setelah program
disertifikasi, kecil kemungkinan pemerintah federal untuk terlibatdalam pengambilan keputusandi
tingkat lokal atau dalam tinjauan aspek pengelolaan program. Pejabat federal menyatakan bahwa
hal ini bisa membantu perkembangan seluruh ICM P Amerika Serikat.

2.4 Tanggapan NegaraBagian dan Lokal terhadap UUPZP Melalui
Program Pengelolaan Pesisir Terpadu

Zona pesisir AS dan teritori umumnya melip uti tanah dan perairan sejauh tiga mil ke arah laut, ke
batas daratan yang mungkin berbatasan dengan batas secara politik (misalnya batas daratan dari
semua pesisir county /kabupaten), batas ad ministratif (misalnya jakn raya terdekat), batas fungsional
(misalnya batas ekosistem penting) atau sejumlah kombinasi dari batas tersebut. UUPZP hanya
mensyaratkan bahwa batas zona pesisir ditetapk an dan mengizinkan pemerintah negara bagian dan
lokal memutusk an metoda yang tepat sesuai dengan kondisi lokal.

Banyak negara bagian memakai pendekatan berjenjang untuk menetapkan zona pesisir, biasanya



dua jenjang. Jenjang satu mencakup wilayah “yang paling berinteraksi dengan pantai”’ atau “zona
yang paling terpengaruh’™. Jenjang d ua melip uti sisa zona yang d ianggap tidak langsung berinteraksi
dengan zona pesisir. Perizinan dalam Jenjang satu biasanya mensyaratkan setiap pemanfaatan
pembangunan yang diusulkan dirancang sebagai “pemanfaatan bergantung pada pesisir’ sebelum
dianggap sesuai untuk zona dekat pesisir. Jenjang dua kemudian mempertimbangkan untuk
pemanfaatan berizin pembangunanyang tidak terlalubergantung pada lokasi yang berbatasan dengan
pantai. Dalam pertemuan antara peserta SW1 dan Komisi Pesisir Rhode Island, negara bagian yang
lebih kecil dariyang lain, diungkapkan tentang tiga jenjang pendekatan. Ini mencakup “zona pengaruh
utama, kedua: zona yang dipisahkan oleh batas daratan dari county/kabupaten pesisir, dan ketiga:
yang melip uti seluruhnegara bagian dalbbm zona pesisir”. Di Florida danH awaii seluruhnegara bagian
jugadirancang sebagai zona pesisir, kecuali bagi tanah-tanah federal dan tanah suku Indian.

Berdasarkan UUPZP, struktur pengelolaan untuk mendapat sertifikasi nasional tidak ditentukan.
Pendekatan yang d ipakai bervariasi, mulai dari kontrol langsung keseluruhan daratan dan perairan
pesisir yang ditetapkan, sampai perjanjian regional di antara badan-badan hingga pengelolaan
bersama. Umumnya, negara bagian tidak mengelola zona pesisir mereka sebagai satu bagian yang
berdanmpingan, yang mencakup seluruh unit. Biasanyaotoritas pengelolaan zona pesisir dibagiantara
negara- negara bagian dan otoritas lokal dengan pendelegasian sebagian tinjauan pengelolaan pesisir
dan otoritas perizinan. Di beberapanegara bagian, unit lokal merup akankab upaten atau pemerintahan
kotamadya, yang lain merupakan komisi wilayah pengelolaan khusus yang mergelola wilayah yang
berbatasan secara politis (misalnya, membagi suatu negara bagian menjad izona regional yang d iatur
secara individual). Meskipun begitu, pada semua kasus, suatu badan pengendali memegang kontrol
atas program-program lokal melalui suatu mekanisme.

Ada penggunaan luas hubungan ad ministratif negara bagian-lokal di pesisir dan teritori Amerika
Serikat. Biasanya wewenang county/kabupaten atau municipal/kotamadya (kota atau kotapraja)
menyusun program pengelolaan zona pesisir lokal dengan bantuan teknis dari tingkat negara bagian.
Setelah program lokal ini disetujui, sebagian wewenang perizinan dan penerapannya diserahkan ke
tingkat lok al dengan kendali longgar dari badan pengendali negara bagian.

Di Florida kerjasama seperti ini meliputi juga badan pemerintah federal dalam persekutuan yang
saling menguntungkan antara badan negara bagiandan lokal. Di Key West, permbangunan yang terus
menerus berakibat buruk pada terumbukarang sebagaiakibat pembuangan limbah manusia. Terumbu
karang ini merupakan satu-satunya terumbu karang di AS yang berbatasan dengan daratan dan
memiliki nilai tak terkira dalam hal pariwisata dan keuntungan lain. Jumlah penduduk setempat
yang kecil (kira-kira hanya 80.000 orang) membuat mereka tak mampu membiayai pembangunan
fasilitas pengolahanlimbah senilaiUS$ 50 juta. Suatukesepakatan dicapaidenganpemerintah federal
yang menetapkan terumbu karang Key W est sebagai Cagar Alam Kelautan Nasional. Kemudian dana
pemerintah federal diserahkan untuk mendanai perlindungan dan pengelolaan terumbu karang,
termasuk untuk membangun fasilitas pengolahan limbah.

Pemanfaatan Rencana Pengelolaan Daerah Khusus (Special Area Management Plans/ SAM Ps) sangat
luas dan ada pada program pengelolaan pesisir di hampir semua negara bagian. SAMPs digunakan
untuk melind ungi serangkaian fungsi hab itat dan ekosistem hutan bakau danlahan basah di Florida,
hingga Puget Sound dan perairannya di Negara Bagian Washington. SAMPs juga kadang dipakai
dalammelind ungi hak-hak Suku Indian. Di W ilyah Perairan Puget Sourd Negara BagianW ashington,
negara bagian bekerja dengan pejabat federal menetapkan daratan Suku Indian Nisqually sebagai
suaka alam nasional. Hal ini memberi hak- hak pemanfaatan khusus pada Indian Nisqually, sekaligus
melindungi perairan dalam hal pengaruh kualitas air di Puget Sound. SAMPs beraneka ragam, dengan
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bermacam struktur, penjelasan yang beragam dan serangkaian unsur program. SAMPs juga bisa
disebut sebagai cagar alam laut, wilayah perlindungan kelautan atau lahan basah, suaka alam atau
wilayah dengan perhatian khusus. M ereka memberikan kekhususan lebih tinggi dalam hal
pemanfaatan wilayah tertentu.

Konsistensi pemerintah federal, negara bagian dan lokal berp eran penting dalam program pergelolaan
pesisir negara bagian yang disertifikasi oleh federal. Ini mensyaratkan agar kegiatan dan gerakan
federal, negara bagian dan lokal harus konsisten dengan persyaratan dan kebijakan dalam program
pengeblaan zona pesisir negarabagian yang disetuj ui. Seperti yang dipelajarioleh peserta SW1 selama
rapat-rapat di Washington, NOAA berperan dalam menjamin konsistensi antara program pesisir
negara bagian dan lok al oleh badan federal, proyek yang disponsori olehbadan federal, proyek yang
diberiizinoleh badan federal dan proyek yang didanai oleh dana federal.

Di setiap negara bagian, badan pengendali pengelolaan pesisir meninjau kegiatan federal untuk
memastikan kesesuaiannya. Jika tidak sesuai, badan pergendali pengelolaan pesisir menghubungi
badan yang mengurusi tindakan yang melanggar dan memberitahu NOAA Dengan cara ini konflik
yang potensial b isa diselesaikan atau d inindari. Membantu terjad inya konsistensi, dan menyelesaikan
konflik antara badan federal dan negara bagian, merupakan satu layanan paling utama NOAAbagi
negara bagian dengan program tersertifikasi.

Beberapa unsur programdi negara- negara bagian perlu mendapat catatan k husus. Di Rhode Island,
pelanggaran atas rencana pengelolaan pesisir dicatat dalam surat tanah pemiliknya. Ini membatasi
gerakan pemilik selama pelanggaran masih berlaku, misalnya, dalam permohonan hipotek.

Contoh lain tentang program yang secara efektif memelihara tata pemerintahan trad isional berp usat
desa yang menggab ungkan peraturan pengelolaan pesisir terpusat adalah American Samoa'’s Village
Liaison/Facilitator Prog ram. Tempat ini tidak termasuk dalam acara k unjungan SW|1. Di sini, setiap
desa memilih penghubung desa, sementara program pengelolaan pesisir memilih fasilitator. Hal ini
mendorong diskusi mengenaimasalah- masalahdan penyelesaian konflik di dalam danantara hukum
tradisional yang di Indonesia mirip denganyang dikenal sebagai hukumadat.

Yang utama di antara program negara bagian adalah pendekatan yang telah menyumbangkan
keterlibatan efektif masyarakat/ pendud uk setempat, keberhasilan pengelolaan bersama, atau proses
penetapan keputusan bersama, proses penyelesaian konflik dan proses koordinasi dan harnmonisasi
(termasuk konsistensi program pengelolaan zona pesisir olehbadan negara bagian). Tigp negara bagian
dan teritori berbeda cara pelaksanaannya. Negara bagian dan program yang d ikunjungi memberikan
beberapa gagasan dalam penyusunan kelembagaan yang d igunakan.

2.5 Desain Studi Wisatadan Komentar Terpilih mengenai
Pertukaran Informasi

Lokasi kunjungan SW1 dipilih sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan peserta dalam kerangka
kerja dan tujuan Proyek Pesisir. Berikut adalah daftar lok asi- lokasi yang d ikunjungi dengan tema
umum dan tujuan tiap lok asi.

* Washington, D.C., 12 — 15 September 2000
Tujuan utama SWI1 adalah memberikan gambaran pada peserta Indonesia mengenai bagaimana
praktek dan pelaksanaan program pengelolaan pesisir terpadu. Maka pada awal studi wisata SW1



mencantumkan pertemuan-pertemuan dengan paramanajer danpimpinan pengelolaan pesisiryang
bekerja di tingkat nasional. Diskusi terfokus pada program nasional AS tentang pengelolaan
sumberdaya pesisir dan kelautan dan menyelenggarakan suatu forum bagi peserta Indonesia untuk
menyampaikan perkembangan yangterjadi dan kesempatan yang mulai terb uka dilndonesia kepada
komunitas pembangunan internasional d i Washington. Agenda studi menekankan pada mekanisme
hukumdan finansial yangd igunekan dalammeraihtuj uanpergelolaan pesisir nasional, melalui ypaya
terpadu dengan rekan negara bagiandan lokal dan inisiatif pengelblaan wilayah khusus, seperti cagar
alam laut dan program daerah kuala rasional. Distribusi wewenang di antara badan negara dan
pengaturan koordinasi antar badan dibahas, juga struktur organisasi dan strategi operasional bagi
pelaksanaan program nasional.

Pertemuan-pertemuan dengan NOAA mengungkapkan detil penting tentang pekerjaan mereka.

Menurut staf NOAA, sebesar US$ 60 juta dana federal setiap tahun dibagikan pada negara bagian

melalui program NOAA Dari jumlah itu, sebanyak US$ 20 juta dipakai untuk program CZMP.

Kebanyakan negara bagian kemud ian menyamakan dana ini dari anggaran belnja negara bagian.

Dana yang diserahkan untuk penelitian pesisir tidak termasuk dalam anggaran ini. Hal-haltambahan

lainnya termasuk:

¢ NOAA bekerjadan memelihara pengawasan dan monitoring di zona pesisir;

« Organisasi ini bekerja demi efisiensi dalam monitoring dan pengelolaan;

¢ NOAA mengusahakan kerjasama pub lik- swasta,

¢ NOAA nmenanam nodal dalam penelitian ilmiah dan berfokus pada kebutuhan perdudwk pesisir
dan kelautan lewat program yang dirancang untuk pengelolaan dan pembangunan pesisir dan
kelautan,

¢ Kantor Kelautan Nasional NOAA dibagi menjadi dua kantor: 1) Wilayah Pengelolaan Khusus
(SMAs), termasuk wilayah perlindungan; dan 2) Pengelolaan Pesisir Keseluruhan dan U mum.

NOAA menjalankan sistem Wilayah Perlindungan Laut di sekeliling batas negara AS berdasarkan
dekrit presiden. Proses pembentukan sistem ini mencakup inventaris wilayah yang ada, identifikasi
kelemahan sistemdan wilyahyang terkewat, pembangunanpengelolaanberbasis ilmiahuntuk wikyah
tersebut, dan mengikutsertakan masyarakat dan penduduk setempat dalam kep utusan penetapan
wilayah perlindungan. Termasuk ke dalamkriteria terseb ut adalahsumberdaya terumb ukarang, yang
dilindungi berdasarkan dekrit presiden.

Sebuah peljaran penting yang dibicarakan oleh kepala program pengelolaan pesisir NOAA adalah
kesulitan dalam mendorong negara bagian menperbaiki kualitas program pengelolaan zona pesisir
mereka tanpa otoritas untuk melakukan inspeksi terbatas dan evaluasi. NOAA memiliki keterbatasan.
Otoritasnya hanya sampai kepada pada perencanaanyang diserahkan oleh negara bagian dan sudah
disetujui, karenanya perbaikan sulit dilaksanakan. Saat ini NOAA sedang berusaha meningkatkan
otoritasnya dan memperbaiki ind ikator- indikator untuk menilai seberapajauh program pengelolaan
pesisir dijalankan dan sejauh mana mereka mencapai tujuan. Hal ini merupakan suatu hal penting
yang perludiperhatikan dalam perencanaan untuk program pengelblaan pesisir terpadu Indonesia
di tingkat nasional.

Penemuan penting dalam p rogrampengelolaan zona pesisir ASadalahkontrib usi pencemaran sumber
tidak beraturan (non-point) pada kerusakan perairan pesisir dan habitatnya. Sebenamya, diketahui
bahwa pencemaran tidak beraturan, yaitu pencemaran yang tidak berasal darisatu sumber saja seperti
limpahan air darisaluran jalan raya atau limbahpertanian, berpotensi leb ih besar dalbbm menyebabkan
kerusakan perairan pesisir dan habitatnya dibanding pencemar beraturan. Karena itu, pada tahun
1990 disusun U ndang-Undang Air Bersih (Clean Water Act) yang memungkinkan NOAAdan Badan




Perlindungan Lingkungan Hidup AS (USEPA) bersama-sama menjalankan kontrol terhadap
pencemaran diwilayah pesisir dari sumber non-point melalui UUPZP.

Selain pertemuan yang membahas tentang pengelolaan pesisir, diskusi juga diadakan dengan staf
U rusan Perikanan Laut Nasional (NMFS) NOAAmenyangkut pengelolaan perikanan dan keb utuhan
akan data dan pembuatan kep utusan berbasis ilmiah dalam hal pengelolaan perikanan. Pengalarman
AS dengan badan penasehat perikanan regional (RFACs) dibahas danjuga tinjauan mengenai cara
badan ini memelihara stok ikan. RFACsdigarisbawahi sebagai suatu program AS yang tidak berhasil
mencapai misinya merjamin tingkat ketersed iaan ikan. Karena perubahan keanggotaan badan, badan
ini didorong untuk lebih memaksimalkan produksi ikan.

Staf NMFS juga memb icarakan p rosed ur pemberianlisensi penangkapan ikan di AS, sebagian besar
diurus oleh regara bagian sendiri. Perusahaan penangkapan ikan yang berharap bisa beroperasi di
lebih dari satu negara bagian harus memiliki lisensi penangkapan ikan ganda. Sistem lisensi inijuga
berlaku bagi pemancingan rekreasi dari negara bagian ke negara bagian lain. Namun, pengawasan
terhadap kapal penangkap ikan komersil yang besar menunjukkan bahwa mereka berlayar keluar
dariwilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) untuk menangkap kan sebelummemasuki wilayah negara
bagian lainnya. Tidak ada persyaratan lisensi federal kecuali untuk menangkap ikandiwilayah ZEE.

Satu masalah terbesar yang dihadapi oleh staf NMFS adalah kurangnya informasi untuk memb uat
kebijaksanaan yang ak urat untuk pengelolaan perikanan. Akibatnya, melalui perundangan federal
NMFS diharapkan mengelola sediaan ikan berdasar prinsip pencegahan.

Menanggap ipertanyaan M enteri Sarwono Kusumaatmadjamengenai bagaimana NOAAmendapatkan
dukungandalamKongres AS, kepala program pengelolaan pesisir NOAA nmenjawab bahwa konstituen
Kongres AS datang dari konstituen setempat termasuk penduduk, LSM, kelompok sek tor swasta dan
lainnya. Usaha NOAA bermula dari murid sekolah dan terus berlanj ut melalui ikatan media lokal dan
nasional, dan juga memberikan program pada tingkat lokal yang menberikeuntungan pada komunitas
lokal seperti Program Sea Grant. Akhirmya, NOAA berpendapat bahwa dukungan nasional datang
melaluiusaha bkal. Tambahan lagi, NOAA mengkaitkan hasil di tingkat lokal dengansumber keuangan
yang tersed ia untuk k egiatan tingkat lokal.

Program Sea Grant yang dimulaitahun 1966 merupakan suatu cara menjembatanikekosongan antara
pembangunan dan konservasi sumber daya laut AS. Saat ini, Program Sea Grant tersedia di 29
universitas. Cita-cita besarya adalah membantu pembangunan dan meningkatk an perekonomian
yang kompetitif melalui teknologi global. Program Nasional Universitas Sea Grant, melalui riset
terpad u, transfer teknologi dan program penyuluhannya, menyumbang bagi kelangsungan
pembangunan sumberdayakelautan, menperkokoh komunitas pesisir dan bisnis pesisir, danbekerja
sama dengan bisnis teknologi tinggi untuk Mmenerapkan teknologi berbasis riset

Program SeaGrant melip uti tiga bidang utama: 1) Teknologi majuuntuk prod uk dan proses komersial;
2) Prod uksi makanan laut; dan 3) Pembangunanekonomi pesisir. U niversitas Sea Grant berkontribusi
dalam ekonomi Amerika Serikat yang sehat dan berkembang, infrastruktur kelautan yang praktis
dan modern dan serangkaian produk pesisir dan k elautan yang berbasis pembangunan dan ap likasi
teknologi canggih. Rancangan semacamuniversitas Sea Grant merupakan suatu hal yang ko mpetitif
dan hanyadibuat satu untuk tiap negara bagian. Selain itu, U niversitas Sea Grant sering membantu
bisnis lokal dalam pemenuhan peraturan dan pemerintah setempat dengan membuat dan
mengeluarkan perundangan yang sesuai. Aspek yang sangat penting dari Program U niversitas Sea
Grantadalahbahwa mereka dapat mererimadanberoperasi dengandanaselaindariNOAA kareranya



dapat menjalinkontak dengan departemen lain dan sumber-sumber lainnya untuk menjalin usaha
pesisirdankelautan.

Meskipuntidak secara langsung menjadi bagian dari UUPZP, aspek lain yang juga menarik dariUuU
Amerika Serikat berkenaan dengan pembanguran pesisir dan kelautan adalah Penilaian Kerusakan
Sumber Daya Alam (NRDA) . Peraturan yang mend ukurng NRDA dikeluarkan olehDepartemen Dalam
Negeri AS pada tahun 1986 dan mencantumkan ancaman hukuman bagi perusahaan dan kembaga
lain yarg mengakibatkan kerusakan lingkunganhidup yang besar dan serius akibat perb uatan mereka,
khususnya dalam hal pembuangan unsur-unsur berbahaya atau beracunke lingkungan hidup. Hal
ini diikuti dengan UU PencemaranM inyak (OPA) tahun1990. OPA dibuat untuk memaksa perusahaan
dan binnyaagar bertanggungjawab atas pemlihan kenbalisumberdaya dankondisi lingkunganseperti
keadaan semula setelah pembuangan limbah miryak dalam jumlah besar. Selain itu, pihak yang
bertanggung jawab harus memberi ganti rugiatas kerusakan ekonomi dan lingkungan selama periode
perbaikan. Kedua perundangan itu menjamin perbaikan atas kerusakan lingkungan oleh pihak yang
bertanggung jawab dan sering digunakan di wilayah pesisir dan kelautan (misalnya, limbahminyak
Exxon-Valdezdi Alaska).

Pertemuan juga diadakan antara Laksamana Muda Busran Kadri, Dirjen Monitoring, Pengawasan
dan Penerapan danKapten Dave Westerholm, Chief of Emergency Response di Kantor Penjaga Pantai
AS (USCG) di Washington, D.C. Hal ini memberi kesempatan berinteraksi langsung dan berdiskusi
mengenai otoritas penjaga pantai dantugas-tugas di wilayah pesisir. Termasuk juga kegiatan penjaga
pantai berkenaan dengan pencarian dan penyelamatan, bantuan navigasi, perlindungan lingkungan
laut dan keadaan darurat, keamanan laut, penerapan hukum berkaitan dengan perikanan dan
penyelundupan, mobilitas (pemecah es) di wilayah utara AS dan otoritas pertahanan nasional dalam
keadaan perang. USCG juga bertanggung jawab terhadap keselamatan kapaldan kik laut dan program
kontrol pelab uhan untuk kapal asing dalam teritori AS, termasuk kapal pengangkut pengungsi. Aspek
pentingdalam tanggurg jawab USCG melip uti j ugakemampuanmenrangani limbahminyak danlimbah
berbahaya yang mend ukung badan lain dalam penanganan darurat kelautan dan pesisir.

Pertemuan dengan DepartermenL uar Negeri ASdiadakan (untuk lebih detil baca Lampiran G, Agenda
Harian SW1) di mana staf D epartemennya menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk mematuhi
perjanjian dan traktat internasional, terutamadalammelind urgi penyu laut, pelanggaranterhadapnya
berdampak ekonomi negatif potensial dalam hal ekspor produk perikanan Indonesia ke AS. Hal ini
penting karena sertifikasi tahunan harus dipunyai oleh negara-negara yang mengekspor produk
kelautan tertentu. Staf Departemen Luar Negeri AS menawarkan kesediaannya membantu usaha
Indonesia mendapatkan sertifikasi tersebut, khususnya berkaitan dengan perangkat penolak penyu
atau TED, seperti juga sertifik asi berikutnya mengenai akuarium dan penangkapan serta pengapalan
ikankarang.

Masih di Washington, peserta SW1 bertemu dengan Hattie Babbitt, Deputi Administratur U SAID.
Pertemuan ini menb icarakan keberhasilan kerjasama Indonesia dan ASdi masa lalu, dan khususnya
enam area penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia setelah krisis moneter dan pembangunan
selanjutnya. Keenam area ini meliputi transisi demokratisasi, pemulihan ekonomi, pengelolaan
lingkungan, kesehatan dan gizi, bantuan pangan, dan pengadaan lapangan kerja. Ms. Babbitt
menekankan kepentingan global dari biod iversitas Indonesia dan ekologi. Dia menegaskan komitmen
U SAID dalammend ukung usaha Indonesia menuj u pengelolaan lingkungan yang bertanggungjawab,
terutama selama tekanan pada lingkungan meningkat dan tekanan akibatkrisis moneter. Ms. Babbitt
menekankanbahwakomitmen initerlihat nyata melaluid ukungan USAID padapekerjaanyangsedang
berjalan melalui kerjasama dengan Pusat Sumber Daya Pesisir U niversitas Rhode Island. Kelompok
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ini juga membahas pentingnya kelanj utan hub ungan antara AS- Indonesia.

* Akuarium Baltimore, Maryland, 15 September 2000

Akuarium Nasional di Baltimore (NAB) menjadi tuan rumah seminar bagi para anggota delegasi
dengan titik perhatian pada pemahaman proses revitalisasi perairan desa dan peran fasilitas
penyuluhan publik seperti ak uarium. Selama seminar, Direktur Ak uarium, David Pittenger, dan staf
seniomya, Dr. Valerie Chase, Glenn Page dan Nancy Hotchkiss menjelaskan peran kunci yang
dimainkan NAB baik dalam menyumbang pembangunan ulang perairan Baltimore maupun sebagai
sarana pendidikan nasional terkemuka dan perluasan fasilitas. Saat ini NAB merupakan akuarium
tersukses Amerika U tara, meskipun harus terus menerus memperbaharui dirinya agar selalu relevan
pada pasar pergunjung yang terus berubah dan layak jual secara komersial. Peserta mencatat banyak
persamaan antara NAB dengan Akuarium Seaworld di Jakarta. Namun mereka juga mencatatbahwa
dalam kasus NAB, lebihbesar peran akuarium sebagai pendidikan publik “ex-situ” (luar ruang) dan
dalamrisetdan pelatihan.

Keberhasilan NAB yang diakui dalam mempromosikan revitalisasi pusat kota Baltimore telah
menghasilkan sej umlah keuntungan, banyak di antaranya yang sebelumnya tidak terd uga (misalnya,
berkurangnya kejahatan, meningkatnya kebanggaan warga negara, dan lain-lain). Selama
mendiskusikan keuntunganini, staf NAB menjelaskan perankatalistik dari perancang akuarium dalam
bekerja dergan pemerintah setempat untuk mencapai konsep pembangunanyang terpadu, termasuk
sistem pelayanan terpadu untuk masalah parkir, taman, dan lain-lain. Peserta mencatat bahwa
integrasi demikian sulit sekali diterapkan di Indonesia. Suatu analogi yag menarik dibandingkan
dengan akuarium Seaworld (yang dibangun di atas tanah reklamasi, jauh dari pusat kota dan yang
mungkin sebenamya bisa dibangundi jantung kota tua, di daerah Kota, Jakarta) jika pendekatan
yang serupadari NAB dapatditiru.

Dalam konteks serupa, peserta juga tertarik dengan peran penting yang dimainkan oleh NAB dalam
membantu pengembangan kurikulum pendidikan kelautan nasional dan materinya. Staf NAB
menjelaskan bahwa lewatjaringan profesional yang beragam, NAB mampu memnberikan sumberdaya
utama, sekaligus akses terhadap informasi dan para ahli (misalnya tentang terumbu karang) yang
tidak tersedia di Baltimore. Melalui proses kemitraan di berbagai tingk at dengan bermacam-macam
organisasi lok al, nasional danintermasional, NAB memegangperan kepemimpinan dabmperdidikan
kelautan yang tidak ditemukan di Indonesia.

* Florida Selatan, 15-18 September 2000

Cagar Alam Laut Nasional Florida Keys (FKNMS) merupakan suatu contoh pengalaman AS dalam
pengelolaan cagar alam laut nasional dan bagaimana peran badan pemerintah federal dan negara
bagian berperan sehubungan dengan koordinasi, pendanaan, perencanaan, dan implementasi
program. Peserta SW1 melakukan diskusi terperincimengenai perencanaanpengelolaan pesisir yang
memp romosikan pembangunan berkesinamburngan dengan menperhatikan pariwisata, mengelola
ancaman kerusakan pesisir dan polusi, menekankan kegiatan dengan relevansi khusus pada kontek s
pulau pulaukecil. Cagar alam tidak hanya melindungi sistempesisir dan kelautan namun jugamenjadi
surga bagi Rusa (Key Deer) yang dilindungi dan spesies rawa yang peka.

Populasi Florida Keys adalah sekitar 90.000 penduduk dan pergunjung sekitar 2,5 juta orang tiap
tahun, dengan devisa sekitar 1,2 miliar dolar setahun. Denganmenarik Ebihdari satu juta pengunjung
setiap tahun, FKNM S memiliki kesempatan besar untuk mendapat keuntungan untuk membantu
pendanaan cagar albbm. Kapalpesiaryang berlabuhdi cagar abbm ini ditarik biayapengguna lingkungan
sebesar 3 dolarperpenumpang(adarencana untuk menakkan ongkos ini). Peretapan biaya dilakukan



melalui perjanjian langsung dengan perusahaan pemilik kapal pesiar sehingga transparan. Biaya
lainnya dimasukkan dalam harga kamar hotel yang memberikan keleb ihan keuntungan untuk cagar
alam.

Sebelum membangun FKNM S, kab upaten ini bertanggung jawab untuk mengelola seluruh wilayah
Keys yang terdiri dari serangkaian pulau-pulau kecil. Dan lagi, wewenang pembuatan keputusan
berlokasi di ibukota kabupatendi luar Keys. Setelah FKNM S d ibangun, otoritas pemb uat kep utusan
lebih terfokus pada kebutuhan khusus Keys dan melakukan fungsinya melalui pengelolaan bersama
antara wewenang lokal, negara bagian dan federal. FKNMS merupakan suatu contoh unik dari
kerjasama negara bagian-federal dalam mengelola pulau p ulau kecil, suatu masalahkunci dan rekevan
bagi Indonesia. Hal ini terkadang menciptakan kesulitan pengelolaan, namun pada akhimya akan
menghasilkan pengaturan yang lebih kompeten mengenai sumber daya pesisir dan kelautan melalui
komb inasi k eahlian negara bagian-federal.

FKNM S menyaj ikan contoh yang menarik dan penting dari cara pemerintah federal menyadari nilai
suatu sumberdaya yang tidak terletak dibawah yurisdiksinya, dan mengambil langkah proaktif dan
progresif bersama dengan otoritas lokal untuk melestarikan dan melindungi sumberdaya tersebut.
SebelumpembangunanFKNMS, limbah daripembangunanperumahan yang meluas telahmemasuki
wilayah pesisir yang berdampak serius terhadap ikan dan sumberdaya terumbu karang di wilayah
tersebut. Meskipun begitu, biaya untuk memperluas kapasitas pengolahan air limbah sangat mahal
dan di luar kemampuan penduduk. Bekerja sama dengan pejabat lokal dan negara bagian dan
penduduk setempat, pemerintah federal merancang daerah Florida Keys selatan sebagai cagar alam
laut yang memberikan pendanaan federal bagi perluasan kapasitas pengolahan air limbah.
Demikianlah, lewat kerjasama federal-negara bagian-lokal, sumberdaya di Florida Keys dapat
dilindungi. Juga disusun aturan pengelolaan, bantuan penerapan dan perdanaan, yang semakin
melestarikan nilai yang amat besar daerah tersebut

Pendorong pendirian FKNM S adalah berlabuhnya tiga kapal besar pada terunbu karang Keysdalam
wak tu yang berdekatan sehingga mengakibatkan kerusakan yang cukup besar. Setelah rencana
pengelolaan dibuat, masyarak at mempunyai waktu sembilan bulan untuk meninjau dan menberi
pendapat. Initermasuk kerjadari 18 anggota komite penasehat masyarakat yang menginformasikan
rencana tersebut dan mengatur langkah- langkah penyuluhan. Badan perasehat ini menjadi bagian
penyusunan rencana manajemen Pendidikan merupakan komponen utama dari program FKNMS.
Seluruh murid kelas 8 diberi kesempatan mengerjakan tugas sekolah dan makalah mengenai terumbu
karang. Dengan demikian murid-murid diajar untuk menghargai dan memahami pentingnya Keys
sebagai suatu ek osistem terpad u dan mesin perekonomian wilayah tersebut.

LSM bekerja sama merdukung FKNM S Sahabat Cagar Alam (Friends of the Sanctuary), suatu LSM
lokal, memberikan dana untuk proyek tertentu dan membantu dalam penyuluhan Konservasi Alam
mengatur pengelolaandi luar batas cagar alam, danLSM lainnya bekerja largsung dengan pemerintah
dalam pencarian dana dan bantuan lainnya. Peserta SW1 terutama tertarik pada kontribusi ekonomi
padaFKNM Sdandergan segeramenemukan kemiripanantara FKNM S dan Taman Nasional Bunaken
di Sulawesi Utara.

Anggota LSM setempat menjalankan patroli mereka sendiri dengan tujuan mendidik pengunjung
yang mungkintidak mengetahui pentingnya mematuhi peraturan cagar alam Ketika pelanggar sudah
diketahui identitasnya, relawan LSM mendatangi pelaku pelanggaran tersebut dan memberitahu
kesalahan mereka dan mengapa mereka harus mematuhi peraturan. Kepatuhan pada peraturan
memainkan peran penting dalam memelihara sumberdaya cagar alam.
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Selain itu, badan penegakan hukum setempat tidak selalu menerapkan hukuman atau denda pada
pelanggar peraturan cagar alam. Seringkali, pelanggaran dilihat sebagai cara mendidik masyarakat
akan peraturan cagar alamdan lebih larj ut akan membantu mereka memahami peraturan (misalnya,
pemancing, pemilik perahu, perenary, dan lain-lain). Bilamana denda dikenakan pada pelanggar,
jumlah keseluruhannya akan disalurkan pada program proaktif seperti penyuluhan. Unsur penting
pend wkung penegakan hukum dan pengawasan adalah perahu yang ditangk ap karena penangkapan
ikan ilegal dalamwilayah cagar alam disita dan digunakan oleh pergelola cagar alam untuk patroli
dan pengawasan cagar alam. Sembilarpuluhlima persen fungsi penegakan peraturan dipegang oleh
negara bagian.

Satu acara yang paling menarik pada jadwal kunjungan ke Florida Selktan adalah kunjungan ke
kantor Dewan Kabupaten Monroe di Big Pine Key. Pengikut SW1 dapat berbicara bngsung dengan
perencana kabupaten mengenai proses dan perangkat yang dipakai dalam membuat rencana
pembangunan di Keys dan merancang Rencana Lengkap Kabupaten Monroe yang meliputi
perencanaan kabupaten hingga tahun 2010. U nsur perencanaan meliputi tata guna tanah di masa
mendatang, konservasi, transportasi, pelabuhan dan bandara, perumahan, air bersih, pengelolaan
limbah, rekreasi, koordinasi antar lembaga dan peran serta publik. Peserta SW1 terutama tertarik
pada perercanaan tata guna tanah atas pulau kecil Keys dan diberi kesempatan melihat- lihat peta
dan dokumen perdukung berkenaan dengan pembanguran terkendali dari Keys. Hal ini merncakup
peta akuisisi tanah kab upaten yang menandai tanah yang kritikal bagi kelangsungan pengembangan
Keys (seperti wilayah perairan) yang direncanakan akan d ibelipemerintah kab ypaten. Para perarncang
mengakui sulitnya perencanaan FKNM S karena berbagai kepentingan dan pend ud uk setempatyang
harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan. Namun mereka juga mengakui pentingnya
perencanaan zona pesisir yang seharusnyadibuat 20 tahunyang lalu.

Satu catatan menarik, para perancang juga memberitahu mengenai dukungan dan kerjasama antar
negara bagian. Departemen Perlindungan Lingkungan Hidup (DEP) Florida menyimpan dan
memperbaharuisetiap lima tahun sekali peta sumberdaya alam zona pesisir negara (seantero wilayah
negara bagian ditetapkan sebagai zona pesisir) yang meliputi inventaris wilayah alami. DEP
mengunj ungi setiap kandidat proyek dan memanfaatk an data pada peta untuk memutuskan p royek.
Departemen Urusan Penduduk (DCA) memastikan terlaksananya tinjauan berkaitan dengan
konsistensi federal dan bekerja sebagai fasilitator antara lembaga dan juga pemerintah setempatbila
terjadi konflik kep utusan dan harmonisasi. Memorand umPerjanjiand ibentuk antara berbagai badan
negara bagian dan sejumlah agensi federal untuk menjamin keseimbangan. Ada cukup pembagian
informasi antar lembaga negara. Badan regional mengembangkan rencana yang harus dipatuhi oleh
pemerintah setempat dalammembuat rancangan pengelolaan pesisir mereka. UU Pengelolaan Pesisir
Florida menuntut diadakannya dengar pendapat dengan masyarakat dan menjamin interaksi antara
pemerintah dan publik/ penduduk setempat dan memfasilitasi k erjasama pengelolaan sumberdaya.

Kunjungan terakhir dalamjadwal Florida Seltan adalah ke Laboratorium Kelautan MOTE NOAA.
Di sini, riset dilaksanakan khusus menyangkut fungsi ekosistem pesisir dan kelautan. Mereka
disertakan dalam pelaksanaan penanaman terumbu karang dan rehabilitasinya. Laboratorium
Kelautan MOTE mengukur tingk at degenerasi terumbu karang yang peka pada serangkaian tekanan
seperti kondisi dan suhu laut. Informasi yang dibuat sangat bernilai dabm memahami bagaimana
menargani kerusakan kond isiterumbukarang diseluruhdunia. Laboratorium MOTE NOAA dirancang
sedemikian rupa sebagai suatu laborato rium yang berd iri send iriuntuk menekan biaya peneliharaan
dan penggajian karyawannya. Sekarang laboratorium ini menjadi terkenalakan riset dan kontribusinya
pada ilmukelautan.



Sepanjarg jadwal kunjungan di Florida, kelompok SWI ditemani oleh James F. Murley, Direktor
Pusat Gabungan Masalah Lingkungan dan Penduduk Universitas Florida Atlantic. Dr. Murley
melengkapi dengan gambaran mengenai masalah pesisir setempat dan bagaimana penyelksaian
dengan cara hukumdan proses kesukarelaan.

Satu aspek yang juga penting dalam perjalananke Florida adalah hub ungan dengan manajer hotel di
Florida Selatan yang menekankan pentingnya desain dankontruksi yang tepat dalamwilayah pesisir.
Semua unsur dari arsitektur hingga lansk ap semua dipertimbangkan untuk mendapatkan hasil yang
sebesar-besarnya sekaligus meminimalkan dampak dan biaya pemeliharaannya.

*Rhode Island, 18-20 September 2000

Di Rhode Island, peserta SWI disuguhi analisa lengkap dari perkembangan program pengelolaan
negara bagian. Ini merupakan hal penting karena sejumlah penduduk lapisan atas dalam Program
Pengelolaan Pesisir Rhode Island rupanya memiliki pergaruh cukup kuat pada imp lementasi awal
Program Pengelolaan Pesisir NOAA di Washington, D.C. Pengaruh besar dari pengalaman Rhode
Island mengalir ke tingkat nasional. Ketika konsentrasi terpusat pada program pengelolan pesisir
negara bagian, mereka yarng memiliki pengalarman nasional mampu memnberikan perspektif luaspada
pengelolaan pesisir desentralisasi di AS Perhatian khusus diberikan bagi proses perizinan dan
persyaratan yang dipakai dalam mengelola pembangunan pesisir. Perspektif hukum atas kepemilikan
tanah dan hak pakai juga ditujukan pada kontek s meraih tujuan pengelolaan pesisir. Diskusi yang
paling utama membahas sejarah pengembangan program pengelolaan pesisir Rhode Island.

Program pesisir Rhode Island terlaksana melalui sejumlah usaha-usaha pendahuluan sebelum
akhimya dijad kan undang-undang oleh Badan Pembuat UU Negara Bagian. Masalah utama dalam
memulai program pengelolaan zona pesisir Rhode Island adalah kurangnya kapasitas pemerintah,
universitas dan sektor swasta. Rencana puncak menempatkan tanggung jawab pengelolaan program
di tangan Badan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir tau Coastal Resources Management Council
(CRMC). Dalam mengatasi kelemahan kapasitas dari sejumkh lembaga pemerintahan negara bagian
dan sektor lainnya, perancang awalnya dibantu oleh Coastal Resources Center (CRC) di Universitas
Rhode Island (URI). CRC/URI merupakan salah satu lembaga perintis riset pengelolaan pesisir
terkemuka dan membantu pusat-pusat di AS yang memberikan keahlian teknis yang diperlukan
dalam menyuwsun perencanaan. Yang terutama, rancangan mengharuskan tanggungjawab dibagi
antara serangkaian departemen pemerintah dan badan LSM. Ini merupakan faktor penting
keberhasilan program.

Ada beberapa alasan sebelum UU tersebut akhimya diterima. Termasuk di antaranya industri
perikananyanghancur karera terlalu besamyajumlkh ikanyang ditangkap padaawal abad ini, ind ustri
berbasis akuakultur hancur karena menurunnya kualitas air di pesisir, dan hilangnya sejumlah besar
nyawa dan harta benda karena badai yarng disebabkan oleh pembangunan tanpa batas di zona pesisir.

Sekitar tahun enamp uluhan dan tuj uhp uluhan orang masih mengenang k ejad ian-kejad ian terseb ut.
Akhirya, karena pemerintah setempat mengusahakan izin penambangan minyak di Narragansett
Bay, dukungan didapatkan untuk pemberlakuan U U negara bagian. Diberlakukannya U U ini sangat
signifikan bagi Rhode Island. Tidak saja karena ini memberikan kewenangan untuk melarang
penambangan minyak pada salah satu teluk paling inrdah di Amerika. Namun juga negara bagian bisa
menolak pembangunan yang bisa mengubah secara rad ikal zona pesisir alami di Rhode Island, yang
akibatnya bisa mengurangi potensi pendapatan dari pariw isata dan kegiatan lain.

Setelah program disetujui, masih ada banyak kendala untuk mencapai pemenuhan secara luas.
Sejumlah tindakan kritikal, yang semuanya d ib utuhkan demi kesuksesan program pengelolaan zona



pesisir Rhode Island. Rekan-rekan baik di dalam maupundi luar pemerintahan dan masyarakatdan
sektor swasta, dibutuhkan untuk persetujuan program dan implementasinya. Program tidak mungkin
bisa sukses tanpa pembagian tanggung jawab. Staf pergelolaan zona pesisir Rhode Island secara
teratur menyampaikan pesan yang sama sekian waktu lamanya sebelumakhimya mitra potensialnya
menyadari keuntungan program tersebut. Pengulangan dan pemasaran tema pengelolaan pesisir
selama beberapa waktu, seperti hubungan langsung antara daratan dan perairan di zona pesisir,
mendid ik masyarakat akan masalah dan perlunya tindakanuntuk melestarikan zona pesisir. Ditambah
dengan skema penilaian lingkungan untuk perusahaan yang bergerak di zona pesisir (misalnya,
pembeberan pada masyarakat mengenai pelaku yang baik dan jekek) dan mekanisme kinyang secara
teratur menerangkan pentingnya program pengelolaan pesisir.

Pengembangan program yang diterangkan secara transparan akan menimbulkan proses yang jyur.
LSM memegarg peran penting dalammewakilinilai-nilaimasyarakat. Rekan dalam badan lainmampu
menyumbangkan pengetahuan mengenai peraturan yang tengah berlaku dan sumberdaya yang bisa
membantu dalam pelaksanaanya di kemudian hari.

Namun tetap saja, menurut pejabat negara bagian, alhsan utama menbuat Program Pengelolaan
Pesisir Rhode Island adalah keuntungan finansialnya. Saat ini sekitar 5-10 juta turis per tahun
mengunjungi Rhode Island, sebagian besar menyu area rekreasi dengan pemandangan indah yang
ditawarkanwilayah pesisir Rhode Island. M elestarikan sumberdaya tersebut, dan juga menjaga akses
masyarakat menyju ke sana, telah mendatangkan arus devisa yang menjadi kontribusi signifikan
pada ekonomi negara bagian baik melalui pengeluaran langsung atau tidak langsung, danjuga lewat
pajak tertentu seperti pajak hotel. Di Rhode Island, 69 persendari jumlah pendud uk tinggal di kota-
kota pesisir. Pend ud uk ini jugaingin melindungi lingkunganmereka dan rencana pesisir menyed iakan
perlindungan bagi lingkungan pesisir.

Badan pendiri pengelolaan zona pesisir Rhode Island, CRMC, terdiri dari 17 anggota dari pemerintah
negara bagian dan lokal. Peran dan tanggung jawab CRMC meliputi penilaian kondisi pesisir,
menyelerggarakan rencana jangka panjang, mengkoord inasik an kegiatan dan tindakan pemerintah,
dan menberi kewenangan izin negara bagian danlokal. CRMC memberikan panduan gamb larng pada
pendud uk setempat mengenai pemanfaatan apa yang d iizinkan di zona pesisir sehingga pemilik tanah
memahamipersyaratan dankep utusan perizinand ibkukan secara transparan. Selain itu, CRMC adalah
agen Rhode Island untuk koordinasi derngan badan pemerintah lainnya berkenaan dengan kegiatan
dizona pesisir. Ini mencakup badan negara bagian dan badan federal seperti Korps (Zeni) Angkatan
Darat AS sehubungan dengan perizinan kualitas air dan kontruksi utama lainnya dan kegiatan di
pesisir Rhode Island. Sebagai contoh, Departemen Pengelolaan Lingkungan Hiduy Rhode Island
menyusun Kriteria dari standar U SEPA. Sebaliknya CRMC menyusun standamya dari Departemen
Perdagangan dan NOAA.

U ntuk kegiatan-kegiatan yang lingk upnya lebih kecil di zona pesisir, CRMC memegang kewenangan
untuk mergeluarkan zin. Perizinan inidipand umelalui peraturan penetapanpenggunaan tanah(land
use zoning) yang menetapkan dengan jelas manfaat apa yang diperbolehkan di area tertentu di daerah
pantai. Perluwaktu pemberitahuanpada masyarakat bagisemuakegiatan dipesisir untuk memastikan
adanya peran serta masyarakat Kebanyakan izin yang dikeluarkan oleh CRMC didasarkan pada
“temuan dampak yang tidak signifikan” atau FONSI. 1zin FONSI biasanya memerlukan waktu tiga
sampai lima hari untuk diproses. Permintaan untuk izin yang lebih luas memerlukan waktu lebih
lama tergantung besarnya proyek, tingkat kepentingan masyarakat pada proyek tersebut serta luas
dan kesulitan daripotensi danmpaknya. Pengermbangbiasanyadiajak dalamproses perencanaan CRMC
sebelum permintaan izin untuk bantuan pemenuhan. Selama proses ini, anggota CRMC dan



pengembang (devel oper) bekerja bersama untuk mengurangi danpak akibat proyek dan memahami
masalah pengelolaan pesisir.

Meski ada usaha yangjelas untuk menginformasikan pada masyarakat dan membuat p roses perizinan
aksesibel, proses yang awalnya diterapkan oleh CRMC sangat tidak praktis dan mban. Keputusan
perizinan yang sederhana diputuskan terlalu lama dan perizinan yang besar dengan dampak yang
potensinya lebih besar tidak mendapatkan cukup informasi untuk diputuskan secara bijak. Proses
penibian dampak lingkunganyangdipakai tidak b isa d iterapkan, keputusannyasering tidak konsisten,
lamban dan tidak mempertimbangkan dampak kumulatifnya.

Undang-Undang Rhode Island direvisi untuk merampingkan proses tinjauan dan perizinan. Ini
meliputi berbagai perizinan yang berbeda-beda untuk kegiatan yang berbeda-beda pula, penetapan
wilayah dari seluruh zona pesisir untuk meningkatkan transparansi; prosedurmya disederhanakan
sehingga setiap orang bisa dengan mudah memahaminya. Usaha kedua ini mekanis, sederhana,
transparan dan sangat berguna dalam mengelola pembangunan dan pemanfaatan zona pesisir Rhode
Island. Undang-Undang ini meliputi juga syarat untuk menanggapi secara cepat dan transparan
terhadap keluhan dan pengaduan, pelanggaran dicatat pada surat kepemilikan tanah untuk mencegah
pemilik menghipotekkan tanahnya, dan dampak kumulktif dimasukkan pada tinjauan perizinan.
Ketentuan barudi perundanganditulis dalambahasa yang leb ih terb uka untuk menjaminfleksibilitas
terhadap jangkauan masalahyang belum ditemukan dalem proses perizinan. Staf CRMC Rhode Island
juga menunjukkan pentingnya perencanaan dan penetapan wilayah tata guna tanah, yang
dikembangkan melalui proses transparan dan debat p ub lik, untuk mengelola dampak pembangunan
pesisirdan mengembalikan nilai ekonomisdari wilayah pesisir.

Saat ini, lebihdari 50 persendana untuk CRMC datang dari sumber danafederal (1,3 jutadolar dari
dana federal dan 1 juta dolar dari Negara Bagian Rhode Island). U niversitas-universitas biasanya
menyediakan berbagai layanan gratis dan rata-rata 300.000-400.000 dolar digunakan untuk
dukungan konsultasi pada CRMC.

Pengawasan pekerjaan sangat penting untuk mergukur kesuksesan program CRM Rhode Island.
Partisipasi masyarakat merupakan satu indikator untuk mengukur kesuksesan. Sejumkbh ukuran
kesuksesan dapat ditentukan dengan memeriksa apakah rencana pengelbolaan zona pesisir diikuti,
efisiensi proses perizinan, tingkat kelangsungan dana, kehadiran pada dengar pendapat publik dan
sejumlah pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat.

Yang lebih sulit adalah pengawasan ekosistem langsung dalam hal peningkatan atau penurunan
kualitas. Saat ini, indikator seperti kualitas air dan data kerusakan ak ibat badai memberi indikasi
keberhasilan program. Juga, jumlah pertemuan antar lembaga yang berkaitan dengan airmerupakan
indikator lain (misalnya, berenang, naik perahu, air minum, memancing, dan lain-lain). Ada juga
program pengawasan kooperatif berdasarkan UUPZP yang menyed iakan tinjauan reguler terjadwal
bagi seluruh implementasi program pengeblaan zona pesisir negara bagian di AS. Tim tinjauan ini
mengikutsertak an satu orang dari pemerintah federal dan satu orang dari program negara bagian
lain. Dengan cara ini, negara bagian akan merasa bahwa tinjauan dilaksanakan secara seimbang
sekaligus pembelajaran antar negara bagianditingk atkan.

Bagaimanap un juga, dalamhal pengawasan keseluruhan wakilRhode Island dengan cepat mengetahui
perlunyarisetdemi pemahaman lebihbaik atas rejimalami (natural regime) dari zona pesisir Rhode
Island dan hubungan antara kejadian-kejadian ekosistem dan perilaku manusia. Teknologi baru
menjad kan pengawasan lebih gampang d ilaksanakan dankep utusan pergelolaan pesisir harus selalu
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diperbaharui dengan basis ilmiah. Kemudian dibuat rekomendasi agar program pengelolaan zona
pesisir yarg barumelbkukan tinjauansetiap lima tahununtuk menjamin bahwa penbuatan kep utusan
danpengelolaandidasarkan pada data ilmiah terbaru.

Setelah mempelaj ari masalah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan pesisir, tim SWI
mempelajari pengalaman Rhode Island dalam pergelolaan perikanan. Secara keseluruhan mereka
menemukan bahwa program pengelolaan perikanan di Rhode Island dan AS mengalami kegagalan.
Program perikanannya sangat demokratis; manajemen menjadi proses alokasi dan bukannya proses
konservasi berbasis ilmiah berkaitan dengan tersed ianya hasil secara terus menerus. Peran masyarakat
(misalnya perencanaan dengan sistem dari bawah ke atas) dianggap sebagai mekanisme yang
menjaminpengelolaan sumber dayaperikanan yarg sesuai —ternyata tidak. Masyarakat leb ih tertarik
padapeningkatan p rod uksi kan daritahun ke tahun. PerencanaRhode Island mencatat bahwa Kanada
memiliki perdekatan dari atas ke bawah (misalnya, kontrol dari pusatyang kuat) yang juga memiliki
masalah dalam hal pengelolaan yang salah dalam hal perikanan dan kemudian hancur. Kemiripan
dari semua program ini adalah kurangnya basis ilmiah pada perencanaan pengelolaan perikanan.

Peserta SW1 juga diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan daerah pariwisata Newport, Rhode
Island dan para wakil pengembangan bisnis. Kegiatan pengembangan pasar nmereka didanai oleh
pajak pengirapan yangkhusus diperuntukkan bagi promosi tuj uan wisata dan bisnis ke Rhode Island.
Biaya lain seperti tarif pelabuhan dan penambatan menghasilkan pemasukan. Rencana pemasaran
yang terpisah dibuat oleh kelompok-kelompok individu, bukan oleh rencana pemasaran tunggal yang
diberlakukan untuk sejumlah kelompok.

Contohnya, turis keluarga, golf dan rekreasi lainnya, seminar bisnis, kapal pesiar danyacht pribadi,
dan segmen pasar potensial lainnya, semua diteliti satu per satu dan secara khusus djadikan target
dalamkamparye pemasaran Selain itu, pembangunanekonomi nelalui pemasaranpariwisata terpadu
melibatkan kerjasama dengan bagian lain dari pemerintah seperti perancang transportasi yang
menjamin akses yang cukup sampai ke wilayah-wilayah yang sudah dip eruntukkan untuk
pembangunan pariwisata. Hasilnya sangat dramatis. Dalam waktu 10 tahun, melalui perercanaan
terpadu dan pendekatan pemasaran, pariwisata di luar waktu liburan meningkat 20 persen.
Enampuluh persen turis Rhode Island datang dari radius 350 kilometer (200 mil) dari Newport.

Lewat pembicaraan dergan penyelenggara pariwisata, peserta SWI mengetahuibahwa bumbupenting
pada pembargunan pariwisata adalah mendapatkan apa yang spesial (misalnya produk apa yang
dapat dijual) di lokasi tertentu dan kemud ian mermanfaatk annya pada kampanye permasaran yang
spesifik. Jenis produk pariwisata yang ada menentukan segmen pasar yang dapat diraih. Dalam
mendukung usaha tersebut, mengukur kepuasan turis (pelanggan) dan menanggapi hasilnya juga
merupakan bagian penting dalam mengekp loitasi produk pariwisata.

Selain itu, pada usahapengembargan pariwisata langsung mekluikegiatan pemasaran, Rhode Island,
dan khususnya kota seperti Newport, telah melaksanakan usaha pengermbanganpantai yang ekstensif.
Melalui program revitalisasi pantai, wilayah seperti pelabuhan Newport dan wilayah pantai teluk
sekarang menjadi daya tarik utama untuk turis baik pada musim panas mauwpun dingin. Keberhasilan
revitalisasi pantai sangat jelas dilihat dari jumlah turis yang datang ke Rhode Island hanya untuk
menikmati kafe di pantai Newportdan kenikmatan lainnya.

Peserta studi wisata juga mengunjungi Asosiasi | Imu Terapan/Applied Science Association (ASA),
sebuah perusahaan konsultasi ilmiah kelautan yang khusus bergerak pada model penyebaran polusi
dan dampaknya terhadap lingkungan kelautan dengan menggunakan komputer. ASA adalah



perusahaan swasta yang didirikan 20 tahun yang lalu oleh mantan pengajar dan staf Departemen
Ocean Engineering U niversitas Rhode Island untuk mengembangkan riset teoritis yang dibuat di
Universitasdandibawa ke pasar sebagai tek nologi terapan.

ASAmenberikan jasa konsultasi baik bagiind ustri swasta maup unPemerintah Federal AS. Presentasi
di depan peserta SWI memfokuskan pada pekerjaan ASA dengan Penjaga Pantai AS dan Pusat
Penilaian Dampak (DAC) National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Dasar dari
pekerjaan ASA dergan keduakelompok pemerintah adalahmod elkomp uteryang mensinmulasigerakan
tumpahan mirnyak di lingkungan but pada kondisi yang berbeda-beda. Sistem ini menghubungkan
model hid rod inamis dengan algoritma yang menggambarkan gerakan minyak secara tiga dimensi di
bawah pengaruh angin, arus air, jenis minyak, dan parameter penting lain. Model-model tersebut
dihubungkan dengan Sistem Informasi Geografis (GIS, entah ArcView, MapInfo, atau sistem yang
lebih sederharg) dan suatu penggunaantarmukadengan basis M icrosoft W ind ows urtuk menpercepat
skenario model yang disesuaikan pada lokasi geografis yang spesifik dan kondisi lingkungan.

Model-model ASA memiliki aneka aplikasi seperti ditunjukkan kepada peserta SWI. Staf ASA
memamerkan aplikasi model-nodel untuk menanggapi situasi-situasi tertentu seperti tumpahan
minyak, operasi pencarian, dan penyelamatan. Selama demonstrasi, model, yang disebut OILM AP,

digunakan untuk mempred iksi gerakan minyak di bawah kondisi tertentu. Lalusuatu basisdata yang
disesuaikan yang terhub ung dengan sistem GI S memberi kesempatan padatim Penjaga Pantai untuk
menyiapkan perlengkapan untuk membersihkan tumpahan minyak. Model lain, SARM AP, berguna
bagi ap likasipencariandanperyelamatan. Modelini, didasarkan padap rinsip serupa denganOILM AP,

menggunakan algoritma yang d irancang sedemikian rupa untuk mensimulasikan obyek yang spesifik

(kapal, pesawat, danlainlain) untuk memp rediksi gerakandaribenda-benda tersebut di bawah kondisi
lingkungan tertentu. SARMAP mengidentifikasi pola pencarian yang sangat mirip derngan gerakan
benda yang hilang tersebut. \ersi yang disesuaikanmemungkinkan timpernyelamat untuk memberikan
bantuan melalui basis data dan sistem GIS.

Kunjungan ke ASAmenmb uktikan bahwa teknologi tersed ia untuk memp red iksi secara statistik potensi
dampak tumpahan minyak dari berbagai kegiatan pembangunan dan kecelakaan. Semua ini penting
untuk reaksi darurat namun juga bisa digunakan dalam pengembangan pemyataan dampak
lingkungan (E1S) untuk pembangunan yang akan datang. Melalui EIS, kita dapat memperkirakan
resiko terhadap lingkungan dalamsuatu perrbangunan, sehingga dapat d ib uat suatu p ersiapan untuk
menghadapi keadaan darurat. Pada sejumkh kasus, resiko dipekirakan sedemikian tinggi sehingga
pembangunan dibatalkan.

Masih di Rhode Island, sebagai kelanjutan dari kuunjungannya ke Washington, D.C. dengan Divisi
Respon Kantor Penjaga Pantai AS, Laksamana Busran Kadri mengunjungi kantor USCG di New
London, CT. pada pengarahan awal, Pejabat Perwira, Lt. Paterson, menjelaskan lingkup operasi dari
kantor tersebut dan peran kuncinya dalam pengawasan kelautan dan keamanan di perairan antara
Rhode Island dan New York. Laksamana diajak berpatroli ke Fichers Island (NY) di mana beliau
diberi informasi tentang koordinasi antara USCG dan lermbaga lain yang berwenang (seperti polisi)
dan mengenai penyediaan logistik pada ruang lingkup wilayah patroli yang dapat
dipertanggungjawabkan, khususnya selama p uncak musimkunj ungan wisatawan. Acara ini jelas sekali
merupakan hal penting dari Studi Wisata bagi L aksamana Kadri yang mencatat pentingnya
mengembangkan kapasitas yang serupa di Indonesia sebagai bagian dari kontrol monitoring dan
sistem pengawasan k elautan yang menyeluruh.
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* Negara B agian Washington, 20-22 Sep tember 2000

Di NegaraBagian Washington, grup SW 1 mempelaj ari pengalaman Pudget Sourd Water Quality Action
Team dan ProgramPengelolaanW atershed Nisqually (PPWN). Program ini menunj ukkan keberhasilan
pendekatan pada pengelolaan DAS dan teluk dan memberi kesempatan bagi para peserta SW 1 untuk
berbincang- bincang denganstaf mengenai penbangunandan inmp lementasi ked ua program tersebut.
Staf Washington menerangkan mengenai peran pemerintah, komunitas yang beragam dan sektor
swasta dalam inisiatif peran serta. Kunjungan lapangan menggambarkan strategi pengelolaan pesisir
dan intervensi yang relevan pada pengeblaan teluk, termasuk perbaikan, praktek pengelolaan tanah
yang berkelanjutan, pergelolaan lingkungan pelabuhan, penyuluhan dan peran serta publik dan
pandangan unik akan k epemilikan tanah dan tanah tenggelam (submerged land).

Puget Sound adalah bagian kritis dari kond isi kesehatan perekonomian Negara Bagian Washington.
Akses transportasi lewat Pelab uhan Seattle menghub ungkan wilayahterseb ut secara ekonomis dengan
perkapalan dunia. Puget Sound dan kenyamanan publik yang ditawarkan punya peran dalam
mendorong keberhasilanperekonomian yang luar biasa dari Washington. Hasilnya, mergembangkan
program teluk pemukiman untuk Puget Sound merupakan langkah biasa untuk Negara Bagian.

Puget Sound U rban Bay Program(U BP) atau Program Perk otaan di Wilayah Teluk, dikoord inasikan
oleh Pudget Sound Water Quality Action Team, membahas baryak masalah penting yang dibadapi
oleh pengelola teluk yang lokasinya berd ekatan dengan wilayahpemukiman. Masalah- masalahseperti
kontaminasi racun, perbaikan dan perlindungan habitat, keterlibatan penduduk setempat dan
kerjasama ind ustri dan fasilitas pengolahanlinbah, pemerintah setempat danyang kinnyamerypakan
kunci perlindurgan teluk pemukiman. Seperti juga di Puget Sound, koord inasi itu sendiri merupakan
suatu hal yang sulitdalam situasi teluk pemukiman. Bagi Puget Sound ada kebihdari 15 perundangan
besar dari penerintah federal dan regara bagian, banyak peraturan tambahan dari federal, negara
bagiandan lokal danjuga yurisdiksi dan kepentingan Suku Indian.

Tujuan utama dari program perkotaan di wilayah teluk Pudget Sound Water Quality Action Team
adalah melindungi kesehatan manusia, melindungi ekosistem kelautan dan estuaria, memperbaiki
wilayah yang rusak dan melind ungi pemanfaatan teluk daridampak kontaminasi racundan buruknya
tata guna tanah (misalnya penangkapan kerang) . Hal ini dicapai melalui tiga cara: 1) Mengidentifikasi
wilayah tertentu yang perlu diperhatikan; 2) Mengidentifikasi masalah yang sedarg terjadi, catatan
historisnya, dan tekanan-tekanan; dan 3) Menentukan tingkat masalah dan tindakan untuk
mengurangi sumber kontaminasi serta melindungi dan memperbaiki hab itat

Sebuah proses kerja sama diperlukan untuk mencapaike tiga tujuan di atas. Langkah pertama adalah
membentuk kelompok kerja antar lembaga. Kelompok kerja ini terdiri dari wakil Suku Indian, badan
federal, negara bagian dan lokal. Mereka mengumpulkan komitmen dari pelaku kunci, menyediakan
informasi teknis dan ilmiah, menjamin koordinasi antar badan dan program, membuat rencana
kegiatan dan meninjau kemaj uannya apakah sesuai dengan jadwal rencana kerja.

Langkah kedua adalah mendirikan komite penasehat masyarak at (CAC). Anggota CAC adalah ahli
pengamat lingkungan, pelaku bisnis dan asosiasi industri, kelompok penangkap ikan rekreasional
dan komersiil, pemilik perahu dan laimmya. CAC menyed iakan umpan balik bagi rencana kegiatan
dan tindakan kelompok kerja antar badan, menmbantu menentukan dan memastikan masalah yang
menjadi pertatian masyarakat, dan diseminasi (penyebaran) informasi pada perduduk dan kelompok
konstituen tertentu.

Langkah ketiga adalah mendirikan Tim Pengawas Perkotaan di Wilayah Teluk (Urban Bay Action



Team, UBAT). UBAT melip uti satuan tugas lapangan staf teknis dari pemb uat peraturan yang sesuai,
pengelolaan pesisir dan badan perencana. UBAT memfokuskan pada identifikasi masalah,
implementasi rencana tindakan, mengajak gerakan kebersihan secara sukarela dan restorasi
lingkungan.

Faktor kunci keberhasilan program Puget Sound Urban Bay Action Team adalah mengembangkan
rasa kepemilikan di antara para penduduk setempat meklui penyuluhan dan keterlibatan langsung
dengan masalah Puget Sound. Tim ini harus menggalakkan kerjasama di antara pihak-pihak yang
bertanggungjawab atas program pengawasan Puget Sound. Faktor penting lain adalah menjadikan
sumberdayayang terpilinuntuk mengembangkan dan mend wkung timpengawas dalammelaksanakan
dan mengawasi kemaj uan action p lan-nya. Tak kurang penting adalah dukungan pada pembersihan
sukarela oleh pihak pelaku pencemaran, sekaligus jaminan kewenangan yang cukup dari pembuat
undang-undang untuk menghentikan, dan jika perlu menghukum pelanggar diwilayah Puget Sound.

Seperti dijelaskan dalam garis besar program UUPZP, pencemaran sumber daya non-point (tak
beraturan) akhirmya diidentifikasi sama b uruknya dengan pencemaran beraturan di wilayah pesisir.
Pencemaran non point biasanya berawal di hulu dalam jumlah kecil seperti sisa oli yang d ibuang ke
got, kontaminasi stormwater, sed imen yang terbawa dari penebangan hutan, tinja binatang, limbah
rumah tangga, limbah kimia pertanian, atau buangan yang tidak diolah dari kapal atau perumahan.
Karenanya, UU Air Bersih AS mengajak NOAA dan U SEPA melalui UUPZP tahun 1990 mengatur
pencemaran non-point source yang menpengaruhi zona pesisir. Bagi tim Puget Sound U rban Bay
Action dan Program Perkotaan di Wilayah Teluk Puget Sound, pencemaran non point sourcediatur
melalui Program Kendali Daerah Aliran Sungai (WAP).

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah geografis yang membawa aliran air (dan segala yang
terbawa) ke sungai atau sekumpulan air seperti teluk dan pesisir. Perencarnean DAS penting untuk
penanganan percemaran non-point source. Air mengalir dari semua sumber di daratan ke dalam
DAS yang akhimya bermuara di Puget Sound sehingga semua kegiatan di daratan punya potensi
untuk berdampak diSound. Selainitu, pencemarannon-point source dan kontaminasi dergan mudah
terbawa ke dalamsumber airdi dasar tanah, sungaidan sungai kecilyang dimanfaatkan untuk berbagai
macam keperluan, termasuk airminum, memancing dan kegiatan mencari makan laimya. Keterlbatan
lokal dan kontrol atas desain program DAS dan inplementasinya menjadi hal yang penting karena
dari sinilah pencemaran non-point sourcebermuk.

Pengembangan dan imp kementasi rencana aksi DAS setempat adalah pusat dari program non-point
source Rencana Pengelolaan Kualitas Air Puget Sound. W AP Puget Sound memanfaatkan komite
setempat untuk bekerja sama menentukan masalah dan pemecahan atas masalah kualitas air dan
habitat dalam lingkungan DAS mereka. Insentif dana disediakan untuk pemerintah setempat
menggerakkan rencana watershed. Pemerintah lokal ini memilih komite pengelolaan DAS, terdiri
dari staf pemerintah setempat, stafdistrik konservasi air, wakil suk u Indian, pelaku bisnis, individual
dan kelompok yang tertarik. Komite lokal ini menghabiskan waktu selama 2 tahun untuk membuat
rencanapengelolaan DAS.

Rencana aksi DAS lokal melip uti inventarisasi dan karakterisasi DAS dan sumberdayarya, identifikasi
masalah, cita-cita dan tujuan, strategi untuk mengendalikan pencemarannon-point source, strategi
untuk menjalankanrencana, termasuk keuangan jargka waktu, pertanggungjawabandankesempatan

peran serta masyarakat.

Kunci keberhasilan terletak pada rencana kerja yang baik dan bisa dilaksanakan. Pemerintahan
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setempat, warganegara, pelaku bisnis dan pihak-pihak lain harus bekerja sama mergatasi kendala
yang mengancam niki ekonomis dan ekologis di Puget Sound. Hal ini meliputi kurangnya dana,
tentangan darikelompok tertentu dan kurangnya ko mitmen para pelaku utama. Dengan bergabung
di komite, semua pihak dapat memberikan komitmen dan bertanggung jawab atas pelaksanaan
rencana yangtelah disetuj ui Departemen L ingkunganH id up Negara Bagian Washington mernjalankan
program D AS di bawah pengawasan Tim Pengawas Kualitas Air Puget Sound. Negara bagian dan
badan federal lainnya memberi bantuan tek nisdanjuga keuangan. Yang harus dicatatadalah peran
perusahaan kertas dan kehutanan komersial yang aktif berperan dalam merencanakan kelangsungan
pengelolaan DAS. Penebangan hutan dibatasi hingga 120 hektare. Wikyah dengan keistimewaan
khusus (air terjun, situs arkeologi, anak sungai dan sungai besar) semua dimasukkan dalam ruang
lingkup kehutanan.

Untuk memahami pendekatan pengelolaanDAS dengan lebih baik, kelomp ok SWI diajak mengunjungi
ke Pusat Penafsiran Sungai Nisqually (Nisqually River Interpretive Center) di Suaka Alam Nisgually
untuk menghadiri presentasi Program Pengelolaan Sungai Nisqually (NRMP). NRMP adalah usaha
multi lembaga dalam melindungi Sungai Nisgually sebagai ko ntributor utama D AS ke Puget Sound.
Lebihdari 50 persen air yang mengalir ke selatan Puget Sound berasal dari Sungai Nisqually. NRMP
dibentuk tahun 1987 setelah Badan Pembuat UU Negara Bagian Washington menyetujui Rencana
Pengelolaan Sungai Nisgually, yang menetapkan budaya unik, historis, lingkungan hidup dan sunber
daya ekonomis di Lembah Sungai Nisqually. Rencana ini mengawali pendirian Dewan Sungai
Nisqually, suatu D ewan Penasehat W arganegara dan berasosiasi dengan organisasi non profit.

Dewan Sungai Nisqually adalah badan koo rd inasi utama p rogram. Ked uap uluhanggota yang dipilih
mewakili beraneka kepentingan termasuk Suku Indian Niqually, perusahaan kehutanan komersial
dan pabrik kertas, badan pemerintah setempat, negara bagiandan federal, perusahaan utilitas (air,
listrik, gas, dan sebagainya) dan militer. Duap uluhsatu warganegarad uduk d idalam Komite Penasehat
Dewan Warganegara sebagai wak il dari seluruh pend uduk sepanjang sungai. Dewan ini mengadakan
pertemuan secara reguler dan masyarakat d iundang untuk hadir dalam rapat- rapat tersebut.

Proyek Program Pengelolaan Sungai Nisqually meliputi:

 Perjanjian Daratan Lembah Sungai Nasional: perjanj ian inimelindungi daratan sepanjang koridor
Sungai Nisgually melalui wilayah pribadi, non pemerintah. Perjanjian ini melestarikan daratan
lewat akuisisi langsung baik melalui pembelian atau penghibahan, dan pembangunan zona
penyangga konservasi sepanjang tepi sungai.

» Proyek PenyuluhanSurgai Nisgually: bidang ini berorientasi padap rogram penyuluhanlingkungan
hid up yang memberi penyuluhan pada murid- murid disepanjang lembahsungai akan pemahaman
kualitas air dan masalah terkait dan menyadari peran mereka sebagai warganegara di kembah
tersebut. Proyek inimenyediakan bahankurikuler danpend idikan untuk gury, instruksi perngawasan
kualitas air dan bermacam proyek lainnya.

e Yayasan Pusat Penafsiran Nisgually: suatu penyuluhan dan p usat penafsiran (interp retive center)
dibentuk dengan jalan setapak dan pameran yang menperagakan pada pengurjung kepentingan
dan peran Sungai Nisgqually bagi Puget Sound dan wilayah sekitamya. Pusat ini memiliki jalan
setapak sepanjang 11 kilometer untuk dijelajahi pengunjung untuk melihat kehidupan di sungai
dan alamnya, sekitar 80.000 hingga 100.000 pengunjung datang setiap tahunnya dengan staf
profesional berjumlahlebihdari 70 relawan.

 Berita Sungai Nisqually: Buletin yang terbit setiap tiga bulan mengandung informasi mengenai
Lembah Sungai Nisgually dan Kegiatan Dewan Nisqually.

* Pengawasan Lembah Nisqually: program ini dibuat untuk mendidik penduduk sepanjang surgai
akan tanggung jawab mereka menjaga sungai. Dalam program ini tersedia nomer telepon yang



bisa digunakan pend ud uk untuk melaporkan pelanggaran seperti pembakaran ilegal, penmbuangan
sampah ilegal dan kegiatan ilegal lain yang mergakibatkan dampak negatif pada ekosistem sungai
dan lembah sungai.

¢ Proyek Rambu-rambu: Dewan telah mendirikan rambu- rambu pada lokasi di mana jalan federal,
negara bagian atau jalan desa melintasi Lembah Sungai Nisqually untuk membentuk kesadaran
nilai DAS.

« Pengawasan Kualitas Air: karena setengah dari jumlah air bersih mengalir ke selatan Puget Sound,
maka k ualitas air di Nisqually dimonitor secara reguler.

Program Pengelolaan Sungai Nisqually merupakan satu contoh dari sekian banyak program
pengelolaanDASberbasis lokal yang did ukung olehtimPuget Sound Urban Bay Action dengan bantuan
badan lain.

Kunjungan terakhir dalam perjalanan ke Negara Bagian Washington adalah mengunjungi Otorita
Pelab uhan Seattle. Otorita Pelab uhan memiliki kewenarngan mirip dengan pemerintahanlokal melalui
pembentukan Distrik Pelabuhan khusus dengan pejabat dan dewan terpilihnya sendiri. Meskipun
begitu, sejumlah besar peraturan di Pelab uhan masih tunduk pada perundangan Seattle. Pelabuhan
ini memiliki infrastruktur sendiri dan secara penuh bertanggung jawab atas setiap pencemaran di
Puget Sound yang berasal dari kegiatannya. Kualitas air di dan sekitar Pelab uhan dimonitor baik oleh
Otorita Pelabuhan dan oleh kontraktor dari luar untuk menjamin terjaganya kualitas air.

Berdasarkan Otorita Pelabuhan, sedimen yang terkontaminasi dalam batas-batas Otorita Pelabuhan
telah dibersihkan seperlunya. Namun, pengerukan membutuhkan biaya besar di AS sehingga
Pelabuhan memfokuskan pada pencegahan, dengan cara menyewa dua tenaga yang mendatangi
seluruh penyewa Pelabuhan dan kapal-kapal yang berlabuh sedikitnya satu kali seminggu untuk
membicarakan pencegahanpolusidan kontaminasi. Kelompok SWI sangat terkesanmendengarbahwa
usaha percegahan terseb ut sedemikian efektif sehingga air di dalam pelabuhan dan di sekitar kapal
bisadipakai untuk berenang.

Tingkat kualitas air dianggap sangat perting b ilamelihat keseluruhan pembangunanpantai diSeattle.
Pelabuhandan tempatberlabuhkapal berada bersebelahan dengan café dan restoran dan gang-gang
terbuka dengan pemardangan Puget Sound. Akses publik telah dijaga dengan hasil yang bemilai
sangat tinggi bagi pantai danwilayah pelabuhan Puget Sound. Akses publik ke Puget Sound dalam
wilayah kota merupakan penghasil pajak utama bagi Seattle dan Negara Bagian Washington lewat
pemanfaatan lok al dan turisnya.
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3.0
Transferabilitas ke Indonesia

Pembangunandi Amerika Serikat dalam periode ini, meskipun terdapat sejumlah perbedaan, juga
memiliki sejumlah kemiripan dengan situasi di Indonesia saat ini. Selama dekade enanmpuluhan,
jumlahpenduduk Amrerika meningkat sangat cepat yang menimbulkanakibat menyolok karena terjadi
dalam waktu yang amat singkat. Di Indonesia, populasi di pesisir saat ini juga tumbuh pesat. Dan
dengan krisis keuangan yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, meskipun ekonomi Indonesia
juga tumbuh dan nampaknya tingkat pertumbuhan akan lebih dari 5 persen, sebagian besar
diakibatkan oleh kegiatan diwilayah dekat pesisir di negara ini.

Televisi, buku-buku dan media lain berperan kritis di AS dalam mendukung gerakan pemanfaatan
sumber daya pesisir dengan lebihbijaksana dan saat ini menjadi lebih lazim di Indonesia dengan
kian longgamya kontrol atas arus info rmasi yang memb uat masyarakat paham informasi. Organisasi
non pemerintah berwawasan lingkungan berkembang subur di AS selama tahun enampuluhan saat
usaha-usaha pembangunan pesisir dicanangkan dan mulai tumbuh dan diharapkan menambah
pengaruh politik di Indonesia di masa yang akan datang.

Sementara pada tingkat kapasitas yang berbeda, Amerika Serikat telah menunjukkan kemungkinan
untuk menyusun program dan mencapai hasil yang terukur dalam waktu d uap uluhhingga tigapuluh
tahun. Lewat pendekatan program (misalnya proyek demi proyek) yang digabungkan dalam UU,
UUPZP merancarg kerangka integratif dan penyerahan mandat secara hukumyang d iperlukan untuk
menempatkan prioritas pengelolaan zona pesisir diantara pemerintah negara bagian danlokal. Selain
itu, UUPZP menjamin kelangsungan sumberdaya dan program di luar politik, kepentingan khusus
dan pengaruh jangka pendek dari para pembuat keputusan untuk mencapai hasil untuk jangka
panjang.

Pada saat UUPZP dibentuk di AS, banyak perundangan terkait lainnya yang sedang disusun untuk
menanganiberbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun begitu, UUPZP mengenbangkan
kerangka kerja yang kokoh dan transparan bagi konstituensi — dari universitas hingga pemerintah
sampai LSM —mereka tahu posisi mereka dan bahwa mereka bisa ikutserta dalam proses pembuatan
keputusan berkenaan dengan pengelolaan dan pengembangan pesisir. UUPZP memastikan kontek s
khusus pengelolaan zona pesisirdi balik latar belakang perundangan tersebut dan “suara legislatif”
yang sebaliknya tidak terfokus pada pengelolaan pesisir. Pada waktu UUPZP dibuat, perundangan
lainnya ini dan perdebatan pro-kontra di bebkangnya mirip sekali dengan yang terjadi di balik
perundangan barudi Indonesia (misalnyaUU No. 22/1999).

Meskipun UUPZP tahun1972 merciptakan kontek s bagi pengelolaan pesisir di AS, dan menyediakan
panduan yarg cukup bagi pemerintah negarabagiandan lokal untuk memulaiperencanaan pesisirmya,
masih cukup tersedia kelonggaran untuk pemerintah desentralisasi dalam hal pemb uatan kep utusan
penting dan kritikal. Hal inisangat penting d i ASyang, meskip unwilayahnya merupakansuatu benus,
zona pesisirnya sangat luas dan beraneka. Dalam hal ini, zona pesisir AS hampir serupa dengan zona
pesisir Indonesia. Tingkat fleksibilitas yang tersedia di AS memungkinkan diversitas ekologi dan



budayanya diakomodasi dand issmp umakan. Untuk alasan yang sama, pelajaranini tentunya berlaku
puladi Indonesia: menyediakan p rogram yang memungkinkan dan meningkatkan keanekaragaman
budaya dan ekologi.

Masih ada satu unsur lain yang memperlihatkan kesamaan antara AS dan Indonesia dalam masalah
pesisir. Jumlah populasi yang semakin meningkat yang tinggal di wilayah atau di dekat pesisir,

langsung berdampak pada sunberdayapesisir dan mengkaitk an ekonomi nasional dari ked ua negara
pada kesehatan dan kelangsungan prod uktivitas ekosistem pesisir.

Dengan sejumlah kemiripan di atas, masih ada perbedaan besar yang diterima oleh SW1: Amerika
Serikat memiliki pengalaman hampir sepanjang 30 tahun dalam pengelolaan pesisir yang berawal
melalui perundangan federal. Perubahan UU Pengelolaan Pesisir AS berlanjut hingga saat ini.
Perubahan ini memilikisejumkh elemenkunci yangdapat menginformasikan usaha yangbarud irintis
Indonesia dalam mengembangkan program pengelolaan pesisir terpadu untuk memenuhi kriteria
minimumyaitu “nmrelestarikan, melind ungi, mengembangkan, dan bilamana mungkin, mergembalikan
atau meningkatkan, sumberdaya zona pesisir Nasionalbagi gererasi masa kini dan yangakan datang”,
sekaligus mengajak pemerintah setempat dan masyarakat melaksanakan kew enangan penuh mereka
bagi sumberdaya tersebut berdasarkan otonomi daerah.

Bersamaan dengan itu Indonesia memerlukan cara untuk mengelola secara lokal sekaligus

melaksanakan kepentingan regional dan nasional, dan memberikan bagi para praktisi lokal
sumberdaya yang sesuai, secara teknis dan finansial.
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4.0
Pelajaran Bagi Desentralisasi
Pengelolaan Zona Pesisir

4.1 L atar Belakang: Desain Program SWI

Memperkokoh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) merupakan tujuan utama dari k erangka
kerja tahun ke enpat dan ke lima Proyek Pesisir. Hal ini bisa dicapai dengan membenrtuk keberhasilan
progam lapangan Proy ek Pesisir di Lampung, Sulbbwesi Utara dan Kalimantan Timur dan dukungan
langsung pada DKP melalui penugasan Penasehat Senior bidang Kebijakan (SPA) pada departemen
ini. SPAakan membantu menyusun peraturan yang menitikb eratkan pada pengelolaanpesisir terpadu
pada tingkat menteri dan direktur jenderal dengan tugas utama membantu membangun UU
pengelolaan pesisir nasional yang baru.

Seiring dengan pemberian bantuan pada DKP, penting bagi Proyek Pesisir untuk melanjutkan
dukungan pada program-program yang dijalankan bersama dengan rekan pemerintah dan LSM
lainnya. Ini mencakup organisasi dan badan-badan yang menegang peran penting dalam rencana
pelaksanaan proyek yang sudah berjalan, dan rencana-rencana lain yang akan ditentukan kelak.
Program pengelolaan zona pesisir d i seluruhd uniamembagi fungsi pengelolaan pesisir pada berbagai
departemen dan kementerian. Pemilihan peserta SW1 didasarkan pada hal ini dan dipilih individu-
individudi antara departemen-departemendi Indonesia yang berperan penting demi tujuan CRMP
USAID. Pendekatan ini melanjutkan kontribusi Proyek Pesisir dalam mencapai tujuan U SAID bagi
CRMP. Hal ini dinyatakan dalam Strategi Kelangsungan Proyek (LoPS) dariProyek Pesisir: “... secara
positif mendukung desentralisasi yang koheren dan efektif pembangunan pesisir dan kelautan di
Indonesia.”

Di dalam tujuan keseluruhan darid esentralisasi pembangunan danpengelolaan pesisir dan kelautan,
kata kunci dalam LoPS adalah “koheren”, yang dalam hal ini bermakna terpadu dan
berkesinamburgan. Bercerminpada hal ini, Proyek Pesisir dirancang dengan dua jalur struktur: 1)

Membangunpraktek terbaik dalamsituasi dan konteks yangberagam padatingkat lokal; dan2) Bekerja
pada tingkat nasional untuk melembagakan pembangunan pesisir di dalam strategi pengelolaan
lingkungan hidup Indonesia secara menyeluruh. Ini berarti mengkaitkan pelajaran-pelajaran yang
diterima dengan cara mengenbangkan praktik terbaik di lapangan dengan kebijakan nasional yang
mend ukung pengulangan dan kelangsungan praktik tersebut untuk jangka panjang. Hal ini berarti
mengkaitkan k eb ijakan nasional dengan praktik terbaik dari mana pundi seluruh dunia. Kunjungan
lapangan selama SW 1 dipilihuntuk mendukung strategi LoPS Proyek Pesisir.

Proy ek Pesisir menghubungkan jalur lokal dan nasional dalam p royek dengan cara menggabungkan

tema-tema. Tema-tema ini secara tersendiri menggambarkan kerangka kerja proyek. Di sini,

keseluruhan tema proyek disingkat menjadi lima tema berikut untuk kemudahand iskusi.

* Risetdan Pengembangan(untuk merngembargkan p raktek terbaik dalam pengelolaan zona pesisir)

» Kebijakan dan Kondisi yang Memungkinkan/Enabling condition (untuk mendukung reformasi
kebijakan dan integrasi)



¢ Pengokohan Kelembagaan (dan pengembangan kapasitas)

¢ Pendidikan dan Pelatihan (untuk mend ukung imp lementasi pengelolaan zona pesisir)

« Diseminasi (penyebaran) Informasi, Pend id ikan dan Penjangkauan/Outreach (untuk mend ukung
pengembangan konstituensi pengelolaan zona pesisir)

Tema-tema diatas memand ukegiatan proyek dan juga sumberdaya yang terfok usdi luar area p royek.
M eskipun masihkurang sesuai, tema-temaini mewakili sebagian besar area yarg perlud ikembangkan
dalamprogram pengelolaan pesisir nasional. Bekerjasama dergan Direktorat Jenderal U rusan Pesisir,
Pantai dan Pulau-pulau Kecil dan Direktorat Jenderal Pariwisata, dukungan USAID (lewat Proyek
Pesisir) merupakan katalis penting untuk mengaw ali pembangunan kebijakan yang koheren melalui
pelaksanaan tematik ini.

Keistimewaan menonjol dari SW1 adalah tujuan untuk menggarisbawahi bermacam-macam aspek
yang berbeda dari area tematik dalam hal struktur program dan integrasi kelembagaan di AS. Selain
itu, program ini menyoroti struktur pendekatan pengelolaan pesisir yang koheren, terutama berkaitan
dengan integrasi danpembagian kewenangan dan tanggung jawab antar tingkat dalam pemerintahan
pada sistem desentralisasi penuh. Bagian berikut ini membahas aspek SWI dan merupakan
pembelajaran dari kunjungan wisata iniagar lebih mudah dicerna bagi pengguna dokumen ini.

4.2 Pembelgaran
4.2.1 Risetdan Pengembangan

Seperti dinyatakan dalam UU Pengelolaan Zona Pesisir tahun 1972, Amerika Serikat telah lama
menyadari pentingnya sumberdaya pesisir dan kelautan bagi kelanjutan kesehatan ekonomi AS.
Bertahun-tahun lamanya, program semacan Program Universitas Sea Grant NOAA (1966)
menj alankan riset dengan dukungan pemerintah AS dan sektor swasta yang mengkaitkan
pertumbuhan ekonomi dan konservasi dan pemanfaatan secara bijaksana sumberdaya pesisir dan
kelautan. Program U niversitas Sea Grant dikerjakan dalam tiga bidang utama: 1) Teknologi maju
bagi produk komersialdanp rosesnya(sebagai contoh, keamanan pangan akanekspor hasilperkanan);
2) Produksi hidangan laut; dan 3) Pengembangan ekonomi pesisir.

Bukti bahwa AS menganggap penting riset pesisir dan kelautan adalah dari jumlah dana yang
dialokasikan oleh Kongres AS sebesar 56 juta dolar pada tahun 1998 dan 57 juta dolar tahun 1999
bagi program riset Sea Grant. Digabungkan dengan pemberian dana dari sumber lain, program
Universitas Sea Grant menghabiskan 99,2 juta dolar di tahun 1998 dan 99,6 juta di tahun 1999.
Sementara badan pemerintah lainnya mengalami penyusutan lingkup dan pengaruh, program
Universitas Sea Grant bahkan meningkat b erd asarkan kebutuhanuntuk melanj utkan perluasan pesisir
dan ekonomi berbasis kelautan dengan dasar peningkatan pengetahuan ilmiah. Pentingnya hal ini
bagi pembargunan ekonomi di Indonesia tidak bisa dianggap remeh.

Program Cagar Alam Estuaria Nasional, yang diciptakan melalui UUPZP telah berkembang menjadi
Sistemn Pelestarian Riset Estuaria Nasional (NERR) . NERR saat inimeliputi 22 situs pelestarian terpilin
di 18 negara bagian dan teritori dengan luas daerah hampir 440.000 are, terdiridariperairankuala,
lahan basah dan lahan atas (uplands). Tyuan sistem pelestarian ini adalah menyediakan contoh
wilayah dari indikator habitat utama dan ekosistem untuk laboratorium riset lapangan. Tujuan riset
NERR adalah meningkatkan pemahaman akan ekosistem dan fungsi spesies, dan menciptakan
kesempatan bagi penyuluhan umum mengenai masalah daerah estuaria. Kerjasama antar federal-
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negara bagian diadakan untuk memperluas wilayah NERR. Gubernur negara bagian mencalonkan
wilayah untuk dipertimbangkan dan NOAA menetapkan apakah suatu wilayah yang dicalonkan akan
digabungkan dalam NERR, berdasarkan pertimbangan apakah wilayah tersebut merupakan pesisir
yang kritis atau habitat estuaria dan kesesuaiannya untuk riset jangka panjang serta manfaat
penyuluhannya. Wilayah terseb ut kemud ian dipakai untuk riset U niversitas Sea Grant, danjuga oleh
riset yang didanai oleh pemerintah negara bagian dan swasta atau LSM.

Universitas-universitas di Indonesia merupakan sumberdaya untuk menjembatani cdah antara

pertumbuhan ekonomi, dan pembicaraan dan kelangsungan pembangunan sumberdayakelautan

dan pesisir Indonesia. Jaringan Perguruan Tinggi Kelautan Indonesia (INCU NE) yang diawali oleh

Proyek Pesisir dan saat ini didukung lebihlanjutdengan dana dari Yayasan David & L ucille Packard

dari AS, membuka langkah awal bagi pengembangan jaringan universitas di Indonesia demi

pertumbuhan ekonomi Indonesia lewat pembangunan pesisir yang berkesinambungan. Anggota

INCU NE yang ada di setiap daerah utama dengankoord inasi sentral antar anggotanya melalui I nstitut

Pertanian Bogor (I1PB). Dengan dukungan yang tepat dan dana pemerintah, universitas INCU NE

yang ada dapat mengembangkan jaringan mereka dan berperan melalui infrastruktur kelautan yang

layak dan modemn, dan serangkaian produk pesisir dan kelautan berdasarkan aplikasi ilmiah dalam

pengelolaan pesisir dan teknologi maj u dalam pembangunan ekonomi. Lebih lanjut, pengenmbangan

jaringan INCU NE bisa meningkatkan kapasitas profesional Indonesia mengurangi ketergantungan

pada ahli dari luar dan membangunkapasitas regional untuk mendukung penerintahan yang baik di

daerah menurut UU No. 22/1999 mengenai Oto nomi D aerah. Pembangunan jaringan ini akan:

¢ Berperan dalammengembangkan dan memp romosikan kesinamb unganpembangunanpesisir dan
lautan dan pemanfaatan sumberdaya;

» Meningkatkan batas-batas pengetahuan dengan hasil riset terapan dan kegiatan survei;

¢ Mendidik ilmuwan baru dan manajer sumberdaya pesisir dan lautan;

» Melatih dan mend ukung profesional sumberdaya pesisir dan lautan dan pembuatk ebijakan;

» Menawarkan layanan leb ih luas lagipada komunitas pesisir dan lautan dan penggunasumberdaya;

« Menyediakan ahli dalam halteknis dan memberiinformasi pada sejumlahbesar kliensektor swasta
danpublk;

* Mengelola, meningkatkan dan menyebarkan informasi kritis menuj u pemaharman fungsi ekosistem
pesisir dan k elautan dan pemanfaatan yang tepat.

Riset untuk mendapatkan data ilmiah untuk mendasarkan monitoring program pesisir dan
keputusan sumberdaya pesisir dan kelautan harus menjadi tujuan utama Pemerintah Indonesia.
Seperti terlihat dalam setiap pertemuan dengan manajer dan ketua program pergelolaan pesisir,
pelaksanaan monitoring penting untuk mengukur keberhasilan program pengelolaan zona pesisir.

Namun, karena komponen programnya luas dan kurangnya informasi ilmiah yang terinci, seringkali
monitoring yang dilaksanakan j uga harus meluas. Perbaikan ekosistem secara langsung sulit dilakukan
dalam hal peningkatan atau penurunan. Sejumlah indikator yang baik sudah tersedia namun riset
yang sedangd ikerjakan bergunauntuk memahami leb ih jauhrejimsistem alamidari ekosistem pesisir
dan kelautan danhubungan antara peristiwa dalam ekosistem danperilaku marusia. Pegawai Kantor
Kelautan dan Perikanan Nasional (National Marine Fisheries Service/NMFS) sangat menekankan
perlunya data dan pembuatan kep utusan berdasar ilmiah dalam pengelolaan perikanan. Staf NMFS
menggambarkan masalah ini dengan pengalaman AS dengan badan penasehat perikanan regional
(RFACSs). Tinjauan terakhir dari kemaj uan badan inidalammemelihara sediaan ikan mengungkapkan
bahwa sebagian besar merupakan kegagalan karena kurangnya unsur ilmiah dalam keputusan
pengelolaannya. Badan ini kebanyakan mengurusi penambahan produksi ikan daripada
mengidentifikasi dan memelihara hasil. Karena kurangnya data ilmiah, sejumlah popubksi ikandi AS
berkurang. Akibatnya, saat ini NMFS diharapkan menangani pengelolaan berdasarkan prinsip



pengawasan, bila tidak cukup data untuk mengidentifikasi secara jelas tingkat hasil penangkapan
ikan.

Mengembangkan pusat riset dengan dukungan pemerintah penting untuk mendapatkan datailmiah
yang diperlukan untuk pengelolaan kelautan dan pesisir, tetapi penting juga untuk menyediakan
penghubung atau titik awal bagi temuan riset dan dukungan lain dari sektor swasta, yayasan dan
donor internasional. Laboratorium KelautanM OTE di Florida did irkan dengan dana awal dari NOAA.
Laboratorium Mote dirancang sebagai fasilitas riset yang berdiri sendiri kengkap dengan seluruh
perlengkapan yang diperlukan dalam mengerjakan riset. Selain ity desainnya didasarkan pada
anggaran dan biaya operasional yang rendah. Namun, laboratorium ini telah meningkat menjadi
pusat riset yang terkemuka yang mana dana dari luar, dana non pemerintah dapatd isalurkan untuk
riset kelautan dan pesisir, sehingga menpengaruhi pendanaanawal danmenyed iakan pusat pelatihan
dan riset yang sesuai dengan keb utuhan nasional.

Pengawasan dan kemampuan membagi data dalam dan antar organisasi lewat sistem informasi
pengdolaan terpadudibutuhkan untuk perubahan pengdolaaan pesisir dan kelautan di Indonesia.
Suatu keistimewaan tetap dari semua program yang dikunjungi adalah integrasi dan pembagian
informasi di dalam dan antar badan. Contohnya, di Forida Departermen Perlindungan Lingkungan
Hidup (DEP) menyimpan dan setiap lima tahun memperbaharui peta sumberdaya alam zona pesisir
negara yang melip uti inventaris wilayah alami. DEP menyediakan informasi ini bagi badanlokal dan
negara bagian lain dengan tanggung jawab perizinan, perencanaan dan pengawasan pesisir untuk
membantu mereka menyelesaikan tugas. Memorandum Kesepahaman (MoU) juga merupakan suatu
perangkat umum untuk berbagi informasi dan mengembangkan hubungan kerjasama antar lembaga.
Pengumpulan dan pengeblaan data selalu distandardisasi untuk menjamin ketersediaannya antar
lembaga. Standardisasi pengelolaan informasi dalam beberapa lembaga akan menjamin akses yang
lebih luas bagi data pengelolaan pesisir dan kelautan di Indonesia.

4.2 .2 Kebijakan dan Kondisi Yang Memungkinkan (Enabling Condition)

Sejak tahun 1966 telah ada suatu evolusi berkelanjutan dari kebijakan pengelolaan zona pesisir dan
integrasi program yang berakhir padasatu dari program pengelolaan pesisir paling efektif di dunia.
Diskusi dengan paraprofesional dalam pengelolaan pesisir selamawisata mengungkapkan sejumlah
pelajaran inti yang diterima melalui evolusi dari program ini.

Tindakan padatingkat nasional melalui UU Pengdolaan Zona Pesisir Nasional merupakan tindakan
tunggal paling penting yang mempromosikan pengelolaan pesisir terpadu di AS dan berakibat
pada 99 persen dari seluruh program. Berdasarkan UU No. 22/1999, Otonomi Daerah akan
diberlakukan mulai 1 Januari 2001. Menurut UU ini, pemerintah propinsi dan kabupaten akan
memiliki tingkat otonomi baru untuk kendali atas sumber daya pesisir dan kelautan. Pelaksanaan
UU No. 22/1999 merupakan kesempatan bagi pemerintah pusat Indonesia untuk membantu
mendeskripsikan peran, menjamin pemanfaatan sumberdayatersebut dengan efisien, mengkoordinasi
antar lembaga, mengatur pembagian informasi yang efektif, dan menjauhkan konflik dan duplikasi
usaha. Lewat perundangan nasional yang serupa dengan UU Pengelolaan Zona Pesisir AStahun 1972,
Pemerintah Indonesia dapat menetapkan agenda pengelolaan pesisir nasional yang membuat
pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten memusatkan perhatian, usaha dan sumber keuangan pada
pengelolaan pesisir dalam sikap yang koheren. Hal ini dapat menjamin bahwa pemerintah pusat
menaruh perhatian pada akses yang seimbang dan kelangsungan pembangunan pesisir, sekaligus
menyediakan fleksibilitastak terbatasdalam hal pengaturan administratif dan organisasi. Seperti di
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AS, penting bagi perundangan nasional di Indonesiauntuk melakukan fungsinyalewat peran sukarela
berdasarkan insentif utama. Satu insentif yang paling berguna adalah persyaratan bagi pemerintah
pusat untuk menyesuaikan dengan rencana pengelolaan pesisir propinsi dan lokal setelah rencana
tersebut disetujui oleh pemerintah pusat. Dengan cara ini, perundangan nasional masih memegang
kewenangan penuh atas sumberdaya pesisir propinsi dan kabupaten dan menyediakan cukup
fleksibilitas dalam desain program dan pelaksanaannya. Perundangan pengelolaan pesisir nasional
menjamin rencana pengelolaan pesisir sekaligus mengatasi dan menangani masalah nasional.
Termasuk jugaancaman kerusakan pesisir, penurunan kualitasair, daerah estuaria, hilangnya tempat
pembibitan ikan, kesadaran dan peran serta publik/masyarakat, dan pembangunan pantai demi
perekonomian nasional. Seperti di AS, hal ini bisa diatur sampai tingkat tertentu oleh semua
pemerintahan pesisir setempat. Namun, menentukan standar minimum penting demi menjamin
proses rencana pengelolaan dan penting untuk mengikutsertakan dan mempertimbangkan
perekonomian setempat, propinsi, regional dan nasional dan tujuan konservasi.

Pengawasan dan sertifikasi ulang merupakan elemen penting untuk dimasukkan dalam program
pengelolaan pesisir nasional berdasarkan peran serta sukarela. Seperti ditegaskan oleh parapemuka
pesisir AS di tingkat pusat dan negara bagian, program pengawasan yang baik merupakan sesuatu
yang pentingbagi pemerintah federal untuk menentukan apakah kepentingan negara(dan kepentingan
daerah pada beberapa kasus) sudah terpenuhi. Selain itu, dengan bertambah majunya ilmu
pengetahuan dan semakin kitamemahamiinteraksi antara ekosistem dan kegiatan manusia, program
pun harusdimodifikasi dan dissmpurnakan untuk mengakomodasi informasi terbaru. Di Indonesia,
seperti juga di AS, tanpa tinjauan program secara berkala (misalnya setiap lima tahun) kecil
kemungkinan bagi propinsi atau kabupaten untuk menyempurnakan program mereka. Di tingkat
pusat, propinsi, atau kabupaten (atau tingkat desa— dalam hal sertifikasi rencanapengelolaan) harus
ada ketentuan pengawasan tahunan dan tinjauan serta sertifikasi ulang dalam jangka waktu yang
layak (biasanyalimatahun).

“Prinsip pencemarmembayar (denda)” merupakan sarana kebijakan yang penting untuk menjamin
pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan besar pada lingkungan hidup, yang dibayarkan
untuk mengganti rugi biaya perbaikan dan hilangnya nilai hingga proses perbaikan selesai
dilakukan. Program Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam (NRDAS) dan UU Pencemaran Minyak
(OPA) adalah perangkat kebijakan penting yang didasarkan pada “prinsip pencemar membayar
(denda)”. Berdasarkan NRDAsdan OPA, pihak yangmenyebabkan kerusakan besar pada sumberdaya
alam bertanggungjawab akan perbaikan sumberdaya alam tersebut dan pelayanan di luar penilaian
hukuman yang biasa. Dengan kata lain, pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan
hidup dan ekosistem harusmembayar biaya perbaikan lingkungan hidup yang bisa berlaku bertahun-
tahun dan bukannya membayar denda satu kali saja. Hal ini menimbulkan kesadaran yang lebih
tinggi pada anggota masyarakat dalam menjauhi tindakan yang membawa dampak buruk bagi
lingkungan hidup.

Pelaksanaan kebijakan tersebut jugaberakibat pada pembangunan program secaramenyeluruh atas
penilaian kerusakan, menggunakan analisa sistematik dan melibatkan tokoh masyarakat untuk
mendapatkan penilaian sumberdaya pesisir. Akibat penilaian atas kerusakan (seperti Exxon Valdez
di Alaska) telah mengubah drastis perilaku perusahaan, termasuk pembuatan program pencegahan
pencemaran di sebagian besar industri.

Pemberianinsentif danamerupakan persyaratan bagi pemerintahan setempat untuk menjalankan
perencanaan pengeolaan zona pesisir. Dalam pelaksanaan program pemerintah federal memperoleh
porsi cukup besar dari pendapatan pajak di AS. Pajak ini dapat dipakai sebagai insentif untuk



mengawali program tertentu bagi kepentingan nasional. Hampir ssmuaprogram pengelolaan negara
bagian dan lokal dimulai dari insentif atau pajak federal yangdiberikan oleh pemerintah federal AS.
Kabarnya pemerintah pusat Indonesia akan memegang sejumlah kecil pajak berdasarkan UU No.
25/1999 mulai Januari 2000. Namun demikian, insentif danamerupakan mekanisme insentif kuno
yang biasa dipakai oleh pemerintah federal di seluruh dunia dalam menggalakkan minat terhadap
masalah nasional. Hal ini bisadilakukan bilapemerintah negarabagian atau propinsi menggunakan
insentif bantuan atau danalain sebagai mekanismeuntuk mengajak pemerintah setempat menangani
masalah dalam lingkup negara bagian atau regional. Untuk merangsang pembangunan program
pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia, baik secaravertikal ataupun horisontal, insentif keuangan
yang tepat harus diberikan di tingkat pusat, propinsi dan terutama tingkat kabupaten. Insentif ini
harus diterapkan secara transparan dan konsisten dengan kerangka kerja perencanaan zona
pengelolaan pesisir berdasarkan perundangan nasional yangdibuat.

Pola pengelolaan progresif dapat menghasilkan kemitraan antara otorita pengembangan
pelabuhan dan pemerintah lokal, propinsi dan nasional, dan harus menjadi fokus utama bagi
pembuat kebijakan. Pelabuhan bisa menjadi kontributor utamadalam penurunan kualitasair di pesisir
dan pantai. Dari pertemuan dengan Otorita Pelabuhan Seattle terungkap sejarah dan contoh untuk
mengelola pelabuhan di Indonesia dengan tujuan memperbaiki atau mencegah terjadinya situasi
seperti ini. Otorita Pelabuhan Seattle, yangberadadi bawah pemerintah setempat namun memiliki
infrastruktur sendiri, bertanggung jawab penuh atas setiap pencemaran di Puget Sound akibat
kegiatannya. Sementaraitu, pelabuhanini mendapat kewenangan tanggungjawab pengelolaan seperti
pemerintah lokal lainnya dengan dewan terpilih dan kewenangan penegakan hukum internal
berkenaan dengan pencemaran dan dampak pada Puget Sound. Kewenangan tersebut termasuk pula
pengawasan dampak atas kegiatan pelabuhan dan bertanggungjawab atas pelanggaran penggunaan
pelabuhan. Sebelum Otorita Pelabuhan memegang kendali, kualitasair sangat burukdan menyebabkan
masalah seriusdalam wilayah pelabuhan.

Kegagalan Indonesia memenuhi traktat internasional dalam perdindungan kelautan dan konvensi
sumber daya pesisir yang mana Indonesia termasuk pihak penandatangan menimbulkan
konsekuensi seriusbagi kegiatan ekonomi . Ekspor ke sejumlah negarabergantung padakepatuhan
pada traktat internasional mengenai kelangsungan produk tertentu dan perlindungan atas spesies
langka atau yangterancam punah. Pertemuan dengan staf Departemen Luar Negeri AS menegaskan
perlunyalndonesiatetap mematuhi traktat spesieskelautan internasional dan konvensilainnya, seperti
perlindungan penyu hijau laut. Dalam banyak kasus, sertifikasi berjangka menjadi syarat kelanjutan
ekspor produk perikanan ke AS dan negaraberkembanglainnya.

Sesuai dengan konsep pencemar membayar, konsep “pengguna membayar” juga menjadi hal
pentingdalam memperlancaraliran devisa yang mendukung perindungandan pengdolaan sumber
dayapesisir.Contohnya, di FloridaKeys, sekitar 2,5 jutapengunjung datang setiap tahunnyadengan
kontribusi keuangan terhadap perekonomian sekitar 1,2 miliar dolar per tahun. Sebagian dari
sumbangan perekonomian ini berupapajak atau biaya penggunayangdibuat khususuntuk pengelola
sumberdayapesisir yang menarik pengunjung. Sebagai contoh, kapal pesiar yang berlabuhdi Florida
Keys yang dianggap sebagai pengguna lingkungan dikenai ongkos 3 dolar per penumpang. Ongkos
ini dibuat lewat kontrak langsung dengan perusahaan kapal pesiar tersebut sehingga proses yang
transparan terjamin. Ongkoslain dikenakan pada harga sewakamar hotel yang menghasilkan pajak
lebih banyak untuk Cagar Alam Florida Keys. Melalui jenis-jenis pengaturan ini, perlindungan dan
pengdolaan sumberdayapesisir dibayar oleh merekayanglangsung memanfaatkan dan menikmatinya.
Di Indonesia, kitamenemukan jugajenissistem ini. Biaya penggunabaru-baruini dikenakan terhadap
turisyang mengunjungi Taman Laut Nasional Bunaken di Sulawesi Utara. Sebagian besar pengunjung
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ke lokasi seperti ini akan senang dikenai sejumlah kecil biaya untuk memastikan kelangsungan
pemanfaatan dan pengelolaan yangbijaksanaatas sumber dayayang mereka nikmati.

Pendekatan berjenjang pada penetapan wilayah pesisir menawarkan keuntungan besar dalam
hal pemanfaatan sumberdayamanusia dan pengelolaan sumberdaya alam. Banyak negarabagian
di Amerika Serikat menggunakan pendekatan berjenjang pada perencanaan spasial di zona pesisir.
Sistem jenjangini mirip dengan kerangka perencanaan berbentuk piramid yang dipakai dalam Proyek
Evaluasi dan Perencanaan Sumber Dayal aut (MREP — Dutton, Duff, dkk., 1998). Berdasarkan piramid
ini, tiap tingkat/ jenisperencanaan membentuk hirarki instrumen perencanaan, memberikan tem pat
multi faset pada perencanaan pesisir. Piramid mungkin sekali menjadi fokus inti dari peraturan
nasional interim (Keputusan Menteri) atas pengelolaan zona pesisir yang akan menjadi kunci awal
perundangan pesisir nasional yang sedangdiajukan di Indonesia.

Berdasarkan sistem-sistem ini, daratan yang lebih dekat ke pesisir diatur menurut panduan yang
lebih spesifik untuk pembangunan dan penggunaannya. Hasilnyaadalah prosesperizinan yanglebih
efisien, karena perizinan terhadap area daratan yang tidak terlalu dilarang (less restricted) yang
letaknya lebih jauh dari pesisir akan diproses lebih cepat dan bisa lebih luas pemanfaatannya. Ini
memberi kesempatan pada staf untuk lebih memfokuskan perhatian mereka padamasalah-masalah
perizinan yanglebih kritis di area yanglebih pekadi zonapesisir.

Integrasi antara pemerintah pusat, propinsi, distrik dan lokal dalam hal koordinasi, perencanaan,
pendanaan dan implementasi program merupakan persyaratan dalam mencapai program
pengelolaan pesisir Indonesia yang menyatu dan terpadu. Seperti di AS, Indonesia sangat
membutuhkan pemanfaatan yang luas dari hubungan administratif propinsi-kabupaten bagi
perencanaan efektif dan pengaturan atas pengelolaan sumberdaya pesisir. Baik selama dan setelah
pembuatan program pengelolaan pesisir lokal atau kotamadya (kota atau kotapraja), bantuan teknis
yangterkoordinasi dari pemerintah propinsi, dan jikaperlu,tingkat nasional sangat penting Kemitraan
multilevel antarapemerintah setempat, propinsi dan nasional merupakan kerjasamawin-win dalam
hal pengelolaan sumberdaya alam dan kelangsungan pembangunan, terutama ketika sumberdaya
keuangan dapat digabungkan untuk mencapai tujuan yang penting bagi semua lapisan masyarakat.
Contoh yang baik dalam hal ini adalah pendirian Cagar Alam Laut Nasional FloridaKeys.

4.2.3 Kelembagaan dan Penguatan

Semua program pengelolaan pesisir di seluruh dunia biasanya mempunyai badan pengendali atau
organisasi yang menangani pekerjaan sehari-hari dan mengawasi implementasi program pesisir.
Meskipun begitu, segenap tanggung jawab pengelolaan pesisir tidak pernah diletakkan pada satu
kementerian atau departemen. Tanggung jawab pemerintah dibagi secaravertikal maupun horisontal
melalui kerjasama antar berbagai organisasi. Penempatan kelembagaan dan programatik dan
pembangunan adalah bagian penting dalam mengembangkan program pengelolaan pesisir yang
berhasil. Sejumlah pdajaran mengenai pengokohan kelembagaan dan programatik ditemui selama
perjalanan SWI.

Pentingnya badan konsolidasi di tiap tingkat pemerintah yang berfokus secara khusus pada
pengdolaan pesisir dan kelautan digarisbawahi di semuatingkat pemerintahan dan setiap badan
yangdikunjungi. Hal ini memberikan koordinasi di manaperencanaan pesisir setempat, koordinasi
regional dan kepentingan nasional dapat dimonitor dan dipadukan. Badan konsolidasi tersebut
menjamin konsistensi dengan rencanapengelolaan pesisir setempat, hubungan dengan badan yang



tepat berkaitan dengan masalah pelanggaran peraturan dan negosiasi dan menjamin transparansi
pada saat dalam keadaan timbul konflik antar pengguna sumberdaya pesisir. Kantor dan staf yang
berdedikasi padapengelolaan pesisir akan sangat meningkatkan kepatuhan yanglebih luasterhadap
rencana pengelolaan pesisir, konsistensi dengan prioritas pembangunan regional dan nasional dan
penyelesaian konflik yang efektif. Kantor ini juga menjamin bahwa keahlian profesional dibentuk
dan siap menangani masalah paling utama dalam pengelolaan sumberdaya.

Kegiatan bersamayang dijalin mdalui Memorandum Kesepahaman dan mekanismelain, membuka
kesempatan luar biasa bagi Indonesia untuk mengakses keahlian dan dukungan lain seperti data
ilmiah. Setiap organisasi yang dikunjungi memberikan informasi berharga dan sangat antusias
menjalin hubungan dengan peserta SWI1 sehubungan dengan pengelolaan pesisir dan kelautan di
Indonesia. Staf pemerintah pusat, negarabagian dan lokal di Amerika Serikat, LSM dan wakil sektor
swasta menyadari pentingnya lingkungan pesisir dan kelautan Indonesia bagi kesehatan ekosistem
dunia. Secara nyata semua badan dan pihak-pihak yang dikunjungi menawarkan dirinya untuk
memberikan dukungan tambahan dan informasi untuk membantu pembangunan program
pengelolaan pesisir terpadu di seluruh nusantara. Memorandum Kesepahaman (MoU-terlampir) yang
ditandatangani selama SW 1 merupakan bukti dari keinginan Amerika Serikat untuk membantu. Meski
demikian, nilai dari hubungandan MoU terletak padatindak lanjut dan implementasi dari perjanjian
tersebutdan tindak lanjut dengan kontak profesional yang dibuat selamaSW 1. Dengan memanfaatkan
jalinan kegiatan lewat MoU dan jaringan profesional lain, keahlian dan bantuan disediakan untuk
mempercepat upaya pembangunan pengelolaan pesisir di Indonesia.

Rencana Pengelolaan Daerah Khusus (SAMPs) disebaruaskan di seluruh rencana pengdolaan
pesisir di ASdan sangat cocok untuk program pengelolaan pesisir di Indonesia berdasar UU No.
22/1999. SAMPs dapat digunakan untuk melindungi serangkaian habitat yang penting untuk
pemanfaatan setempat dan juga pariwisata, dan kadang digunakan untuk melindungi hak-hak
penduduk asli, masalah yang cukup penting di Indonesia. SAMPs punya banyak bentuk dan nama
dan memiliki sejumlah unsur program untuk mencapai sejumlah tujuan. SAMPs secara alternatif
memasukkan cagar alam laut, daerah perlindungan kelautan atau lahan basah, suaka alam, daerah
khusus, dan lain-lain, dan semuanya memberikan tingkat kekhususan lebih tinggi dalam hal
pemanfaatan yang dapat diterima. Berdasarkan UU No. 22/1999, pemerintah setempat memiliki
kewenangan untuk membuat SAMPs yang didukung oleh peraturan lokal. Ini berlaku terus hingga
pemerintahan tingkat desa. Lewat dukungan dari USAID di Proyek Pesisir, tigadesadi Sulawesi Utara
telah mempunyai cagar alam laut yang tertutup penggunaannya. Model ini menawarkan kesempatan
besar untuk diaplikasikan di Indonesia; contohnyadi desadi Lampungdan program tingkat propinsi
dan program berbasisDAS di Kalimantan Timur yang didukungoleh Proyek Pesisir.

Pemerintahan setempat di Indonesia harussegera memulai perencanaan spasial efektif dan program
pengaturan tata guna lahan untuk mencegah biayatinggi di masa depan dalam hal kerusakan
lingkungan dan ekosistem pesisir dan hilangnya devisa akibat hilangnya kesempatan
memanfaatkan pesisir bagi pariwisata dan produk kelautan. Staf pengelolaan pesisir di Big Pine
Key, Florida dan di Negara Bagian Washington mengakui sulitnya melaksanakan proses ini karena
banyaknyakepentingan penduduk setempat yang harusdipertimbangkan dalam proses perencanaan
spasial. Meski demikian, mereka juga menyetujui pentingnya perencanaan tata guna lahan pesisir
yangmerekasadari sebagai kesalahan merekaduapuluh tahun silam. Kekeliruan ini berakibat pada
hilangnya devisa dan meningkatnyabiaya pengelolaan yang dipikul pemerintah setempat. Indonesia
memiliki model yang bagusuntuk memulai prosestersebut. Dengan bantuan U SAID melalui Proyek
Pesisir, Propinsi Lampung telah membuat petapesisir yang telah dijadikan model bagi semua propinsi
pesisir Indonesia. Ini adalah langkah pertama menuju perencanaan spasial yang terinc dan efektif,
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dan menandai bahwa pendekatan tersebut bisadilaksanakan dan diterapkan di Indonesia.

Pembangunan jaringan wilayah perlindungan kelautan dan estuaria yang melintas sepanjang
tepi pantai Amerika Serikat, dan yang mencakup wilayah-wilayah habitat kritis dalam perairan
dan teritori AS, menjadi model pelestarian habitat dan keanekaragaman hayati. Sistem pelestarian
di Amerika Serikat, kini meliputi 22 lokasi pelestarian di delapan bdas negara bagian dan teritori
dengan luashampir 440.000 are perairan estuaria, lahan basah dan uplandspesisir, menjadi model
buat Indonesia. Penerapan dan perlindungan wilayah tersebut dibagi di antara lembaga dan sangat
efektif dalam menjamin habitat kritisdan daerah pembiakan. Proses pembuatan sistem ini meliputi
inventarisasi wilayah yang ada, identifikasi kekurangan pada sistem dan daerah yang terlupakan,
pembangunan pengelolaan berbasisilmiah untuk daerah tersebut, dan mengikutsertakan masyarakat
dalam pembentukan dan pengelolaan wilayah perlindungan. Daftar daerah perlindungan yang ada
dan statusterkini dari efektivitas pengelolaan harus dissmpurnakan untuk Indonesia, dilanjutkan
denganidentifikasi kekosongan ekosistem kritispadajaringanini.Lewat pendekatan ini, perencanaan
sumber dayakelautan Indonesiamerupakan holistik dan mempertimbangkan interaksi di dalam dan
antar segenap kepulauan sehingga lebih mendekati pendekatan menyduruh pada kelangsungan
kontribusi pesisir dan kelautan bagi perekonomian nasional dan lokal.

Harus diperhatikan bahwa membuat jaringan pédestarian laut di Indonesia, sementara ada tugas
pentingyang kritisyang harusditangani segera, tidak harusmengikuti sistem Amerika Serikat dalam
hal pembuatan pelestarian yang meliputi daerah yangluas. USAID dan Proyek Pesisir menunjukkan
penerapan dari pendekatan tersebut di tiga desa di Sulawesi Utara yang telah membangun cagar
alam laut berbasis masyarakat dan perangkat pendukung. Desa lain di Pulau Sebesi di Propinsi
Lampungjugatelah mulai mengikuti model tersebut.

Proses perizinan yang lengkap dan jelas dibutuhkan bagi kontrol pembangunan yang efektif di
zona pesisir. Seperti digambarkan di Rhode Island, membuat dan menerapkan program perizinan
bagi pengembangan pesisir adalah proses yang rumit dan sulit. Namun perizinan penting untuk
melindungi ekonomi saat ini dan mendatang dan nilai-nilai masyarakat di zona pesisir. Program
perizinan harus mdiputi perizinan yang berbeda untuk setiap kegiatan yang berbeda, penetapan
wilayah segenap zonapesisir lewat prosestransparan dan debat publik demi menjaminterlaksananya
prosestransparan, dan prosedur yangdisederhanakan sehingga setiap orang dapat dengan mudah
memahaminya. Program harusbisadijalankan dalam kontekslokal.

Supaya bisa dijalankan, sistem perizinan pesisir harus mendapat dukungan konstituen lokal dan
memberi kewenangan penduduk setempat untuk berperan sertadalam pelaksanaan program. Salah
satu aspek yang sangat penting dalam peran serta masyarakat adalah ketentuan di dalam program
untuk menanggapi secaracepat transparan,semuakomplan dan pelanggaran dan menangani dampak
kumulatif dari pembangunan yangtengah berlangsung. Program perizinan lokal (dan juga propinsi
dan nasional) harus ditulis dalam bahasa yang luas sehingga fleksibilitas akan masalah yang beum
diatur tidak akan mengganggu proses perizinan.

Pariwisata berbasispembangunan multi fungsi di pesisir dan pantai adalah sumberdevisa utama
yang saat ini belum berkembang di Indonesia, yang memiliki potensi ekonomi hebat dan akan
mengakibatkan dampak besar jika perencanaan pesisir terpadu tidak segera dijalankan di
Indonesia. Indonesia harus segera mengembangkan pariwisata pesisir dan program multifungsi untuk
mencegah kehilangan potensi besar perekonomian dan biaya-biayadi masa datang. Seperti disaksikan
oleh peserta SWI, di Washington, D.C., Baltimore, Florida, Rhode Island dan Negara Bagian
Washington, pariwisata dan pembangunan pantai multi fungsi mendatangkan aliran devisa besar



untuk pemerintah setempat dan negarabagian. Di FloridaKeyssajahasilnyal,2 miliar dolar setahun
dari pajak pariwisata. Di Negara Bagian Washington, Pelabuhan Seattle berada di tengah-tengah
sederetan café danrestoran yang dikunjungi oleh penduduk setempat dan turis. Perairan di Pelabuhan
Seattle bisa dipakai untuk berenang bersebelahan dengan kapal-kapal besar yang berlabuh di dok.
Juga, fasilitas Akuarium Baltimore telah terbukti menjadi mesin penghasil uangbagi renovasi pusat
kotadan menjadi lokasi yang menarik masyarak at setempat dan turis.

Di Rhode Island, badan pengembangan pariwisata mempromosikan wilayah pesisir Rhode Island
yangadli lewat program pemasaran yang dirancang khususbagi segmen-segmen individu. Hasilnya,
pariwisata menjadi industri yang stabil dan penting di Rhode Island dan menyelamatkan Negara
Bagian dari resesi akibat menurunnya industri penting lain seperti industri pertahanan dan
manufaktur. Di semua pesisir negara bagian, pajak dari pariwisata dan pemanfaatan pantai dan
sumberdayapesisir menjadi alasan utamapembangunan dan pelaksanaan pengelolaan pesisir. Pesisir
Indonesia dan sumberdaya pantainya jauh lebih luas dari yang ditemukan di AS dan menawarkan
potensi yang luar biasabesarnya bagi pengembangan multigunayang berkelanjutan.

Program pengelolaan pesisir berbasisDAS diperdukanuntuk menjamin kesehatan dan produktivitas
ekonomi perkotaan di wilayah teluk. Hal ini ditunjukkan oleh pendekatan berbasis DAS terpadu
oleh Tim Pengawas Kualitas Air Puget Sound dalam mengatasi dampak kualitas air Puget Sound.
DASyangdijadikan proyek pengelolaan teluk pemukiman rumit dan di Puget Sound melibatkan lebih
dari 15 perundangan federal dan negarabagian, sejumlah peraturan tambahanfederal, negarabagian
dan lokal dan juga yurisdiksi dan kepentingan Suku Indian. Hal ini analog dengan tanggungjawab
administratif di banyak teluk pemukiman di Indonesia dan menjadi model bagaimana kewenangan
administratif dan manajerial dapat diintegrasikan untuk mencapai perlindungan perkotaan di wilayah
teluk dan pembangunan yang berkelanjutan. Model ini memerlukan pembentukan suatu kantor atau
tim dengantanggungjawab khususuntuk mengkoordinasikan pengelolaan perkotaan di wilayah teluk
melalui perencanaan DAS. Melalui kelompok kerja antar lembaga, tim ini kemudian mengarahkan
proses identifikasi wilayah, identifikasi historis dan masalah tekanan yang sedang dialami wilayah
tersebut, dan menentukan tingkatan masalah sertatindakan untuk mengurangi sumber kontaminasi,
melindungi dan memperbaiki habitat dan rencanabagi kelangsungan pembangunan ekonomi.

Pencemaran non-point source berperan dalam kontaminasi di perkotaan di wilayah teluk. Sumber
ini biasanya berawal di hulu dari tumpahnya oli ke got, kontaminasi storm water, sedimen dari
pembersihan ladangtanpadaerah penyanggasungai, limbah kimiapertanian dan rumahtanggadan
buangan yang tidak diolah. Dalam menangani masalah tersebut, pemerintah setempat di Indonesia
harus pertama-tama disadarkan akan masalah tersebut dan dijadikan rekan pada setiap program
yangdicalonkan. Lalu, pemerintah setempat tadi membuat program pengelolaan DAS mereka sendiri
yang dipahami dan didukung oleh warga setempat. Seperti pada program DAS Sungai Nisqually Negara
Bagian Washington, mungkin pemerintah propinsi atau kabupaten berminat untuk membeli tanah
kritis bagi pelestarian kualitas air di DAS atau perkotaan di wilayah teluk yang menjadi tempat
pelimpahan buangan DAS. Dukungan USAID mealui Proyek Pesisir, bekerja sama dengan pemerintah
setempat, telah memulai program pengelolaan DAS di Balikpapan berfokus pada perlindungan dan
mengurangi tekanan di Teluk Balikpapan. Pertemuan telah diselenggarakan dan rencana sedang
disempurnakan untuk mendirikan sebuah LSM baru dengan fokusutama pada pengdolaan DAS. Ini
menjadi model untuk perkotaam di wilayah teluk lain namun juga memiliki implikasi luas bagi
pengelolaan kualitas air di wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Tim Puget Soundtelah digjak bergabunguntuk mendukunginisiatif Proyek Pesisir di Teluk Balikpapan
dan telah setuju (lewat Memorandum Kesepahaman yangditandatangani di Seattle dalam perjalanan
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SWI) untuk suatu dukungan dalam jangka panjang.
4.2 .4 Diseminasi (penyebaran) Informasi, Pendidikan dan Keunggulan

Sangat penting bagi program berbasis Indonesia untuk menyebarkan informasi ke negara-negara
di luar Indonesiatentang pembangunan CZM dan pemerintahanyang baik. Pejabat Amerika Serikat
dan parapengelolapesisir merasaterkejut ketika peserta Indonesia memberi pengarahan mengenai
kemajuan dan perkembangan baru berkenaan dengan pengelolaan pesisir dan kelautan di Indonesia.
Hal ini menandai pentingnyaprogram untuk menyebarkan informasi positif tentang pembangunan
perlindungan dan pengelolaan sumberdayaalam ke negaralain. Interaksi antara profesional pesisir
dan kelautan Amerika Serikat dan peserta SW1 Indonesiamerupakan aspek keberhasilan SWI.

LSM dan media berperan penting dalam mengawali dan melangsungkan pengelolaan pesisir di
semua tingkat pemerintahan. LSM di Amerika Serikat memegang peran besar dalam menggerakkan
masyarakat mengenai masalah pesisir dan kelautan di tingkat lokal, menyediakan tenaga sebagai
relawan untuk mendukung program nasional dan negara bagian, dan penyuluhan menyeluruh baik
terhadap penduduk setempat maupun pengunjungwilayah pesisir. Selamalebihdari 30 tahun, LSM,
bersama dengan media, telah menjadi konstituensi palitis penting yang mempengaruhi kebijakan
nasional, negarabagian dan lokal secaramendalam. Prosesyangsama sedang berlangsungdi Indonesia
ketika LSM dan mediamenemukan kebebasan baru dalam berekspresi. Adakesempatan luar biasa
memanfaatkan kekuatan LSM dan mediauntuk menyebarkan informasi secaracepat dan mencapai
tingkat penyuluhan masyarakat yang perlu untuk membina program pesisir terpadu di Indonesia.
Pemerintah di semuatingkat harus segera menjadikan kedua sektor tersebut sebagai mitra untuk
mengetahuinilai publik dan menggapai aspirasi masyarakat dalam kaitan dengan sumberdayapesisir
dan kelautan.

Partisipasi komunitas, universitas, LSM dan sektor swasta dalam pengelolaan pesisir dan kelautan
penting dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program pengelolaan pesisir.
Partisipasi publik dan peran LSM merupakan komponen yang selalu ada dari program pengelolaan
zonapesisir di AS. Peran pemerintah pusat dan negarabagian dalam menjamin proseskeikutsertaan
yang besar dalam pengelolaan pesisir ditonjolkan padasetiap kunjungan. Dengan menjamin bahwa
prosespartisipasi masyarakat dan peranan LSM masih dijalankan, badan pemerintah memperbesar
kapasitasmanajemen merekadan mendapa dukunganluasuntuk inisiatif pengelolaan pesisir. Peserta
SWI berkali-kali menyaksikan bahwa pengelolaan bersama (co-management) yang efektif diperoleh
melalui partisipasi masyarakat yang efektif pula. Pertemuan diadakan antara peserta SW1 dan badan
warganegara AS dan LSV yang memegang peran utama dalam pelaksanaan seluruh aspek program
pengelolaan pesisir. Termasuk mengatur dan menyuarakan nilai masyarakat berkenaan dengan
pengelolaan pesisir yang, bilatidak begitu, tidak akan dipedulikan. Yang paling utama di antara
program negara bagian adalah pendekatan dalam menyelesaikan konflik, koordinasi dan proses
keharmonisan (termasuk konsistensi program pengelolaan zona pesisir oleh badan negara bagian).
Pelajaran untuk Indonesiatermasuk memfokuskan pengembangan program baru untuk keikutsertaan
masyarakat, terutama yang berdasarkan UU No. 22/1999 dan bekerja sama dengan pemerintah
setempat menetapkan standar minimum untuk transparansi dan partisipasi masyarakat.

Program pendidikan masyarakat adalah kund untuk menggalang dukungan dan konstituensi
masyarakat dalam pengdolaan pesisir dan kelautan. Hal ini sering dikombinasikan dengan
penghasil devisa. Sdama kunjungan ke Akuarium Baltimore dan ke NOAA/ Ekshibisi Ekspedisi
Geografis Nasional di Florida dengan Dr. Sylvia Earle, peserta SW1 menyaksikan secara langsung
nilai dari program penyuluhan masyarakat. Seluruh peserta SWI1 mendapat seperangkat bahan dan



gagasan yang menunjukkan: a) bagaimanamenjalin dan membangun konstituensi demi pengelolaan
zona pesisir, dan b) bagaimana agar masyarakat tertarik dalam jangka panjang. Generasi penerus
konstituen dibangun secara progresif dengan caramemperbaharui masalah pengelolaan zonapesisir,
dengan memperbaharui masalah menjadi program pendidikan masyarakat yanglebih progresif, dan
dengan menjaga agar masalah pengelolaan zona pesisir menonjol di media lokal. Indonesia
membutuhkan pendidikan masyarakat serupa yang terorganisir dan sistematik dan usaha unggul
dan harusberusahamenjadikannyaelemen inti dari ssmuainisiatif pengelolaan zonapesisir.
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5.0
Kesimpulan dan Rekomendasi Program

5.1 Ringkasan Temuan

Dengan adanya perubahan politik dan administratif sslama empat tahun belakangan ini, Indonesia
kini tepat beradapadajalur baru pengelolaan pesisir dan kelautan. Jadwal SWI1 membuat pelajaran
yangditerimasiap untuk dipetik dan dilanjutkan oleh peserta Indonesia. Dengan pengalaman selama
tigapuluhtahun dalam pengedolaan pesisir dan kelautan terpadu, walaupuntidak ssmuanyaberhasil,
Amerika Serikat menyajikan laboratorium hidup yang menarik untuk diteliti dan dipelajari oleh
Indonesia.

Selain skaladan tingkat pembangunan yang berbeda, perjalanan observasi ini telah menggambarkan
banyak sekali unsur kunci yang, meskipun bila diteliti satu persatu masih kurang sesuai,
keseluruhannya dibutuhkan untuk program pengelolaan pesisir dan kelautan yang efektif dan terpadu.
Pilihan tempat yang dikunjungi SWI sesuai dengan pendekatan dua-jalur (two tracks approach)
Proyek Pesisir untuk mengembangkan pengelolaan pesisir di Indonesia; a) pertemuan yang difokuskan
pada praktik teladan (best practice) di berbagai wilayah geografis dan tematik, dan b) pertemuan
yang berfokus pada pengembangan suatu kebijakan nasional.

Barangkali agak mengejutkan karenapengalaman Amerika Serikat memiliki banyak kemiripan dengan
Indonesia dalam hal pengembangan program pengelolaan pesisir, meskipun kesamaan itu terpisah
oleh jangka waktu. Tahun limapuluhan dan enampuluhan Amerika Serikat mengalami perubahan
radikal dalam aksesinformasi oleh masyarakat umum dan kewenangan politik dari masyarakat. LSM
dengan agenda politik lingkungan hidup banyak berkembang dan masalah lingkungan dikaitkan
langsungdengan hak asasi dan keinginan masyarakat setempat akan pemanfaatan sumberdaya pesisir.
Peran pemerintah pusat juga berkembang ke arah rasa tanggungjawab yang lebih besar atas
perlindungan bagi hajat hidup masyarakat banyak, yaitu sumberdaya masyarakat yang dimiliki oleh
semua warganegara AS, pemenuhan kebutuhan bukan saja generasi saat ini namun juga generasi
penerus. Badan-badan pemerintah baru saat itu didirikan untuk menangani kebutuhan-kebutuhan
baru yangmuncul sebagai akibat perubahan sosial dan politik.

Kesamaannya dengan Indonesia sangat jelas. Dengan tumbangnya Pemerintah Orde Baru, akses
informasi di Indonesia mungkin, dalam ukuran relatif, berkembang lebih cepat dari yangterjadi di
AS lewat penggunaan Internet dan mediamassalainnya. Badan pemerintah baru seperti Departemen
Kelautan dan Perikanan dibentuk bersamaan dengan Otonomi Daerah dan Fiskal yang mengubah
prosespembuatan keputusan bagi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdayaalam. LSM Indonesia,
apalagi partai palitik, jugatumbuhsubur.

Meskipun begitu, peristiwa-peristiwa tersebut bukannya tidak samadengan gerakan yang terjadi di
AS seputar masalah lingkungan hidup dan sosial tigapuluh hinggaempatpuluh tahun lalu. Hasilnya,
peristiwa kewenangan kelembagaan, organisasi, hukum dan masyarakat pada pengalaman ASmenjadi
target, atau model, bagi pembangunan pengelolaan pesisir dan kelautan terpadu Indonesia. Hal ini
dengan jelas dibicarakan pada Lampiran Fyang berisi evaluasi, observasi dan rencanapeserta yang
dihasilkan dari kunjungan ini.



Adatigakesimpulanlangsungdan signifikan dari SWI. Yangpertama mencakup materi dan dokumen.
Lima boks buku-buku, brosur, dokumen panduan, perundangan, dan informasi lain dikirim ke
Indonesiadan menjadi warisantertulisdari pengalaman AS(dan SW1). Yangkeduameliputi hubungan
profesional antarapeserta SWI dan profesional pengelolaan kelautan dan pesisir di Amerika Serikat.
Jalur ini merupakan jaur terbuka, médalui jalur ini terjadi arusinformasi komunikasi dua arah sehingga
kerjasama antara kedua negara dapat ditingkatkan. Ketiga, dan mungkin merupakan hasil paling
penting ditinjau secara individu, adalah pengetahuan dan visi yang kini tersimpan di benak peserta
SWI dalam hal pengelolaan pesisir dan kelautan terpadu. Yang dimaksud dengan “terpadu” di sini
berhubungan dengan integrasi badan pemerintah secaravertikal dan horisontal, infor masi teknologi
terpadu dan pembagiannya, danintegrasi dan kewenangan publik dan LSV sebagai hasil daritigapuluh
tahun AS mengimplementasikan UU Pengelolaan ZonaPesisir tahun 1972.

5.2 Rekomendasi Program Hasil dari Studi Wisata Internasional
ke Amerika Serikat

1. Dengan ditandatanganinya Memorandum Kesepahaman pada saat SWI, diharapkan terjadi
pertukaran informasi dan personil yang sangat berharga. Hal ini harusaktif dilaksanakan antara
kedua penandatangan. Proyek Pesisir harus membantu mitra Indonesianya dalam
mengimplementasikan MOU ini dan akses sumberdaya yang tercakup di dalamnya. Termasuk
jugamelanjutkan koordinasi bantuan antara TPKAPS dan program pengelolaan pesisir dan teluk
berbasis DAS di Kalimantan Timur. Meliputi juga kelanjutan Proyek Pesisir melalui jaringan
Coastal ResourcesCenter (CRC) Universitas Rhode Island untuk meningkatkan hubungan yang
terjalin dan dukungan pada kerjasama melalui pdaksanaannya. Kesempatan khusus dan janji
kerjasamadan dukungan dari Pengelolaan Pesisir Kelautan dan Pesisir Kantor NOAA.

Dalam menjalankan Strategi Kelangsungan Proyek Pesisir, di mana mungkin dan konsisten,
bantuan khusus harus diberikan untuk melaksanakan MoU hasil dari SWI. Bantuan ini tidak
akan bermanfaat jika tidak dikuatkan lagi dengan inisiatif independen dan mandiri dari badan
pemerintah yang merupakan pihak penandatangan MoU. Disarankan bagi semualembagayang
dicantumkan dalam MoU untuk membuat prioritas dalam anggaran tahunan mereka untuk
kegiatan lanjutan berkaitan dengan MoU.

2. Banyak kontak profesional dan tawaran untuk bertukar informasi dan bantuan terjalin selama
studi wisata di luar MoU yang resmi. Mereka juga mewakili sektor-sektor yang penting demi
mendapatkan bantuan jenislain bagi pengembangan program pengelolaan pesisir di Indonesia.
Proyek Pesisir dan mitra Proyek Pesisir (misalnya, peserta SWI) harus aktif menindaklanjuti
hubungan tersebut sesuai dengan tujuan pengelolaan zonapesisir Indonesia.

3. Bahan yang didapat selama studi wisata harus disebarluaskan (lihat Lampiran H) di antara
pengdolaan pesisir Proyek Pesisir dan mitrakelautan di Indonesiadan dipromosikan pada seminar
dan kegiatan lain yang sesuai. Proyek Pesisir harus mengevaluasi bahan yang didapat dan
mengidentifikasi mana yang cocok untuk ditiru dan didistribusikan lebih luaslagi. Selain itu,
salinan dari seluruh bahan harusdisimpan dalam perpustakaan Pusat Kajian SumberdayaPesisir
dan Lautan (PKSPL) di IPB (partner nasional dari Proyek Pesisir) dan salinan dari laporan ini
harusdisebarluaskan ke seluruh Jaringan Perguruan Tinggi Kelautan Indonesia (INCUNE).

4. Peran UU Pengelolaan Zona Pesisir Amerika Serikat dalam mengembangkan dan
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mengintegrasikan pengelolaan pesisir di AS sangat dalam. Melalui UUPZP, pemerintah pusat
berperan dalam menggerakkan pemerintah negara bagian dan lokal untuk menegakkan
kewenangan mereka atas sumberdaya pesisir sekaligus memenuhi standar minimum lewat
sertifikasi sukarela untuk proses yang transparan, peran publik dan perlindungan kepentingan
masyarakat. Melalui jalur nasionalnya, Proyek Pesisir harus menjamin usaha untuk
mengembangkan perundangan sejenisditingkat pusat. Usahaini harusdiimplementasikan dalam
persekutuan dengan peserta SW1 yang saat ini menjadi kund “memori kelembagaan” yang mana
gagasan SWldapat diwujudkan dalam perundangan pengelolaan zonapesisir Indonesiadi tingkat
pusat, propinsi, kabupaten dan lokal.

Perundangan pengelolaan pesisir negara bagian dan lokal merupakan implementasi aktual dan
perangkat pembuat keputusan bagi pengelolaan pesisir di AS. Proyek Pesisir harus mendukung
pengembangan perundangan pengelolaan pesisir model propinsi dan kabupaten sesuai dengan
standar minimum dan mencapai tujuan pengelolaan pesisir.

Pelajaran yangditerimayangdijelaskan secaragaris besar padalaporan ini datanglangsung dari
pengalaman SV 1 dan observasi pesertaselamaperjalananan. Pelajaran tersebut harusdiperiksa
ulang secarateliti selamakontekspengembangan KerangkaKerjaLimaTahun Proyek Pesisir. Di
manamungkin, sumber dayadan tugasproyek harusberjalan sejajar dengan pelajaran tersebut.
Pelajaran ini harusmemperkokoh inisiatif dan program Proyek Pesisir pada setiap kesempatan,
terutamadalam publikasi lebihlanjut dan dalam serangkaian seminar tindak lanjut baik di tingkat
pusat maupun propinsi.

Laporan ini harus disebarluaskan pada USAID dan organisasi donor lainnya dalam
memperkenalkan kesempatan yang ditemui selama SWI pada badan donor lainnya untuk
mendapat dukungan untuk kegiatan dan lebih lanjut lagi menunjukkan keuntungan dari
pertukaran multilateral.

Laporan ini sendiri menampilkan sumberdaya tak ternilai karena menunjukkan dan
menggambar kan sejumlah pendekatan akan pengelolaan pesisir yang dapat diterapkan di
Indonesia. Karena itu laporan ini harus disebarluaskan padarekan Proyek Pesisir dan badan
pemerintah untuk merangsangterjadinyadialog dan koordinasi sekitar masalah kunci.Laporan
ini harusdisampaikan padaDepartemen Kelautan dan Perikanan dan Departemen Kependudukan
dan Infrastruktur, dari mana peserta SWI berasal dan yang memiliki peran signifikan pada
perencanaan dan pengelolaan zonapesisir. Versi ringkasan dari laporan ini harusditerjemahkan
dalam bahasa Indonesiaagar bisalebih dipahami.

Dalam menciptakan program nasional yang mencakup semuaunsur yangdiperlukan bagi program
pengelolaan pesisir terpadu di seluruh Indonesia, anggaran tingkat pusat, propinsi dan kabupaten
harus disejajarkan dengan prioritas yang tepat. Laporan ini harus digunakan untuk
menginformasikan proses perencanaan dan anggaran kerja pada setiap tingkat pemerintahan,
khususnya dalam hal membuat perundangan pengelolaan pesisir di tingkat pusat, propinsi dan
kabupaten,dan mengembangkan program yang spesifik, individual seperti cagar alam laut dengan
basismasyarakat yang menawarkan potensi luar biasadalam konteksIndonesia.
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Lampiran A

Pernyataan Minat
antara

NOAA

dan

Departemen Kelautan dan Perikanan



Pernyataan Minat untuk Mendalami Kerjasama dalam Masalah
Kelautan dan Pesisir Antara Departemen Kelautan dan Perikanan RI
(DKP) dan Kantor Kelautan Nasional Administrasi Kelautan dan
Atmosfer Nasional AS (NOAA)

Menimbangbahwakedua pemerintahan tengah membahasdraft pertamadari Pernyataan Bersama
padaAgendaBersamaAS-Indonesiatentang Lingkungan Hidup yangakan meliputi masalah-masalah
pesisir dan kelautan:

Menimban g bahwa N OAAtelah berpengalaman selamatigapuluh tahun dalam urusan pesisir negara
bagian yang mengelolaurusan kelautan AS:

Menimbang pentingnyaLSM seperti misalnya Coastal ResourcesCenter UniversitasRhode Island
AS, yang mana Program Pengelolaan Sumber Daya Pesisirnya — Proyek Pesisir — memegang peran
central dan pentingdalam memandu DKP dalam pengurusan kelautan;

Mengingat, lingkungan hidup pesisir dan kelautan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat masing-masing negara;

Mengingat, konsentrasi dari kegiatan manusia yang kian besar di wilayah pesisir menyajikan
tantangan atas ekosistem pesisir dan penduduk yang bergantung padanya;

Mengingat, NOAA dan DKP merupakan pengurus negara dalam masalah lingkungan pesisir dan
kelautan;

Mengingat, ke dua pemerintahan telah memilih jalan untuk menghidupkan kepengurusan kelautan;

Kedua lembaga ini akan menilai kesempatatan demi kolaborasi yang menguntungkan kedua belah
pihak demi menyebarkan kapasitas yang layak dan pembentukan lembaga pengelolaan pesisir dan
kelautan. Pihak-pihak ini setuju untuk meneliti topik-topik kepentingan yang mungkin mdiputi namun
tidak terbatas padayang berikut:

< Mempertimbangkan hubungan kolaborasi pada: pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan yang
terlindungi termasuk; terumbu karang; monitoring dan evaluasi; analisaresiko ancaman kerusakan
pesisir dan kelautan dan perencanaan mitigasi; penanggulangan tumpahan limbah berbahayadan
restorasi; layanan ilmu dan teknis, penyuluhan; navigasi yang aman; program Bantuan Dana
Kelautan; masalah perikanan (riset, penerapan peraturan); dan pemetaan zona eksklusif dan
pengawasan;

« Memberi kesempatan untuk: penggantian personel, pelatihan dan kolaborasi; saran prosedural
dan analisakebijaksanaan bagi implementasi regional dari pengelolaan pesisir terpadu;

« Mengusulkan kerjasamaini sebagai suatu komplemen pada hubungan yang sudah terbinadengan

universitas dan LSM di wilayah tertentu, seperti Universitas Rhode Island, Proyek Pesisir dari
Coastal ResourcesCenter;
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» Melaksanakan pertemuan lanjutan untuk membahaskepentingan bersama;

* Meneliti kemungkinan untuk menjalin memorandum kesepahaman yang tidak mengikat bagi
kegiatan bersamadi masayang akan datang;

» Pernyataan minat ini bukan merupakan dokumen yang mengikat secara hukum dan tidak
mengandung sumberdaya.

Sarwono Kusumaatmadja D. James Baker
Menteri Under Secretary for Oceans and Atmosphere
Departemen Eksplorasi Kelautan
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Lampiran B

Memorandum Kesepahaman

antara

Universitas Rhode Island

dan

Departemen Kelautan dan Perikanan



MEMORANDUM KESEPAHAMAN
OLEH DAN ANTARA:

COASTAL RESOURCES CENTER (CRC), UNIVERSITAS RHODE ISLAND,
GRADUATE SCHOOL OF OCEANOGRAPHY, NARRANGANSETT, RHODE
ISLAND, AMERIKA SERIKAT

DAN

DIREKTORAT URUSAN PESISIR, PANTAI DAN PULAU-PULAU KECIL,
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN, JAKARTA, INDONESIA

Mengingat: CRC didirikan pada tahun 1971. Pusat studi ini dibuat untuk merancang strategi demi
pengelolaan lingkungan pesisir yang efektif di seluruh dunia. Tujuan CRC diwujudkan melalui
serangkaian tindakan dalam program lapangan, riset dan pendidikan, komunikasi, dan pelatihan
dan penyuluhan; dan

Mengingat: Padaawal tahun 2000, Pemerintah Indonesiamembentuk departemen baru bernama
Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mengintegrasikan wewenangdan pengambilan keputusan
dalam masalah kelautan pada satu badan nasional. Di bawah kementrian ini, suatu Direktorat Urusan
Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil didirikan untuk menyusun dan menerapkan pendekatan efektif
atas pengelolaan pesisir dan kelautan terpadu; dan

Mengingat: Pemerintah Indonesiabekerja samadengan Pemerintah AS sebagai rekan dalam Proyek
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Indonesia (Coastal ResourcesManagement Project), sebuah proyek
pengelolaan pesisir berjangka 7 tahun yang didanai bersama oleh United Agency for International
Development (USAID) dan Pemerintah Indonesia; dan

Mengingat: CRMP Indonesiadiimplementasikan mdalui Coastal Resources Center (CRC) Universitas
Rhode Island dan CRC-URI telah mengikatkan dirinya pada kelangsungan kerjasamajangkapanjang
dengan lembagadi Indonesiadalam mencapai tujuan dan cita-citabersama.

Bersama ini disetujui bahwa:

CRC dan Direktorat Urusan Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kedil setuju untuk mempelajari cara
untuk berbagi pengalaman dan informasi sehubungan dengan pengelolaan, perbaikan dan
perlindungan pesisir, daerah estuaria, teluk dan perairan.

Kerjasama ini bisa mdiputi setiap bidang pengelolaan pesisir atas kepentingan bersama, termasuk
namun tidak terbatas pada pengembangan kebijakan nasional; penyuluhan dan keterlibatan
masyarakat; praktik-praktik manajemen terbaik bagi pembangunan; monitoring program dan
lingkungan; dan masalah teknis.

Kerjasamabisaberupaprogram atau ilmiah dan mencakup:

« Kunjungan balasan oleh pengelolapesisir, peneliti dan mahasiswa;

¢ Analisariset dan kebijaksanaan terapan;
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e Tinjauan mengenai materi dan rancangan; dan
» Tindakan lain yang berpangkal padakeuntungan bersama.

Selanjutnya, parapihak dalam perjanjian ini mengetahui bahwa:

Setiap proposal kegiaan bersamayangmerupakan bagian dari MOU ini harusdiajukan untuk disetujui
dan diintegrasikan padakerangka kerjakeduapihak.

Implementasi dari setiap kegiatan bersama harus bergantung pada persetujuan kedua pihak untuk

menjalankan kegiatan tersebut. Persetujuan akan diberikan, dengan dasar:

» Konsistensi dari tujuan kegiatan yang diajukan terhadap tiap pihak dan M oU; dan

» Kesediaan dan persetujuan parapihak untuk mengalokasikan sumber intern yang diajukan untuk
kegiatan tersebut dan/ atau mencari dana dari sumber lain yang akan memberikan alokasi
sumberdayauntuk melakukan kegiatan tersebut.

Kegiatan khusus yang disetujui oleh keduapihak harus dinyatakan secara tertulis dalam perjanjian
yang mengemukakan dan secarajelasmenjelaskan peran, tanggungjawab dan kontribusi tiap pihak
sehubungan dengan kegiatan tersebut. Begitu perjanjian ditandatangani oleh para pihak, dokumen
ini akan berperan sebagai instrumen penggerak bagi kegiatan bersama.

Salah satu pihak dapat, kapan saja, mengakhiri perjanjian ini.

MOU ini berlaku selamalima (5) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/ diperbaharui
atas persetujuan ke duapihak secaratertulis.

Dengan ini perjanjian ditandatangani tanggal 18 September 2000

Pihak-pihak
UniversitasRhode Island Departemen Kelautan dan Perikanan
Dr. Robert Carothers Sarwono Kusumaatmadja
Rektor Menteri
UniversitasRhode Island Direktorat Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil
Pusat Sumber Daya Pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan
Mr. Stephen B. Olsen Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS
Direktur Direktur Jenderal
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Lampiran C

Memorandum Kesepahaman
antara

Rhode Island Coastal Resources
Management Council

dan

Propinsi Lampung



MEMORANDUM KESEPAHAMAN
ANTARA

COASTAL RESOURCES MANAGEMENT COUNCIL
WAKEFIELD, RHODE ISLAND

DAN

BADAN PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG (BAPPEDA),
INDONESIA

Mengingat, Coastal ResourcesManagement Council (CRMC) telah berpengalaman selama 30 tahun
dalam merencanakan dan mengimplementasikan program terpadu bagi peestarian, perlindungan,
pembangunan dan bilamungkin perbaikan sumberdaya pesisir Rhode Island bagi generasi masakini
dan penerusnya; dan

Mengingat, Rhode Island merupakan bagian dari US National Oceanic and Atmospheric
Administration dan program NegaraBagian dijalankan melalui CRMC; dan

Mengingat, pemerintah federal melalui US National Oceanic and Atmospheric Administration dan
United Agencyfor International Development tertarik untuk berbagi pengalaman mengenai Program
Pengelolaan Pesisir Nasional secarainternasional; dan

Mengingat, Coastal Resources Management Council (CRMC) tertarik untuk berbagi pengalaman
dan mempelajari hasil program dari negara lain; dan

Mengingat, Pemerintah Indonesiabekerjasamadengan Pemerintah ASsebagai rekan pada Coastal
Resources Management Project (CRMP), suatu proyek pengelolaan pesisir berjangka tujuh tahun
yang didanai bersama oleh United State Agency for International Development (USAID) dan
Pemerintah Indonesiadan diimplementasikan melalui Coastal ResourcesCenter UniversitasRhode
Island; dan

Mengingat, Propinsi Lampung merupakan fokus dari CRMP untuk mengelola lahan pesisir dan
perairan dan BAPPEDA Lampungtertarik dalam berbagi pengalaman dan mempelajari hasil program
dari negaralain.

Bersama inidisetujui bahwa:

a) CRMC dan BAPPEDA Propinsi Lampung setuju untuk mempdajari cara-caraberbagi pengalaman
dan informasi sshubungan dengan pengelolaan, perbaikan dan perlindungan ataspesisir, daerah
estuaria, teluk dan perairan.

b) Kerjasamabisaberupaprogram atau inisiatifilmiah atas keuntungan bersama, seperti:

B Kunjungan balasan;
B Analisariset dan kebijaksanaan terapan;
B Kegiatan lain yang berazaspadakeuntungan bersama.
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Implementasi: Implementasi dari setiap kegiatan bersamaharusdisetujui oleh kedua pihak untuk
menjalankan kegiatan tersebut. Setelah suatu kegiatan khusus disetujui oleh kedua pihak, selembar
surat perjanjian harusdibuat yang mengemukakan secarajelasperan,tanggungjawab dan kontribusi
tiap pihak sehubungan dengan kegiatan tersebut. Begitu perjanjian ditandatangani oleh parapihak,
dokumen ini akan berperan sebagai instrumen penggerak bagi kegiatan bersama.

Pemutusan: Salah satu pihak dapat, kapan saja, mengakhiri perjanjian ini.
Masa berlaku: MoU ini berlaku selamalima (5) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/

diperbaharui atas persetujuan ke duapihak secaratertulis.

Dengan ini perjanjian ditandatangani tanggal 20 September 2000

Pihak-pihak
Michael M. Tikoian Dr.lIr. Rokhmin Dahuri, MS
Wakil Dirjen Rl Coastal Resources Direktorat Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil
Management Council Departemen Kelautan dan Perikanan
Grover J. Fugate Harris Hasyim
Direktur Eksekutif Ketua
RI Coastal Resources M anagement Council BAPPEDA Lampung
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MEMORANDUM KESEPAHAMAN
ANTARA

PUGET SOUND WATER QUALITY ACTION TEAM
OLYMPIA, WASHINGTON
NEGARA BAGIAN WASHINGTON

DAN

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, INDONESIA

Mengingat, Puget Sound Water Quality Action Team telah berpengalaman selama15 tahun dalam
perencanaan dan penerapan program terkoordinasi demi melindungi dan perbaikan kualitasair dan
sumberdayabiologisdi wilayah Puget Sound; dan

Mengingat, program Puget Sound Water Quality Action Team merupakan bagian dari Program
Daerah EstuariaNasional LembagaPerlindungan Lingkungan AS; dan

Mengingat, pemerintah federal melalui Lembaga Perlindungan Lingkungan (EPA) dan United State
Agency for International Development (USAID) tertarik untuk berbagi pengalaman secara
internasional dalam program daerah estuarianasional; dan

Mengingat, Puget Sound Water Quality Action Team merasa tertarik untuk berbagi pengalaman
dan mempelajari hasil program padanegaralain; dan

Mengingat, Pemerintah Indonesia bekerjasamadengan Pemerintah ASrekan pada Coastal Resources
Management Project (CRMP), suatu proyek pengelolaan pesisir berjangkatujuh tahun yang didanai
bersama oleh United State Agency for International Development (USAID) dan Pemerintah Indonesia
dan diimplementasikan melalui Coastal ResourcesCenter Universitas Rhode Island; dan

Mengingat, Propinsi Kalimantan Timur merupakan fokusdari CRMP untuk mengelolalahan pesisir
dan daerah estuaria dan tertarik dalam berbagi pengalaman dan mempdajari hasil program dari
negaralain.

Bersama ini disetujui bahwa:

c) Puget SoundWater Quality Action Team dan Propinsi Kalimantan Timur setuju untuk mempelajari
cara-cara berbagi pengalaman dan informasi sehubungan dengan pengelolaan, perbaikan dan
perlindungan atas pesisir, daerah estuaria, teluk dan perairan.

d) Kerjasamabisaberupaprogram atau inisiatif ilmiah atas keuntungan bersama, seperti:

R Kunjungan balasan;
B Analisariset dan kebijaksanaan terapan;
R Kegiatan lain yang berpangkal pada keuntungan bersama.

Implementasi: Implementasi dari setiap kegiatan bersamaharusdisetujui oleh keduapihak untuk
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menjalankan kegiatan tersebut. Setelah suatu kegiatan khusus disetujui oleh kedua pihak, selembar
surat perjanjian harusdibuat yang mengemukakan secarajelasperan, tanggungjawab dan kontribusi
tiap pihak sehubungan dengan kegiatan tersebut. Begitu perjanjian ditandatangani oleh parapihak,
dokumen ini akan berperan sebagai instrumen penggerak bagi kegiatan bersama.

Pemutusan: Salah satu pihak dapat, kapan saja, mengakhiri perjanjian ini.

Masa berlaku: MoU ini berlaku selamalima (5) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/
diperbaharui atas persetujuan ke duapihak secaratertulis.

Dengan ini perjanjian ditandatangani tanggal 21 September 2000

Pihak-pihak
Laksmana (Pur) Busran Kadri M. Asli Amin
Dirjen Ketua
Direktorat Monitoring, Pengawasan dan BAPPEDA Kalimantan Timur

Penerapan
Departemen Kelautan dan Perikanan

Nancy McKay
Ketua
Puget Sound Water Quality Action Team
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Biografi Peserta

SARWONO KUSUMAATMADJA

Menteri Eksplorasi Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Indonesia
Menteri Sarwono adalah Menteri pertama di Kementerian Eksplorasi Kelautan dan Perikanan
yangdibentuk padatahun 1999 dengan Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid, dan disetujui
oleh pemerintah Indonesia. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup
dan menyukai penyelaman SCUBA. Beliau fasih berbahasa Inggris.

ROKHMINDAHURI

Direktur Jenderal Urusan Pesisir, Pantai dan Pulau-PulauKecil

DepartemenKelautan dan Perikanan
Rokhmin Dahuri mendapatkan gelar sarjana di bidang Biologi Perikanan dan Manajemen dan
gelar M.Sc dari Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dari Institut Pertanian
Bogor. Beliaumenerima Ph.D dari Manajemen Zona Pesisir UniversitasDalhousie di Nova Scotia
tahun 1991, dan merupakan peserta dalam Kuliah Musim Panas di bidang Pengelolaan Pesisir
di Coastal ResourcesCenter tahun 1996 di University of Rhode Island.

Sebdum bergabungdengan Kementerian Eksplorasi Kelautan dan Perikanan, beliau bertugas
sebagai Wakil Rektor Perguruan Koperasi Agribisnis; Pembantu Dekan Urusan Akademis dan
Penelitian, Fakultas Perikanan; dan Direktur Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan
(PKSPL) di Institut Pertanian Bogor. Padatahun 1995 beliau menerima penghargaan Pengajar
Teladan Indonesia dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau juga
duduk pada dewan editor padaberbagai jurnal ilmu pengetahuan internasional maupun nasional,
dan telah menerbitkan sejumlah terbitan termasuk jurnal, makalah, laporan dan buku-buku
dengan berbagai subyek yang berhubungan dengan isu-isu pesisir dan kelautan. Beliau fasih
berbahasa Inggris.

LAKSAMANA MUDA BUSRAN KADRI

Direktur Jenderal Pengawasan dan Perdindungan Laut

Departemen Kelautan dan Perikanan
LaksamanaMudaKadri mendapatkan pendidikan dan pdatihan di Sekolah Pertahanan Nasional
Indonesia, Pendidikan Tugas Gabungan dari Angkatan Bersenjata dan Akademi Maritim
Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Deputi Operasi padaStaf Angkatan Laut; Komandan
Satuan Tugas Pengamanan — Kelompok Barat; Kepala Staf Kelompok Tempur Armada Laut
Timur; Komandan Unit Skuadron Kapal Patroli Cepat Armada Timur; dan pernah bertugas
sebagai komandan padakapal perang.

Jalur karir militer bdiau membuatnya cocok duduk sebagai Direktur Jenderal Penerapan dan
Perlindungan Kelautan di Kementerian baru ini, karena sanksi hukum merupakan isu utamadi
seluruh kepulauan Indonesia.

DR. ALEX RETRAUBUN

Direktur Urusan Pulau-Pulau Kecil

Direktur Jenderal Urusan Pesisir, Pantai dan Pulau-PulauKecil
Alex Retraubun mendapat gelar sarjana dari Fakultas Perikanan di Institut Pertanian Bogor;
dan gelar Master pada Pengelolaan Pesisir daerah Tropis, dan gelar Ph.D pada Ekologi Kelautan
dari UniversitasNewcastledi Inggris.
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Selain bertugassebagai Direktur Urusan Pulau-Pulau Kecil, beliau adalah Kepala Laboratorium
Sumber Daya Perikanan dan Koordinator untuk Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan
padaUniversitas Pattimura. Sebelumnya beiau menjabat sebagai kepala Laboratorium Biologi
Kelautan dan sebagai pengajar padauniversitas.

Dr. Retraubun tercatat sebagai imuwan, akademisi dan manajer di bidang sumberdaya kelautan
dan pesisir. Beliau telah menulis sejumlah artikel nasional maupun internasional, termasuk
jurnal, makalah, laporan dan buku-buku yangberhubungan dengan ilmu danteknologi kelautan.

IR. RUCHYAT DJAKAPERMANA
Direktur Perencanaan Spasial, Departemen Kependudukan dan Pengembangan Wilayah
Kami mohon maaf tidak mendapatkan informasi mengenai Ir. Ruchyat Djakapermana.

HARRIS HASYIM

Ketua, Badan Perencanaan (BAPPEDA)Propinsi Lampung
Harris Hasyim mendapatkan gelar sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor, dan gelar
masternya di bidang Studi Perencanaan Wilayah dan Pembangunan dari ISS di The hague,
Belanda. Tahun 1982, di UniversitasLampung, bdiau menerimaPenghargaan Pengajar Teladan
dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Di Universitas Lampungbeliau menjabat sebagai Wakil Rektor, Dekan Fakultas Pertanian dan
Wakil Direktur Divisi Penelitian Pengembangan Komunitas. Sebelum menjadi Ketua Badan
Perencanaan Wilayah Lampung, beliau menjabat sebagai Wakil Kepaladan Kepala Seksi urusan
Ekonomi.

Hasyim secararesmi mewakili Gubernur Propinsi Lampungpada Studi Wisataini.

M. ASLI AMIN

Ketua, Badan Perencanaan Propinsi Kalimantan Timur
Asli Amin menerimagelar sarjana Antropologi dari Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur.
Selainmengepalai Badan Perencanaan Kalimantan Timur, beliaujugamenjabat sebagai peneliti
pada masalah pembangunan untuk badan tersebut. Beliau juga bekerja pada sebuah lembaga
pemerintah sebagai Asisten Ketua Kesgahteraan Sosial, Asisten Ketua Kesejahteraan Masyar akat,
kepalabiropembangunan sosial dan anggota DPRD Kalimantan Timur.

Selama menjabat sebagai pegawai pemerintah, beliau mengembangkan keahlian pada
pembangunan pedesaan dan wilayah lewat berbagai topik-topik pelatihan seperti lingkungan
hidup, peran perempuan di wilayah pedesaan, sistem keamanan sosial, dan infrastruktur
perjalanan pariwisata. Amin mendapatkan medali penghargaan dari Organisasi Pramuka
Nasional tahun 1984 dan 1988 dan telah dianugerahi Lencana Kehormatan RI, dan Lencana
Kehormatan Revolusi RI.

Amin secararesmi mewakili Gubernur Propinsi Kalimantan Timur pada Studi Wisataini.

JA SURUAN
Ketua, Badan Perencanaan Propinsi Sulawesi Utara
Kami mohon maaf tidak mendapat informasi mengenai JA Suruan.
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Evaluasi Peserta IST

Evaluasi Akhir

1

Pendekatan

Dalam merancang setiap kegiatan pelatihan, sangat penting untuk dapat menilai keefektifan hasil
yang dicapai. Menilai hasil kadang lebih sulit untuk pelatihan yang berkaitan dengan tujuan
kebijaksanaan karena panjangnya jadwal. Namun ada beberapa cara untuk memastikan catatan
informasi dan hubungan yang terjadi antara informasi yang disajikan dan kebutuhan yang harus
dicapai. Satu unsur yangjugapenting bagi pendidikan adalah pengulangan informasi yangditerima
dalam jadwal yang singkat — sebagai contoh selama duapuluh empat jam sampai empatpuluh delapan
jam. Juga amat penting bagi peserta pelatihan untuk menyusun rencana untuk menerapkan informasi
yang baru diterima saat informasi tersebut masih segar dalam ingatan mereka. Dalam mencapai
keduanya, Proyek Pesisir menggunakan dualangkah pendekatan.

(a

(b)

Konkuren, evaluasi informal dan kesimpulan— bukannya menempatkan diskusi atau perencanaan
sampai setelah peserta kembali ke Indonesia ketika informasi banyak yang sudah terlupakan,
Studi Wisata Proyek Pesisir ke Amerika Serikat menggunakan pendekatan belajar secara
berkesinambungan. Sebelum melaksanakan setiap bagian perjalanan, diberikan pengarahan untuk
menjelaskan tujuan dari kunjungan yang akan dilakukan dan untuk memberikan latar belakang
konteks masalah yang disajikan. Pengarahan ini diberikan dalam grup diskusi dalam berbagai
bentuk tahapan yang akan menggabungkan berbagai komponen tematik yangberbeda.
Evaluasi struktur semi formal dan rapat kerjayangberorientasi padapenemuan — di pertengahan
hari-hari terakhir dan di akhir wisata, diskusi semi formal dilakukan untuk merangkum pelajaran
yangsudah diterima. Menggunakan orientasi penemuan atau pendekatan terarah, peserta akan
diajak untuk meneliti pengalaman merekadan penerapan apayangbisadilakukan di Indonesia.
Di akhir wisata evaluasi terakhir dilaksanakan tepat sebelum pesertakembali kelndonesia, dengan
memberikan survei sederhana(tiga pertanyaan) untuk mendapatkan masukan dari peserta wisata.
Survei ini dilaksanakan untuk peror angan dan tanggapan dibicarakan dalam kelompok untuk
mendapatkan gagasan dan perspektif antara peserta SWI. Peserta digjak untuk menyiapkan
ringkasan sekembalinyamerekadi Indonesiauntuk dibagikan padapenduduk setempat.

Tigapertanyaan yang disampaikan padaparapesertaadalah:

(a)
(b)
(c)

2.

Tigahal apa yang paling Andasukai dari wisataini?
Tigahal apa yang kurang Andasukai dari wisata ini?
Tigatindakan apayang akan segera Andatangani setibadi Indonesia?

Temuan-temuan

Tanggapan dari ketiga pertanyaan tsb disajikan sbb:

(a)
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Tigahal apa yang palingandasukai dari wisataini?

* Penjelasan tentang perencanaan pengelolaan dan pengetahuan tentang bagaimana
penerapannyadi AS.

» Koordinasi antar organisasi dan bagaimana perlunyamencapai tujuan.



(b)

(c)

« Kepentingan penggunaan ganda dan pelestarian perencanaan penggunaan ganda bagi
pembangunan perairan dan pelabuhan.

« Kesempatan untuk menjalin MoU dengan mitra Amerika Serikat.

« Lokasi yang bagus dan sesuai dan tempat studi wisata menolong mengembangkan visi apa
yang sebenarnyadibutuhkan Indonesia.

« Wisata menimbulkan banyak gagasan baru, khususnya bagaimana memperbaiki fokus
kebutuhan pesisir dan laut dan bukan hanya pada kegiatan-kegiatan yang berbasislahan.

* Memperjelastujuan-tujuan padakebutuhan kitauntuk lebih fokusdan pesan-pesan yangkita
butuhkan untuk disampaikan kepada parakonstituen di Indonesia.

« Pendekatan yang sistematis pada pengelolaan pesisir di Amerika Serikat untuk disampaikan
padaotonomi daerah di Indonesia.

« Tempat dan orang yang terpilih untuk pertemuan sangat tepat untuk pengelolaan pesisir
Indonesia.

e Struktur perjalanan yang sistematis.

Tigahal apa yang kuranganda sukai

» Lokasi yang dikunjungi sangat tersebar, 4 sudut negara AS — terlalu jauh untuk melakukan
perjalanan sehinggajadwalnya sangat padat.

e Orang-orang yang ditemui amat sesuai, tapi semuanya berasal dari bidang lingkungan
pengelolaan pesisir. Akan lebih berguna bila dapat bertemu dengan orang-orang dari
departemen lain dengan tanggung jawab yang berbeda seperti pengembangan ekonomi,
pembangunan infrastruktur, dan prencanaan-perencanaan lain.

« Pengaturan perjalanan ini kurang memenuhi standar. Sarana perjalanan kurang memadai,
sebagai contoh terbang dengan kelasbisnistidak akan melelahkan dengan jadwal ketat seperti
ini.

Tigahal apa yang akan segera Anda tangani ketika Anda kembali untuk memulai

tindakan?

* Segeramembuat rencanauntuk menerapkan pengelolaan zona pesisir dan kelautan.

* Menindaklanjuti dan menerapkan MoU dengan rekan-rekan.

» Bekerjasamadengan Proyek Pesisir, mengadakan seminar satu hariuntuk penduduk setempat.

* Mengundang pembuat UU dan bekerjasamadengan Proyek Pesisir mengembangkan lokakarya
dan seminar penyuluhan masyarakat.

« Melaporkan kepadagubernur apayangdilihat dan dipelajari padawisata ini dan pentingnya
lingkungan pesisir untuk memberikan dukungan tambahan pada pengelolaan pesisir.

« Memastikan anggaran untuk manajemen pesisir telah dimasukkan dalam anggaran pemerintah
daerah di berbagai propinsi.

* Melaporkan pada M enteri mengenai pentingnya Indonesiabelajar dari AS.

e Segeramemulai kampanyetentang hal-hal pentingyangdipelajari selamawisata, khususnya
bagaimanamelakukan koordinasi yang lebih baik antar departemen.

« Membuka pembicaraan dengan pemerintah daerah mengenai pengelolaan pesisir terpadu
karenasekarangjeasperan pemerintah pusat adalah sebagai fasilitator penerapan padatingkat
daerah.

« Membuat laporan mengenai pentingnya pemberian kode-kode daerah dan rencana pemetaan
untuk daerah pesisir.

« Mengundang orang-orang penting ke kantor dan berdiskusi/ mengidentifikasi kepentingan
nasional sehubungan dengan pelajaran dari studi wisata termasuk juga apa yang harus kita
lakukan dan apa yang harusmereka lakukan.

 Memfokuskan pada pembuatan pedoman pengelolaan pulau-pulau kecil termasuk pelajaran
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dari FloridaKeys.

Secara formal meminta dukungan Proyek Pesisir dalam mendapatkan buku dan pedoman
lainnyayang akan sangat bergunadalam menerapkan beberapapelajaran yang diterima.
Membantu mengembangkan UU pengelolaan zona pesisir di Indonesia.
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Jadwal Harian Studi Wisata

WASHINGTON, D.C.

Hari 1. Selasa, 12 September 2000
5:48 pm, Mendarat di Lapangan Udara National Regan, Washington, D.C. dengan pesawat
Northwest Airlines, penerbangan no. #224.

Berangkat ke Hotel Washington Monarch
2401 M Street, N.W.

Washington, D.C. 20037

Tel. 202.429.2400

Fax. 202.457.5010

Pesertamenikmati santap malam mereka di Hotel Monarch atau di restoran sekitar hotel (daftar
restoran tersediapada paket pengarahan)

Hari 2: Rabu, 13 September 2000
8:00 am —10:30 am, Sarapan dan Sambutan (Ruang Rapat Linden, Hotel Monarch)

Pengantar: Dr. lan Dutton, Chief of Party, Proyek Pesisir

Sarapan

Sambutan; Perspektif mengenai Program Pesisir AS, Ms. Lynne Hale, Wakil Direktur, Coastal
ResourcesCenter

Pengenalan Pesertadan Harapannya, Dr. Rokhmin Dahuri, Direktur Jenderal Wilayah Pesisir,
Pantai dan Pulau-pulau Kecil

Sejarah SWI dan Implikasinya untuk Kebijakan Pesisir Indonesia, Mr. Maurice Knight,
Penasehat Senior Bidang Kebijakan, Proyek Pesisir

10:45am, Berangkat ke kapal motor “Finished Business’

11:30 am — 2:30 pm, Diskusi, Kunjungan Lapangan, dan Makan Siang sepanjang perjalanan
mengarungi Sungai Potomac di atas kapal Finished Business.

Peserta akan menyaksikan secara langsung masalah pesisir dan bertemu dengan tamu dari
pemerintah Amerika Serikat, LSM yang bekerjadi Indonesia, yayasan dan bank pembangunan.
2:30 pm —4:00 pm, Waktu Bebas

4:00 pm, Berangkat ke Departemen Luar Negeri

4:00 pm — 5:30 pm, Rapat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat

Peserta dari Indonesia memberikan keterangan pada pejabat AS mengenai perkembangan di
Indonesia dalam hal pengelolaan pesisir dan mempelajari bagaimana tugas Departemen Luar
Negeri berkenaan dengan pengelolaan sumberdayalaut dan pesisir Indonesia, termasuk Inisiatif
Lingkungan Hidup AsiaPasifik Timur, Program Kelautan, Inisiatif Terumbu Karang Internasional,
inisiatif perubahan iklim global, dan Agenda Bersama Indonesia— ASuntuk Lingkungan Hidup.
Ms. Mary Beth West, Sekretaris Pembantu Deputi bidang Kelautan

Ms. Lisa Brodey, Pejabat Luar Negeri, Program Kelautan

Mr. James Caruoso, Pejabat Wilayah Indonesia, Biro Asia Pasifik Timur

Mr. David Hogan, Pejabat Luar Negeri, Bidang Konservasi Kelautan

Mr. Bruce Malkin, Pejabat Luar Negeri Regional, Biro AsiaPasifik Timur

Hari 3: Kamis, 14 September 2000
8:00 am, Berangkat ke Rapat NOAA
8:30 am — 11:30 am, Pengarahan mengenai Administrasi Atmosfer Kelautan Nasional (NOAA)
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Pengarahan ini berisi gambaran program pengelolaan pesisir nasional Amerika Serikat dan
mekanisme secarahukum, teknisdan finansial di mana pemerintah federal berhubungan dengan
pemerintah dan program pengelolaan wilayah.
e Sambutan dan Perangkat Pembantu Keputusan untuk Resiko Berbahaya dan Penilaian
Ketakberdayaan, Ms. Margaret Davidson, Pembantu Administratur, Badan Kdautan Nasional
» Program Pengelolaan Pesisir Nasional dan Sumber Pencemaran Non Point, Mr. Jeff Benaoit,
Direktur, NOS Office of Ocean & Coastal Resource Management
» Penanganan, Penanggulangan, dan Pencemaran Limbah Berbahaya, Mr. David Kennedy,
Direktur, NOS Office of Response and Restoration
e Mengelola Perikanan Federal; Penerapan Perikanan Antar Yurisdiksi, Data Perikanan dan
ProsesInformasi, Mr. Trent Lamar, Pembantu Administratur, National MarineFisheries Service
* The Seagrant Program, Mr. Ron Baird, Direktur, SeaGrant, Kantor Oceanic & Atmospheric
Research
» Diskusi Penutup, Mr. Charles Ehler, Direktur, Kantor Bidang Kelautan Nasional Program
Internasional
Latar Belakang: NOAAmerupakan bagiandari Departemen Perdagangan AS. Misi utamaNOAA
adalah menerangkan dan memprediks perubahan pada lingkungan hidup bumi dan sekaligus
juga melestarikan dan secara bijak mengelola sumberdayapesisir dan laut AS. Selain itu NOAA
jugamemperkuat hubungan antarapemanfaatan lingkungan hidup dan perkembangan ekonomi.
Lewat Kantor Kelautan Nasional (NOS), NOAA mengembangkan dan menyebarkan kebijakan
pengelolaan kelautan dan pesisir secara efektif sekaligus menjembatani celah antara ilmu,
pengelolaan, dan kebijakan publik. Kantor Perikanan Laut Nasional NOAA menjalankan program
yang mendukung konservasi domestik dan internasional dan pengelolaan sumberdaya hidup
kelautan (living marine resources). Penelitian kelautan, pesisir dan atmosfer dilaksanakan oleh
Kantor Penelitian Atmosfer dan Kelautan NOAA, baik di dalam laboratoriumnyasendiri maupun
lewat program kerjasamadengan universitas.
11:30 am —12:30 pm, Pesertabersantap siangsendiri di dalam gedung Ronald Reagan
12:45pm — 2:00 pm, Rapat dengan United States Agency for International Development (USAID)
Peserta dari Indonesia memberikan pengarahan pada pejabat USAID dan sebaliknya diberi
pengarahan mengenai prioritas AID. Masalah yang menonjol adalah: kepentingan strategis
Indonesia, kepentingan sumberdaya laut dan pesisir bagi ekonomi Indonesia, pembentukan
kementerian yang baru merupakan bentuk desentralisasi dan demokrasi, pemberian wewenang
atas perairan pesisir pada propinsi, kepentingan usaha-usaha USAID di masa lalu dalam
menciptakan perubahan tersebut, dan kepentingan masalah gender dalam agenda perkembangan
USAID.
Hattie Babbitt, Deputi Administratur
Latar Belakang: United Sates Agency for International Development merupakan lembaga
pemerintah federal yang menjalankan program ekonomi luar negeri Amerika dan bantuan
kemanusiaan. Badan ini memfokuskan pada enam areapentinguntuk pemulihan Indonesiadan
kelangsungan pembangunan: transisi demokratis, pemulihan ekonomi, pengelolaan lingkungan
hidup, kesehatan dan gizi, bantuan bahan makanan, dan lapangan pekerjaan. M engingat
pentingnya ekologi Indonesia secara global, USAID meletakkan pengelolaan lingkungan hidup
yang bertanggung jawab sebagai prioritassebagai penanganan ataskerusakan lingkungan hidup
yang makin parah selamakrisisberlangsung. Proyek Pengelolaan Pesisir Indonesia USAID-CRC,
Proyek Pesisir, mencerminkan dukungan USAID pada pemberian otoritas pengelolaan
sumberdaya. Dengan prinsip “Dari kegiatan lokal ke praktik nasional”, Proyek Pesisir kini
berlangsung di tiga propinsi dan secara nasional untuk mendapatkan cara terbaik dalam
pengelolaan pesisir untuk mencapai tujuan strategis dari desentralisasi dan memperkokoh
pengelolaan sumberdayapesisir.



Harriet C. Babbitt adalah Deputi Administratur USAID. Sebelum bergabungdengan USAID, Duta
Besar Babbitt adalah wakil tetap ASpadaOrganisasi Negara-negara Amerika (OAS) untuk periode
1993 —1997. Diabekerja samadengan wakil-wakil dari negara-negara anggota OASlainnyadan
sekretarisjenderal OASdalam membentuk organisasi yang lebih responsif dan efektif, menekankan
pada demokrasi, hak asasi, pengembangan yang berkelanjutan dan perdagangan. Duta Besar
Babbitt bertugas dari tahun 1988 sampai 1993 sebagai ketuauntuk Komite AmerikaLatin untuk
National Democratic Institute, suatu organisasi independen berafiliasi dengan Partai Demokrat
yang mempromosikan pembinaan dan pertumbuhan institusi demokratisdi negaraasing. Sebelum
bergabung dengan kantor administrasi, Duta Besar Babbitt bekerja sebagai pengacara pada
Robbins& Green, P.A.dari tahun 1974 sampai 1993.

2:00 pm, Berangkat ke pertemuan jam 2:30
(contohnya: menyeberangjalan ke Rapat Dr. Baker; berangkat naik bis ke US Capitol)

2:30 pm —3:30 pm, Rapat dengan Dr. JamesBaker, Undersecretary dan Administratur, NOAA
Mentri Sarwono Kusumaatmadja, Dr. Rokhmin Dahuri, Mr. Busran Kadri, Ms. Lynne Hale, Dr.
lan Dutton, dan Mr. Maurice Knight
Latar Belakang: Dr. JamesBaker adalah Administratur NOAA dan Undersecretary untuk Laut
dan Atmosfer, Departemen Perdagangan AS. Beliau aktif dalam Biro Terumbu Karang AS dan
menjabat sebagai Direktur Komite Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada Lembaga
Teknologi dan limu Pengetahuan Nasional dan merupakan mantan anggota Lembaga Presiden
pada Perkembangan Yang Berkelanjutan. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Presiden Lembaga
BersamaKelautan, Dekan di Fakultas IImu Kelautan dan Perikanan UniversitasWashington, dan
di fakultas-fakultas Universitas Harvard dan Universitas Rhode Island.

Mengunjungi USCapitol di waktu bebas
Dr. Alex Retraubun, Mr. Harris Hasyim, Mr. Asli Amin, Mr. J. Saruan, Mr. Deni Ruchyat

3:30 pm, Berangkat ke gedungHart Senate untuk mengikuti seminar
(contohnya: berjalan kaki dari Capitol ke Hart; berangkat naik bis dari Gedung Perdagangan ke
Hart)

4:00 pm — 6:00 pm, Seminar Publik di GedungHart Senate, dilanjutkan dengan Resepsi
Melalui presentasinya, “Era Baru Untuk Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan di
Indonesia’, Menteri Sarwono Kusumaatmadja memberikan informasi pada Komunitas
Perkembangan Internasional di Washington mengenai perubahan yangterjadi di Indonesiadan
kesempatan-kesempatan yang tersedia.

6:00 pm, Kembali ke hotel
Malam, waktu bebas

Hari 4: Jumat, 15 September 2000

8:30 am, Berangkat ke Akuarium Baltimore
Laksamana Kadri dengan Mr. Maurice Knight berangkat ke Kantor Pusat Pengawal Pelabuhan
AS

11:00 am — 1:00 pm, Wisata di Akuarium dilanjutkan dengan Makan Siang - Diskusi MejaBundar
Wisata dan diskusi akan membahas kerja sama non profit antar pemerintah dan
mempertimbangkan masalah-masalah seperti konservasi, penerangan padamasyarakat dan peran
Akuarium sebagai katalisekonomisdalam kontekspembaharuan penduduk
Mr. David Pittenger, Direktur Eksekutif
Ms. Connie Parr, Direktur Hubungan Eksternal
Mr. Glenn Page, Direktur Konservasi
Dr. Valerie Chase, Direktur Pengganti untuk Penyuluhan Konservasi
Ms. Christine DeAngelo, Kurator Mamalia Laut
Ms. Nancy Hotchkiss, Penyelenggara Pameran

72 I ——



Latar Belakang: Akuarium Nasional di Baltimore membuka pintunya untuk umum sejak tanggal
8 Agustus 1981. Saat ini, akuarium ini merupakan salah satu yangterbaik dan tercanggih dalam
hal teknologi akuarium. Arsitektur bangunannya, pamerannya, program, dan struktur
pengelolaannya dianggap sebagai contoh yang pasti di seluruh dunia. Akuarium ini sebetulnya
telah dibangun sejak pertengahan tujuhpuluhan saat Walikota Baltimore William Donald Schaefer
dan Komisaris Pembangunan Perumahan dan Komunitas Robert C. Embry mendapat gagasan
dan membuktikan bahwa akuarium merupakan komponen utama pada penataan ulang Inner
Harbor Baltimore secarakeseluruhan. Akuariumini merupakan tujuan wisatadi Maryland yang
paling banyak menghasilkan uang, dan pengaruhnyapadaNegara Bagian Maryland amat besar.
Pada tahun 1990 sebuah studi yang dilaksanakan oleh Departemen Ekonomi dan Pengadaan
Lapangan Kerjamembuktikan bahwa pengunjung Akuarium sepanjang tahun 1990 menghasilkan
128,3 jutadoalar.

1:00 pm, Meninggalkan akuarium dan berangkat ke bandaraBaltimore

2:55pm, Meninggalkan Baltimor e dengan pesawat US Airwaysnomer penerbangan #2603

5:36 pm, Tibadi Bandara Internasional Miami
Berangkat ke Resor Hawk'’s Cay
61 Hawk’s Cay Blvd
Duck key, FL 33050
Ph. 305.743.7000
Fax. 305.289.0651 —
Makan Malam sendiri di restoran di dalam resor

FLORIDA SELATAN

Daerah Perlindungan Laut Nasional Florida Keys (FKNMS) menunjukkan pengalaman ASdalam
daerah perlindungan laut (DPL) nasional, dan menonjolkan peranlembaga federal dan pemerintah
dalam hal koordinasi program, pendanaan, perencanaan, dan implementasi. Intervensi
pengelolaan pesisir yang mempromosikan pengembangan yang berkelanjutan berkenaan dengan
pariwisata, ancaman kerusakan pesisir, dan pencemaran ditunjukkan dengan penekanan pada
hal-hal spesial berkaitan dengan konteks pulau-pulau kecil. Model komunitas, universitas,
swadaya, dan keikutsertaan sektor swasta dalam pengelolaan pesisir ssmuanya menjadi bahan
telaah.

Hari 5: Sabtu, 16 September 2000

8:00 am —10:30 am, Pengarahan mengenai Daerah Perlindungan Laut Nasional Florida Keysdalam
perjalanan ke Key West
Pengarahan ini menelaah peran pemerintah pusat dan daerah dalam hal koordinasi daerah
perlindungan laut nasional, pendanaan, perencanaan dan implementasinya dengan penekanan
khususpadapengalaman DPL dengan peran sertamasyarakat.
Ms. Joanne Delaney, Penterjemah Riset, Daerah Perlindungan Laut Nasional FL Keys
Latar Belakang: Cagar Alam Nasional FL Keys (luasnya 2.800 mil laut persegi atau 9.500
kilometer persegi) meliputi perairanlaut dan pesisir, dan tanah di dasar lautnya, yang mengelilingi
teluk Florida Keys. Merupakan satu dari 13 cagar alam yang dilindungi oleh Program Daerah
Perlindungan Laut Nasional, ekosistem sub tropisini mengandung lingkungan hidup kelautan
yang spektakuler, unik, dan signifikan secara nasional, termasuk terumbu karang, rumput laut,
wilayah batuan keras, dan hutan bakau. Kompleks ekosistem ini merupakan dasar dari wilayah
pemancingan komersial dan tujuan wisata di Florida selatan. Cagar alam ini dirancang oleh
KongresAStahun 1990 sebagai reaksi dari ancaman kerusakan yangterus meningkat dari masa
depan kesehatan dan ekologi ekosistem terumbu karang. Sebagai bagian dari pembentukannya,



suatu rancangan pengelolaan yang menyeluruh dan program perlindungan kualitasdisusun untuk
Cagar Alam ini dengan melibatkan masyarakat, lembaga penasehat warganegara, dan sejumlah
lembaga federal, pemerintah dan pemerintah daerah. Pengeolaan Cagar Alam ini disusun melalui
kerjasama kooperatif antara National Oceanic and Atmospheric Administration, Departemen
Perdagangan ASdan Departemen Perlindungan Lingkungan Hidup Negara Bagian Florida dan
Komisi Konservasi Suaka Margasatwa dan Ikan Horida. Masalah yang saat ini dihadapi oleh Cagar
Alam Nasional Florida Keysadalah pemusnahan terumbu karangdan penyakit, overfishing, dan
kerusakan karang terkenaperahu, penyelam dan pendaratan kapal yangterjadi sewaktu-waktu.
Program Cagar Alam Laut Nasional dibentuk oleh Administrasi Atmosfer dan Kelautan Nasional
(NOAA). Program inidimuat dalam Buku Il Undang-undang Perlindungan Laut, Riset dan Cagar
Alam untuk berperan sebagai penjaga sistem nasional dalam wilayah perlindungan laut, dan untuk
melestarikan, melindungi, dan meningkatkan bio diversitasnya, integritas ekologis dan warisan
budaya. Program Cagar Alam Laut Nasional melanjutkan sejarah panjang Amerika dalam
melindungi sebagian wilayah khusus daratan dalam merangkul lautannya. Hal itu membawa
pendekatan ekosistem kepada perlindungan lingkungan hidup kelautan dan meningkatkan suatu
etika baru padapelayanan kelautan.

10:30 am — 11:30 am, Wisata ke Ekspedisi Kelautan yang Berkesinambungan
Latar Belakang: Ekspedisi Kelautan yang bersinambungan merupakan proyek 5-tahun dalam
eksplorasi dasar laut dan penemuan duniakelautan dengan penekanan pada cagar alam kelautan
nasional AS. Ekspedisi ini merupakan temuan dari Dr. Sylvia Earle, sarjana dan Explorer dari
National Geographic Society. Dipimpin oleh Dr. Earle, ekspedisi ini merupakan proyek dari
National Geographic Society bekerja sama dengan NOAA dan lembaga pemerintah lainnya,
industri, dan badan swasta, yang didanai oleh Richard and Rhoda Goldman Fund. Ekspedisi ini
mempunyai empat tujuan: eksplorasi dan penemuan, riset ilmiah, penggunaan teknologi dasar
laut, dan kesadaran publik akan lingkungan laut dengan menekankan padaperlindungan spesies
laut dan ekosistem.

12:15pm — 2:00 pm, Makan Siang alapiknik dengan rekan-rekan LSM Cagar Alam Nasional Florida
Keys
LSM dan juga Pusat Konservasi Kelautan, Konservasi Alam, dan Sahabat Cagar Alam berperan
aktif dalam perencanaan dan implementasi Cagar Alam Nasional Florida Keys. Peserta akan
mendapat kesempatan untuk menyelidiki keikutsertaan ini dengan pemimpin kunci dari
organisasi-organisasi tersebut.

2:30 pm —3:30 pm, WisataNaik Perahu mengelilingi Cagar Alam dan Pelabuhan Key West
Selamakunjungan lapangan peserta mendapat kesempatan untuk secaralangsung meneliti sumber
dayakelautan Florida Keys, menganalisaperangkat perlindungan sumberdayayangdipakai oleh
Cagar Alam, dan mendiskusikan tantangan dalam mengelolawilayah perlindungan kelautan yang
luasdengan penggunaan ganda.

3:30 pm — 5:00 pm, Waktu Bebas

5:00 pm, Bertemu dengan Dr. SylviaEarle
Selain karir ilmiahnya yang prestisius, Dr. Earle sangat sempurna dalam pengabdiannya yang
aktif pada konservasi kelautan dan penyuluhan publik dalam masalah-masalah kelautan. Dia akan
bertemu sejenak dengan pesertauntuk menceritakan pengalamannyatentang konservasi kelautan
baik dari perspektif pemerintah maupun swasta.

5:30 pm. Berangkat ke Resor Grand Key
3990 S. Roosevelt Blvd.

Key West, FL 33040
Ph: 305.293.1818
Fx. 305.296.6962
5:30 pm — 6:30 pm, Bersiap-siap untuk Makan Malam
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7:00 pm sampai 9:00 pm, Makan Malam dengan Mr. Billy Causey dan Staf Cagar Alam Florida Keys.
Suatu contoh fasilitasi pemerintah pusat dan federal untuk sektor swasta, komunitas, universitas
dan keikutsertaan pihak lain di luar pemerintah dalam pengelolaan pesisir akan dibahasbersama
Dr. Earle dan staf Cagar Alam FloridaKeys. Dr. JamesMurley, Direktur Pusat Masalah Penduduk
dan Lingkungan Hidup, Florida Atlantic University/Florida International University.

Hari 6: Minggu, 17 September 2000

8:30 am Coastal Management Tour di South Florida dengan rute ke Miami Beach
Tur inimemperlihatkan keberhasilan perencanaan, perizinan dan intervensi terhadap pengeolaan
wilayah pesisir dan kegagalan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sshubungan
dengan pariwisata, kerusakan pesisir, dan polusi. Perhatian khusus ditujukan pada tantangan-
tantangan dalam menghadapi isu-isu tersebut dalam konteks pengelolaan pulau-pulau kecil.
James Murley,Direktur Center for Urban and Environmental Problems, Florida Atlantic
University/Florida International

2:30 PM, Tibadi The Wave Hotel
350 Ocean Drive
Miami Beach, FL 33139
Telp.: 305.673.0401
Fax: 305.531.9385
Malam, Acarabebas

RHODE ISLAND
Agendakunjungan di Rhode Island dikonsentrasikan padaprogram-program pengelolaan pesisir
negara bagian, termasuk perspektif negara bagian terhadap desentralisasi pengelolaan wilayah
pesisirdi AS Perhatian khusus diberikan kepada proses perizinan dan persyaratan-persyaratan
yang biasa dipakai untuk mengelola pembangunan wilayah pesisir dan perspektif hukum pada
kepemilikan lahan dan penggunaan hak-hak dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan
pengelolaan pesisir.

Hari 7: Senin, 18 September, 2000

6:15am,berangkat keMiami International Airport

8:05 am, berangkat dengan American Airlines nomor penerbangan 1132, tiba di NYC/LaGuardia
Airport padapukul 10:55 am

12:20 pm, berangkat dari NYC/LaGuardia dengan American Airlines nomor penerbangan 4519
menujuProvidence, tibadi Providence padapukul 1:30 pm
Selama 20 tahun , Coastal ResourcesCenter (CRC) University of Rhode Island telah melaksanakan
pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkesinambungan. Dari kerja lapangan, CRC belajar
caramenyusun dan menjalankan konsep dan perangkat pengurusan pesisir. Kerjasama, pelayanan
dan komitmen menjadi dasar pendekatan CRC untuk program lapangan. Semua program lapangan
dibentuk dan diterapkan melalui peran serta dan pendekatan pengajaran.
TugasCRC di Indonesia, Proyek Pesisir, merupakan bagian dari program pengelolaan sumberdaya
alam USAID dan Pemerintah Indonesia. Setelah berkonsultasi dengan masyarakat Indonesia
sepanjangtahun 1995-1996, proyek ini dimulai tahun 1997 dan akan terusbergulir hingga2003.
Diimplementasikan oleh CRC, Proyek Pesisir bekerjasamadengan para stakeholders, komunitas,
sektor industri, LSM, kelompok akademis dan semua tingkat pemerintahan. Proyek Pesisir
dijalankan di lapangan dan secara nasional ditujukan padakebutuhan Indonesia akan pengelolaan
sumberdaya pesisir yang semakin membaik. Tantangannya adalah bagaimana membuat suatu
teknik pengelolaan sumberdaya pesisir yang memberi kesempatan padapembangunan, namun



juga melestarikan basis sumberdaya ekologis Indonesia yang sangat kaya. (Ringkasan kegiatan
Proyek Pesisir dilampirkan padabagian akhir materi briefing).

4:15pm, Berangkat ke Hotel Bay Voyage

150 ConanicusAvenue
Jamestown, RI1 02835
Tel. 401.423.2100
Fx.401.423.3209

6:00 pm, Berangkat ke Kediaman Rektor Carother
6:30 pm —9:00 pm, Resepsi dan Makan Malam di Kediaman Rektor University of Rhode Island

Padasaat resepsi, University of Rhode Island dan Departemen Kelautan dan Perikanan RI akan
menandatangani Memorandum Kesepahaman. Tamu-tamu dalam acara ini dijamu oleh rektor
University of Rhode Island Dr. Robert Carothers termasuk pejabat pemerintah negara bagian
dan ahli pengelolaan pesisir dari pihak pemerintah, sektor swasta, dan akademis yang memberi
kesempatan padapeserta lndonesiauntuk berdiskusi secarainformal mengenai pendekatan dan
tantangan pengelolaan pesisir.

Hari 8: Selasa, 19 September 2000
8:00 am, M eninggalkan Bay Voyage menuju CRC
8:30 am — 10:30 am, Presentasi tentang Desentralisasi Pengelolaan Pesisir di AS

Presentasi oleh Ms. Lee dan Mr. Fugate akan memberikan perspektif negara bagian pada
desentralisasi pengelolaan pesisir di AS dengan menjelaskan interaksi antarapemerintah federal
dan intervensi perencanaan, perizinan, dan pengelolaan yang dipakai dalam mencapai tujuan
pengelolaan pesisir. Mr. Nixon akan menyampaikan ikhtisar sejarah pembangunan dalam
pengurusan pesisir di AS.

Ms. Virginia Lee, Wakil Direktur, Coastal ResourcesCenter

Mr. Grover Fugate, Direktur Eksekutif, Coastal resources M anagement Council

Mr. Dennis Nixon, Profesor, Departemen Kelautan

Latar Belakang: Rhode Island merupakan salah satu negarabagian pertamayang menjalankan
pengelolaan sumber daya pesisirnya setelah UU Pengelolaan Sumber Daya Pesisir tahun 1971.
Rencana pengelolaan negara bagian ini disetujui oleh pemerintah federal tahun 1978. Badan
Sumber Daya Pengelolaan Pesisir melaksanakan rencanadan pemerintah daerah berperan serta
secara sukarela, membangun rencana pengelolaan pelabuhan daerah. Erosi pantai, aliran
pencemaran, pengaruh pemanfaatan sumber daya pesisir yang dilakukan manusia, dan akses
masyar akat ke wilayah tsh, merupakan masalah utama pada pesisir Rhode Island. Untuk mengatasi
masalahini, program pesisir mend ptakan rencana pengelolaan wilayah khusus; membuat program
perencanaan manajemen pedabuhan yang menyeluruh; dan menghimbau pengurangan kerusakan
atau musnahnyawetlands.

10:45am - 11:45 am, Diskusi Meja Bundar mengenai Pengelolaan Pesisir

Diskusi ini bertujuan agar pesertadapat bertanyapadaahli pengelolaan pesisir mengenai aspek
hukum dan kelembagaan, seperti prosesperizinan dan syarat-syaratnya, hak kepemilikan tanah
dan konservasi, keseimbangan antara penggunaan tanah dan air, dan proses masyarakat yang
dipakai dalam perencanaan dan penetapan peraturan.

Moderator: Ms. Lynne Hale, Associate Director, Coastal ResourcesCenter

Panel: Mr. Steve Olsen, Direktur CRC

Mr. Dennis Nixon, Profesor, Marine Affairs

Mr. Grover Fugate, Direktur Eksekutif, Coastal ResourcesM anagement Council

Ms. Virginia Lee, Wakil Direktur, CRC

11:45 am, Makan Siang di CRC
12:30 pm —5:30 pm, Tur Pengelolaan Pesisir Rhode Island
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Pemberhentian pertama adalah di Applied Science Associates, suatu lembaga konsultasi ilmu
kelautan. Di sini pesertaakan mempelajari pengurangan limbah minyak dan tanggapannya. Tur
akan dilanjutkan ke Newport Rhode Island di mana pesertaakan menyaksikan sejarah unik dari
pembaharuan pantai Newport dan pengelolaan pariwisata
Mr. Brian Crawford, Lead Technical Advisor, Coastal ResourcesCenter
Ms. Virginia Lee, Wakil Direktur, Coastal ResourcesCenter
Ms. Jennifer McCann, Marine Resource Associate, CRC
Dr. Deborah French, Senior Scientist, Asosiasi lImu Terapan
Akan ditentukan kemudian, Pemandu Tur Newport

6:00 pm — 8:00 pm, Makan Malam di Newport

Hari 9: Rabu, 20 September 2000

8:00 am —9:00 am, Sarapan dengan Ms. Trudy Coxe
Sepanjang diskusi yang dipandu oleh Ms. Trudy Coxe, peserta akan mempelajari lebih dalam
mengenai ketegangan kreatif antaraprogram pengelolaan pesisir pemerintah negarabagian dan
federal di AS.
Latar Belakang: Ms. Trudy Coxe adalah tokoh perintisdalam pengelolaan pesisir AS yang bekerja
pada tingkat paling tinggi di pemerintah pusat dan program pemerintah negara bagian
M assachussets. Keistimewaannya dalam mengendalikan pengelolaan pesisir AS baik dari
perspektif negarafederal maupun negarabagian akan membantu peserta saat merekamenganalisa
presentasi tur sebelumnyadi DC dan Rhode Island.

9:00 am — 9:15 am, Penandatanganan Memorandum Kesepahaman antara Rhode Island Coastal
ResourcesManagement Council dan Propinsi Lampung
9:15am —10:15 am, Refleksi mengenai Studi Wisata Pengelolaan Pesisir Indonesia
Mr. Knight akan memandu refleksi Studi Wisatadari hari pertamahinggahari ini, dengan fokus
padapelajaran yang ditangkap dan implikasinyabagi Indonesiadan kegiatan Proyek Pesisir. Mr.
Maurice Knight, Penasehat Senior Bidang Kebijakan, Proyek Pesisir
10:30 am, Berangkat ke Bandara Providence

12:00 pm, Meninggalkan Providencedengan pesata Northwest dengan nomer penerbangan 697, tiba
di Detroit jam 2:07 pm

3:25pm, Meninggalkan Detroit dengan pesawat Northwest dengan nomer penerbangan 269, tibadi
Seattlejam 5:16 pm
Berangkat ke Ramada Inn Governor H ouse
621 South Capitol Way
Olympia, WA 98501
Tel. 360.352.7700
Fax. 360.943.9349 — Makan Malam sendiri-sendiri

WASHINGTON STATE

Pengalaman Puget Sound Action Team dan Nisqually Watershed Management Program
menunjukkan keberhasilan pendekatan-pendekatan padapengelolaan DAS dan teluk.
Pertemuan membahasperan pemerintah, masyarakat setempat dan sektor swastadalam
melakukan inisiatif partisipasi. Kunjungan lapangan memperlihatkan intervensi dan strategi-
strategi manajemen yangterkait dengan pengelolaan teluk termasuk restorasi, praktik
pengelolaan lahan yang berkelanjutan, pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan,
budidayaperikanan, dan tinjauan unik terhadap tanah tenggelam (submergedlands) serta
kepemilikan lahan.



Hari 10: Kamis, 21 September 2000
8:00 am, Berangkat ke kantor Puget Sound Action Team
8:45am — 11:15 am, Presentasi tentang Pengelolaan Teluk dan Estuariaoleh Puget Sound Water

Quality Action Team
Penjelasan yang diberikan menyangkut pengalaman-pengalaman Puget Sound Action Team
dan pendekatan program terhadap pengelolaan DAS dan teluk.
« Pengantar tentang Puget Sound Action Team
oleh Mr Duane Fagergren, Deputy Director
e Pengelolaan estuaria di Puget Sound
oleh Mr Steven Tilley, Planning Manager
« Monitoringlingkungan di Puget Sound
oleh Mr Scott Redman, Science Coordinator
e Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Perkotaan Teluk
oleh Mr Kevin Anderson, Special Project Coor dinator
« Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, garis pantai dan tanah tenggelam
oleh Mr Steven Tilley, Planning Manager
Latar belakang : Puget Sound Water Quality Action Team — suatu sub-agen Kantor Gubernur
« menghimpun paraketua dari sepuluh lembaga pemerintah, satu kotadan satu perwakilan
distrik (county), satu perwakilan dari suku Indian yangdiakui oleh pemerintah federal, dan
perwakilan tidak resmi dari tiga lembagafederal, untuk memimpin dan mengkoordinasi
upaya-upayaperlindungan lingkungan Puget Sound. Anggota Action Team
bertanggungjawab untuk:
- Menyusun suatu rencanakerjadan anggaran belanjaduatahunan
- Mengkoordinasi program-program monitoringdan riset
- Mengubah dan merevisi secaraperiodik Rencana Pengelolaan Puget Sound Water Quality
- Mengkoordinasi implementasi Rencana Pengelolaan Puget Sound di antara lembaga-
lembaga
Pengelolaan dan perlindungan atasPuget Sound rumit dan penuh tantangan.
Batas wilayah jurisdiksi harus ditentukan sementara lembaga-lembaga di tingkat negara bagian
dan federal, pemerintah lokal dan masyarakat adat, kelompok bisnis, individu-individu dan
organisasi-organisasi harusbersama-samamenyusun suatu strategi perlindungan. Action Team
memberi dukungan terhadap program-program, dari pendidikan masyarakat hinggamonitoring
secara ilmiah, yang semuanya mempersatukan semua pihak dalam kelompok ini. Aksi atau
tindakan untuk mengidentifikasi dan menghentikan polusi di wilayah Puget Sound merupakan
fokusutamaAction Team. Action Team Science Program disusun untuk memonitor, mengevaluasi
dan mendokumentasikan implementasi-implementasi yang disarankan di dalam Rencana
Pengelolaan untuk strategi jangka panjangdan RencanaKerjauntuk tujuan jangka pendek.

11:15am, Berangkat ke NisquallyWildlife Refuge
11:30 am — 2:00 pm, Penjelasan Pengelolaan DAS dan makan siangdi NisquallyWildlife Refuge.
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Peserta studi wisata mendapat penjelasan tentang pengelaman Program Pengelolaan DAS
Nisquallydengan penekanan khususpadaperan masyarakat lokal sebagai stakeholders
program. Pengelolaan hutan di DASjugadidiskusikan.
« Pengantar tentang Nisqually Wildlife Refuge
Ms. Jean Takekawa, Manager, Nisqually Wildlife Refuge
Meninjau Interpretive Center dan jalan setapak
Makan siang di Refuge
¢ Pengantar tentang Program NisquallyWatershed Management
Mr. Steve Craig, President, Nisgually River Interpretive Center Foundation
Mr Peter Moulton, Senior Staff, Nisqually River Council



e Manajemen Hutan di DAS

Mr Jack Ward, International Paper
Latar belakang : Program Nisqually Watershed Management selamaini telah menjadi model
bagi pengelolaan DAS regional secara partisipatif yang berupaya menyeimbangkan
kepentingan berbagai pihak di bidang sumberdaya ekonomi, sumberdayaalam, dan
sumberdayabudaya. Nisqually terletak di salah satu wilayah sungai-sungai Puget Sound yang
paling berat degradasinya, meliputi daratan seluas sekitar 700 mil persegi, hampir 500.000
are, dan menjadi bagian dari tigadistrik (county). Sejak 1996, enampuluh limapersen dari
cekungan ini dimiliki oleh swasta dan perorangan, tigapuluh persen menjadi tanggungjawab
dari berbagai lembagafederal dan sisanyadimiliki oleh negara, municipal dan lembaga adat.
Daerah ini menghasilkan salmon dalam jumlah besar, steelhead runs, kayu dan hasil pertanian,
dan pembangkit listrik tenagaair. Nisqually Basin jugamenjadi tempat tinggal bagi sejumlah
spesiesyang terancam punah dan dilindungi, memiliki berbagai tempat wisata, dan
menghasilkan air tawar untuk memenuhi kebutuhan separuh wilayah di Puget Sound selatan.

2:00 pm Berangkat menuju Clear Creek Fish Hatchery

2:40 pm — 3:30 pm, Presentasi tentang Peran Hatchery dalam restorasi Salmon
Presentasi ini mengemukakan isu-isu yang relevan untuk langkah-langkah restorasi sebagai
suatu intervensi pengelolaan teluk.

Mr. Geor ge Walter, Staf Nisqually Tribal

3:30 pm —4:10 pm, berangkat ke Olympia

4:10 pm — 6:00 pm acarabebas

6:00 pm, berangkat ke Shelton, Washington

6:25pm —7:00 pm, mengunjungi Shdlfish Hatchery dan Processing Plant
Kunjungan ini menekankan padaisu-isu budidaya perikanan dan praktik-praktiknya.

Mr. Bill Dewey, Division M anager, Project Management and Public Affairs, Taylor Shellfish
Farms, Inc.

Latar belakang : Taylor Shellfish merupakan produser kerang Manilaterbesar di Amerika
Serikat dan juga mengembangbiakkan Blue mussel (kerangBiru), berbagai jenistiram, kerang
(scallop) dan kepiting. Perusahaan yang berdiri sejak 100 tahun lalu ini memiliki fasilitas
budidaya perikanan yangbesar dan lengkap.

7:30 pm —9:00 pm, Resepsi dan makan malam di Xinh’sClam & Oyster House dengan tuan rumah
orang-orang dari Shellfish Farms. Dalam acararesepsi ini, Puget Sound Water Quality Action
Team dan peserta dari Indonesiamenandatangani M oU. Diskusi dengan paratamu di acaraini
berlanjut dengan fokus pada praktik budidaya perikanan serta uraian tentang perspektif
Washington State yang unik terhadap isu-isu kepemilikan tanah tenggelam.

9:00 pm, berangkat ke Olympia

Hari 11: Jum’at, 22 September 2000

7:00 am —9:00 am, berangkat menuju Seattle

9:00 am — 10:00 am, Presentasi tentang peran Pelabuhan Seattle dalam restor asi dan
perlindungan Teluk Elliot. Dalam presentasi ini dijelaskan tentang manajemen lingkungan
pelabuhan dalam konteksrencana pengelolaan teluk.
Mr. David Aggerholm, Manager of Health, Safety, dan Environmental Services, Pelabuhan
Seattle.
Latar belakang: Pelabuhan Seattle merupakan pelabuhan terbesar dan pusat peti kemasdan
kargo terbesar di West Coast. Pelabuhan Seattle merupakan perusahaan tingkat municipal yang
didirikan 5 September, 1911 oleh parapemilih di King County. Port merupakan perusahaan
publik dengan otoritas unik yang bergerak di lingkungan intenasional. Perusahaan ini
memberikan layanan pada pelanggannyademi keuntungan penduduk di King County, memberi



pertimbangan padaimplikasi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dari kebijaksanaan yang
dibuat.

10:00 am — 11:00 am, Refleksi Tur
Peserta akan mengevaluasi pelajaran yang ditangkap sepanjang tur dan kemungkinan
diterapkannya di Indonesia. Lebih lanjut mereka akan merekomendasikan tindakan yang akan
diambil sejalan dengan penerapan rekomendasi tersebut di negara mereka.

11:00 am — 12:00 am, Tur ke pantai Seattle
Tur ini memberi kesempatan pada peserta untuk menyaksikan pantai Seattle dalam konteks
pengelolaan teluk.

12:00 pm, Berangkat ke Bandara Seattle
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“EraBaru dalam Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan lautan di Indonesia”

Presentasi oleh Sarwono Kusumaatmadja
Menteri Kelautan dan Perikanan

14 September 2000
Hart Senate Building, Washington, D.C.

Senator Jack Reed,

Senator Lincoln Chafee,
Hadirin yang terhormat,
Ibu dan Bapak sekalian,

Suatu kebahagiaan yang besar dan kehormatan bagi saya untuk berada di Washington bersama Anda.
Seperti Anda ketahui, kita telah merencanakan untuk menyelenggarakan seminar dan studi wisata
ini pada bulan April yang lalu, tetapi terpaksa harus ditunda karenaadanya larangan dari Presiden
kami bagi para Menteri untuk tetap di dalam negeri menghadapi berbagai persoalan nasional. Setelah
IMF ditunjuk lagi padaminggu lalu, sejumlah isu tersebut masih tetap menjadi masalah yang (periu)
diperhatikan. Jadi perlu sayatambahkan bahwa ada sejumlah pejabat yang belum bisamemastikan
keberangkatan mereka minggu yang lalu saat kami menyusun rencana final perjalanan ini. Itulah
kesulitan yang dihadapi, khususnya oleh teman-teman di Coastal resources Center yang menyusun
ulangjadwal perjalanan padajam 23.00!

Seperti yang Andalihat, saat ini kitatidak lagi menghadapi situasi dramatisseperti itu dan saya sekali
lagi ingin menyampaikan pernghargaan saya kepada sponsor studi wisata ini, yaitu US Agency for
International Devdopment - IndonesiaProgram, pengorganisasi perjalanan, Coastal Resources Center,
University of Rhode Island. Sayajuga mengucapkan terimakasih secarakhususkepada sponsor dan
penyelenggaraseminar di Capitol ini, the Women’s Aquatic Network, Senator Jack Reed dan Lincoln
Chafee dari Rhode Island.

Saya selalu terkesan oleh adanya berbagai macam minat/kepentingan yang berbeda-beda, yang
berkumpul bersama pada acara-acara semacam ini dan saya bahagia sekali bahwa Andatertarik untuk
hadir di sini siang ini. Untuk memberi kesempatan agar kita punya cukup waktu untuk berdialog,
saya akan menyampaikan pidato saya secara singkat saja. Saya juga akan meminta staf dari
Kementerian sayadan tigarekan dari tingkat propinsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau
komentar-komentar yang nanti Andaajukan.

Dalam menyiapkan pidatoini, saya menghadapi sejumlah kesulitan untuk menentukan mana-mana
yangperlu dimasukkan dan manayangtidak perlu, apasajayangdidiskusikan secaraumum dan apa
yang perlu diberi penekanan. Berbicara tentang Indonesia masa kini (berarti) membicarakan
serangkaian kesempatan untuk berbicaratentangtopik-topik khusus seperti pemerintahan yangbaik,
demokrasi, pemulihan ekonomi, keadilan sosial, pengelolaan lingkungan dan paradigma-paradigma
pembangunan.

Saya memutuskan bahwa dengan minat dan kepentingan audiens yang beragam, pembicaraan saya
sebaiknyaterfokus padabagaimanakemunculan Kementerian Kelautan yang pertamakali merupakan
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suatu pencapaian yang berarti dan bagaimana aktivitas Kementerian kami secara kompleks saling
berkaitan dengan berbagai tema yang saya kemukakan tadi. Sayaakan menyampaikan secaragaris
besar bagaimana kementerian ini terbentuk, strukturnya, fokus kegiatannya, dan uraian tentang
bagaimana aktivitas kami membuka peluang-pduang dan keuntungan-keuntungan bagi kerjasama
lebih lanjut dengan lembaga-lembaga AS.

Untuk membantu Anda yang belum tahu banyak tentang Indonesia, saya menyajikan sejumlah
gambaran dasar geografi negarakami, termasuk lokasi tiga propinsi yangikut sertadalam grup wisata
studi ini. Menurut pengalaman saya, sangat sedikit orang di luar Indonesia mengenal skala atau
keanekaragaman negarakami. Sulit bagi bangsa yangtinggal di daerah dengan bataswilayah daratan
memahami bangsamaritim yangtinggal di daerah dengan batas wilayah lautan.

Selama pertemuan awal dengan berbagai lembaga seperti NOAA dan Departemen Dalam Negeri (State
Department) serta LSM, kalangan industri dan perguruan tinggi dalam perjalanan dengan kapal di
sungai Potomac pagi ini, saya sangat terk ejut sekaligus senang mengetahui bahwa ada di antara Anda
yang tertarik terhadap Indonesia dan tahu banyak tentang isu-isu penting serta pembangunan di
sana. Saya paham bahwa (sebetulnya) sudah terjalin hubungan bilateral yang baik antar lembaga
seperti US-INDO Fostering.

Seperti yangterlihat padaslide berikut, Indonesiamemiliki warisan maritim yangluar biasa. Jumlah
kepulauan dan luaslaut yang sangat produktif dengan keanekaragaman hayatinya, khasanah budaya
yang kayadan industri-industri kami, lokasi kami yangstrategisdan ketergantungan kami padaproduk
dan jasakelautan, ssmuanya menjadikan kami sebagai bangsa maritim yangpenting di dunia. Namun,
agak mengherankan, pembangunan kami sebagian besar terfokuspadaisu-isudan industri didaratan.

Sayamembandingkan situasi kami saat ini dengan program-program kebijakan kelautan padasituasi
di Amerika Serikat awal tahun 1970-an ketika program-program pengelolaan pesisir dan lautan
dikembangkan untuk merespon terjadinya peningkatan degradasi ekosistem pesisir dan lautan yang
serius. Situasi kami mungkin lebih rumit karena adanyatiga faktor:

e Pertama, kami harus berhadapan dengan isu-isu yang telah muncul selama bertahun-tahun
sebelumnya, yang selamaini kami abaikan. Sebagai contoh, “pintu gerbang” nasional kami, Teluk
Jakarta. Teluk Jakarta merupakan tempat pembuangan sampah dari penduduk kotayangjumlahnya
lebih dari 22 jutaor ang. Selamakuranglebih 400 tahun terakhir, teluk ini tidak pernah mendapat
perlindungan khusus, juga tidak ada program maupun lembaga yang secara khusus melakukan
pengelolaan teluk. Akibatnya, teluk ini merupakan teluk yang paling tercemar di Asia dan
memerlukan upaya restorasi besar-besaran, jauh lebih besar dibanding program-program
kebersihan Boston Harbor.

» Kedua, tak seperti yang terjadi di AS, khususnya pada saat ini, masyarakat/penduduk di wilayah
pesisir Indonesiamasih mengalami kesulitan sebagai akibat dari krisisekonomi Asia. Kemerosotan
industri telah menutup peluang kerjabagi banyak orang dan menyebabkan migrasi ke desa-desa
pesisir dimana para pekerja kini mencari nafkah sebagai nelayan dan menguras hasil laut. Pada
saat yang bersamaan, tingginya harga jual produk lautan seperti udang dan ikan pelagis ke luar
negeri telah menyebabkan terjadinya peningkatan eksploitasi, yang seringkali melibatkan metode
penangkapan destruktif dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Pada gilirannya, masalah ini
kemudian meningkatkan konflik-konflik dengan paranelayan lokal tradisional.

» Ketiga, dan bukan yang terakhir, dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi global abad
ke-21, kami tidak cukup memiliki bekal kemampuan, pengetahuan dan teknologi. Satu contoh
misalnya, eksploitasi atas sumberdaya lautan kami di Zona Ekonomi Eksklusif dengan



menggunakan armada penangkap ikan penjarah. Saat ini, kami memiliki kemampuan yang sangat
terbatas dalam sistem Monitoring, Kontrol dan Survellance untuk menyusun suatu perkiraan
kerugian ataseksploitasi perikanan laut oleh nelayan luar, tetapi penting sekali bilakitamenyadari
potensi ZEE untuk memberikan kontribusi pendapatan bagi pembangunan ekonomi.

Sebagaimana ditulis dalam artikel yang dibagikan di sini, disusun oleh Direktur Jenderal Pesisir,
Pantai dan Pulau-pulau Kecil, Dr. Dahuri, dalam mengembangkan sumberdaya pesisir dan lautan
dengan basisberkelanjutan, kami berhadapan dengan enam tantangan besar:

D

Kurangnyapengetahuan atassumberdaya pesisir dan lautan serta proses-prosesnya—berkaitan
dengantradisi sainskami, kami hanyatahu sedikit tentang prospek kelautan dan bioteknologinya.

(2) Kurangnya penghargaan terhadap sumberdaya pesisir dan lautan —penditian yang dilakukan

oleh COREMAP dengan danadari World Bank menunjukkan betapaberharganyaterumbukarang
kami dan implikasi-implikasi yang muncul setelah begitu lama tidak ada tindakan (untuk
penyelamatan). Bagaimanapun, seperti halnyakeputusan (untuk memebentuk) US Presidential
Task Force dan International Coral Reef Initiative, kami juga menghadapi banyak kendala dalam
mengubah orientasi jangka pendek di banyak industri berbasisterumbu karang;

(3) Kurangnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan dan pengguna sumber daya laut — artikel

mengenai Pulau Talisekami sediakan sebagai contoh kasusini — agar pengguna menyetujui sustem
pengelolaan efektif memerlukan beberapa perubahan mendasar dalam pendekatan regular kami;

(4) Tidak jelasnya kewenangan hukum dan kelemahan kerangka perencanaan dan pengendalian

pembangunan — merupakan kendalakritis dalam menghadapi Otonomi Daerah sepenuhnyamulai
1 Januarytahun depan — seperti diakui pula oleh rekan-rekan sayadi lembaga perencanaantingkat
Propinsi, adatantangan besar dan masalah yang belum terselesaikan dalam membangun sistem
administrasi yang baru di tingkat Propinsi, kabupaten dan daerah;

(5) Lemahnyakapasitas kelembagaan dan sumber dayamanusiauntuk melaksanakan pengelolaan

sumber dayapesisir dan kelautan yangterpadu dan menyeluruh; dan

(6) Kurangnyaintegrasi baik vertikal maupunhorisontal antarainisiatif pemerintah, sektor industri,

LSM dan masyarakat — hal ini merupakan masalah umum di kebanyakan negara besar, namun
menjadi gabungan masalah di Indonesia karena keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari
kepulauan dan warisan model kepemimpinan “Top Down” selamalebih dari 30 tahun.

Masalah-masalah tersebut masih muncul selain dari perubahan luar biasadalam tigahal:
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Pertama, kami telah menyusun program akademis dan riset yang lengkap dalam ilmu kelautan
dan perikanan — setiap tahun enam universitas terkemuka di negara kami kini memiliki potensi
menghasilkan 1800 sarjanadi bidangini. Selain itu, kami telah membuka 2 program pasca sarjana
khusus di bidang pengelolaan pesisir yang akan menghasilkan staf yang mampu menerapkan
program ototnomi daerah yang baru. Namun, masih ada ketidakseimbangan yang besar antara
ahli yang tersedia dan kebutuhan di bidang ilmu kelautan dan teknologi — karena itu pelatihan
merupakan area kunci mengenai peningkatan keahlian — melalui studi wisata ini kami berharap
dapat memperkokoh hubungan dengan program terkemuka di AS dan secara global demi
mendukung usahakami;

Kedua, sebagai kelanjutan dari UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah dan 25 perundangan
terkait mengenai pembagian pajak, kami mulai memfokuskan cara terbaik mengintegrasikan
program pengelolaan pesisir dan kelautan antara pemerintah kabupaten (yang memiliki yurisdiksi
sepanjang 5 mil laut), administrasi Propinsi (dengan yurisdiksi sepanjang 12 mil laut) dan
pemerintah pusat dengan yurisdiksinya pada ZEE. Sungguh bukan tugas yang mudah dan sudah
pasti dibutuhkan koordinasi yang teliti di semua lapisan pemerintahan, terutama pada
pembangunan perencanaan spasial lokal dan kerangka kerja yang diharuskan. Di sini sayaingin
menekankan nilai bantuan USAID — di Propinsi Sulawesi Utara, Lampungdan Kalimantan Timur,



sebagai hasil dari Proyek Pesisir dan pemerintah daerah, universitas dan rekan LSM, kini kami
memiliki model terkini dar pengurusan sumberdaya pesisir Indonesia. Saya telah mengunjungi
lokasi-lokasi tersebut dan menyaksikan sendiri pengaruhnya pada penduduk pesisir dan
keefektifannyadalam menyebarkan kualitas sumber daya pesisir.

» Ketiga, kini muncul aspirasi akan pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan yang lebih baik
lagi. walaupun, atau mungkin disebabkan oleh, reaksi pemerintah yanglambat, individu, industri,
peneliti, komunitas, LSM dan yang lainnya mengambil kendali dalam menyusun pemanfaatan
sumberdayadan sistem pengelolaan yang sesuai untuk daerahtertentu. Dalam rangka mendorong
hal ini, departemen saya telah membentuk skema pemberian penghargaan Pesisir Nasional yang
akan diadakan setiap 2 tahun — padakesempatan pertama, pemenangutamaadalah Haji Thayeb,
seorang tokoh masyarakat dalam program penanaman kembali hutan bakau di Sulawesi Selatan,
dan pelaksanapariwisatakelautan di Bali, kapal pesiar Bali Hai.

Saya menghimbau anda semua untuk datang dan menghadiri Simposium Terumbu Karang
Internasional di Bali bulan depan untuk bertemu tokoh-tokoh dan mengunjungi tempat-tempat di
manapenduduk setempat dan LSM memamerkan kepemimpinan mereka.

Mengapa pembentukan Departemen Kelautan begitu penting bagi masa depan Indonesia? Dalam
mengkaji pertanyaan ini, sangatlah penting untuk mengulangi bahwa walaupun Indonesia lemah
dalam masalah politik dan aktivitas pengelolaan, laut Indonesia sangat penting bagi budaya nasional,
ekonomi dan kualitashidup bangsa Indonesia. Hal ini sudah sedari dulu disadari. Contohnya, penulis
Jerman/ Belanda Rumphius sangat kagum pada keanekaragaman laut, yang mendorongnya untuk
menulis mengenai kehidupan laut di bagian timur Indonesia yang diterbitkan pertama kali tahun
1704. Kabinet Keingintahuan Orang Ambon, demikian tulisan itu berjudul, telah diterbitkan kembali
dalam bahasa Inggrisuntuk pertamakali oleh Yale University Press.

Di antaraandamungkin adayanglebih akrab dengan buku Ekologi Laut Indonesiayang menarik —2
buku yang menjelajahi masalah-masalah ilmu dan pengelolaan kelautan di Indonesia sejak zaman
dahulusampai masa kini.

Sayamenyinggung karya-karyatersebut karenamereka menyuguhkan analogi yangtepat bagi salah
satu masalah utamadalam ilmu kelautan Indonesia— kami bisa menggambarkan dengan jelas sumber-
sumber kami, masalah dan potensinya, namun sebagian besar kurang efektif dalam
mengimplementasikan program terkoordinasi dari kebijaksanaan nasional dan gerakan lokal yang
efektif untuk memanfaatkan sumber dayatsb secaraberkesinambungan demikeuntungan penduduk
Indonesia. Bagaimanakami mengatasi hal ini? Salah satu tugas pertama saya begitu diangkat menjadi
Menteri adalah membentuk satu tim yangterdiri dari ahli-ahli yangkapabel dan berdedikasi dalam
bidangtertentu dari ilmu dan pengelolaan kelautan. LimaDirektur Jenderal, Inspektur Jenderal dan
Sekretaris Jenderal dan staf ahli senior lainnya di bawah tanggung jawab saya diambil dari banyak
departemen, dari bidangakademik dan organisasi penelitian dan semuanyapenuh dengan antusiasme
yang besar untuk melaksanakan pekerjaan.

Mendirikan suatu Departemen yangsama sekali baru memiliki banyak keuntungan namun juga banyak
tantangan. Sebagian besar waktu kami di tahun pertama dihabiskan untuk tugas-tugas
kerumahtanggaan yang semua penting, namun menghabiskan banyak waktu. Baru bulan lalu,
misalnya, kami pindah menempati kantor baru kami yang permanen.

Selain kesibukan dalam penerimaan staf dan penyusunan anggaran, tahun pertamakami merupakan
saat yang sangat sibuk. Berbulan-bulan kami berkonsultasi dengan kelompok pemuka masyarakat di



seluruh Indonesia, mendengarkan komunitas dan tokoh-tokohnya dan berbicara dengan kelompok
industri dan riset dan dengan LSM dan banyak donor dan investor yangingin membantu usaha kami.
Kami juga bekerja sama dengan anggota parlemen untuk memastikan mereka memahami dan
mendukung usahakami. Pembicaraan-pembicaraan tsbh membantu kami membangun kerangkakerja
yangkoheren dan berfokuspadaklien, detilnyadirangkum dalam Ilembaran yang bisa anda dapatkan
dan yang sebentar lagi jugabisadilihat di situs web Departemen kami www.indoocean.com.

Program kegiatan yang ditunjukkan dalam bagian ini menunjukkan perhatian utama kami dalam
menyusun rencanakeseluruhan bagi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Meskipun
itu hanyalah suatu permulaan. Ketika kami menemukan inisiatif baru bagi pulau-pulau kecil, proposal
tsb tidak dapat diimplementasikan tanpa proses yang baik dari pemeriksaan dan konsultasi. Masih
panjang perjalanan kami sebelum mencapai Kebijakan Kelautan yang lengkap atau kapasitas yang
dapat dibandingkan dengan AS dalam memutuskan pertanyaan-pertanyaan rumit dalam hubungan
antar departemen yang disuguhkan oleh UU yangbaru atau Otonomi Daerah.

Tentu saja, besar harapan saya peserta studi wisata ini kembali ke Indonesia membawa sejumlah

rekomendasi caramenentukan keseimbangan tanggungjawab di antaratingkat lembaga pemerintah

yangberbeda. Sayatelah memintastaf saya untuk memperhatikan secarakhusustentang:

+ Bagaimanamengurangi biayapengurusan sumber dayapesisir dan kelautan,

e Bagaimana membina lebih banyak pendekatan keikutsertaan akan pembangunan pesisir dan
kelautan, dan

« Bagaimanamembangun sistem pengelolaan sumber dayayang memanfaatkan teknologi yang tepa.

Satu keberhasilan yang telah tercapai adalah pembentukan Lembaga Maritim Nasional yang
memberikan saran langsung pada Presiden mengenai masalah kebijaksanaan nasional. Anggota
lembaga ini diambil dari 27 sektor swasta, LSM dan lembaga pemerintah dan merupakan forum
terpercaya untuk mendapatkan informasi dan memberi kesempatan atau program untuk penilaian.
Presiden akan mengetuai lembagaini dan sayatelah lalai akan pelaksanaan rutinnya.

Sayamenyambut gembira ataskesempatan untuk mempelajari pengalaman ASdalam forum tingkat
tinggi semacam itu, khususnya bagaimana mereka memperbaiki perkembangan kebijakan dan
koordinasi yangbaik antar program sektoral.

Hadirin sekalian, Indonesia telah menderita kesulitan yang amat besar beberapa tahun belakangan
ini,termasuk di antaranyarusaknyalingkungan, kehancuran dan krisiskeuangan, ekonomi dan politik.
Negarakamitelah mengalami perubahan radikal dari rezim yang sangat otoriter danterpusat, menuju
apa yangsaat ini bisa disebut demokrasi nomer tiga terbesar di dunia, dan dengan transisi tersebut
muncul harapan akan masadepan yanglebih baik, terutamadalam bidang pengelolaan sumberdaya
kelautan dan pesisir.

Saya sangat terkesan dengan reaksi positif dari keduadepartemen, baik di Indonesiamaupun di luar
negeri. Kini kami tengah menjalin peran koordinasi dalam kerangka pemerintahan yang lebih luas,
meskipun, seperti jugaprogram lainnya, inisiatif seperti inimemerlukan waktu dan kami terusbelajar
sambil melangkah. Secara konsisten saya seldu menyampaikan bahwa kita harusmempunyai harapan
yangrealistis dan sebaiknya tidak menjanjikan apa yangtidak bisakitaberikan.

Hal ini membuat kita harus sangat disiplin dalam menerima tawaran bantuan dari luar — kiriman

bantuan baru-baru ini dari Maurice Knight, Penasehat Kebijakan badan USAID di Departemen kami
merupakan contoh disiplin yang saya maksud — sampai saat ini kami hanya memiliki kemampuan
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kecil untuk memanfaatkan bantuan seperti itu secara efisien, namun sekarang kami dapat melihat
jalur bagi inisiatif Kebijakan Pesisir Nasional — studi wisataini akan menjadinilai tambah bagi inisiatif
tersebut.

Sudah dari dulu saya sampaikan bahwakami perlu mencari cara baru untuk mengelolaurusan kelautan
kami dan baru sekarang kami sadari bahwa akibat luar biasadari praktek pembangunan di masalalu
— konflik sosial, kerusakan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien secara
ekonomis merupakan sebagian warisan yang kami terima dan kini menjadi hambatan menuju
pemulihan yang haruskami selesaikan.

Beruntung kami memiliki rekan dan pendukung yang sangat baik seperti USAID dan Coastal Resources
Center yang membantu kami membangun pendekatan yang berkelanjutan dan seimbang atas
pemanfaatan sumberdaya pesisir dankelautan. Kami harapkan studi wisataini akan membantu kami
menjalin hubungan yang lebih luas dengan lembaga di Amerika Serikat, LSM dan industri, karena
masih banyak yang bisa kami pelajari dari kepemimpinan global anda dalam masalah-masalah
tersebut. Lebih dari itu kami jugamengharapkan konsolidasi hubungan dan kontak pribadi yang bisa
mewujudkan kerjasama bilateral dalam urusan kelautan dan perikanan dapat terus membawa
keuntungan dan keberhasilan kedua pihak.

Sekali lagi terimakasih padaparasponsor dan tuan rumah seminar ini.

Saya menunggu pertanyaan dan komentar dari anda dan saya harapkan dapat berbincang dengan
andasemuadengan lebih santai selamaresepsi.
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Daftar Pustaka dan Publikasi

No. Judul

1.

NOoO oA wN

©

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31
32.

90

2000 Puget Sound Update Puget Sound Water Quality
Action Team 7t Report Of The Puget Sound Ambient
Monitoring Program

2001 Marine Wildlife Calendar

American’sNational Wildlife Refugees

Aquidneck Island Our Shared Vision

Aquidneck Island Partnership Brochures

CMC 2001 Marine Calendar

Coastal Nonpoint Source Pollution Brochures

Coastal ResourcesCenter Information Folder

Coastal ServicesNewsletter Val. 3,

Issue 5 September/October 2000

Coastal Stewardship: Towardsthe Millennium 1996-1997
TheBiennial Reportto Congress on Administration

of Coastal Zone Management Act

Coastal Zone Management 25" Anniversary 1972-1997
Accomplishment Report

Coordinating Success: Strategy for Restoration

of the South Florida Ecosystem

Decision Support Tools for Hazards Risk and
Vulnerability Assessment

Ecosystem-Based Fishery Management

Evolution of Public and Private Rightsto RI'sShore
Fisheriesof the United States, 1998
FloridaKeysNational Marine Sanctuary Brochures
FloridaKeysNational Marine Sanctuary Folders
Health for Oceans

Health of Puget Sound CDs

Healthy Coast Brochures

Livingin Water, Curriculumfor Grades 5-7
Managing NonPoint Pollution

Marine Mammals Ashore A Field Guide for Strandings
Misc. Puget Sound Fact Sheets

Monroe Country Sanitary Wastewater Master Plan
Vol. 2 Appendices

Monroe Country Year 2010 Comprehensive Plan
(Policy Document)

Mote NewsVol.45No. 1 Spring2000

National Aquarium in Baltimore

National Estuary Program:

Protecting Our Nation’s Estuaries

National Ocean Service 1999 Brochure

National Oceanicand Atmospheric Administration

Pengarang/Sumber

Puget Sound

Center for Marine Conservation
U.S Fish & Wildlife Services
CRC/URI, SeaGrant

EPA (Environmental Protection
Agency)
URI

NOAA

NOAA

OCRM, NOAA

South Florida Ecosystem
Restoration Task For ce

NOAA

U.S Department Commerce
URI

U.S Department Commerce
NOAA

NOAA

Center for Marine Conservation
Puget Sound

NOAA

National Aquarium in Baltimore
Puget Sound

NOAA

Monroe Country

Aquarium in Baltimore

EPA (Environmental Protection
Agency)

NOAA



33.

34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.

44,
45,

46.

47.

48.

49,
50.

51.

52.
53.
. Sustainable Seas Information Folder
Sustaining America’sCoastal Communitiesand Resources
The National Coastal M anagement Act Presentation Slides

55.
56.
57.
58.

59.

U.S Department of Commerce Visit of

Mr. Sarwono Kusumaatmadja Information Folder
National Sea Grant College Program Biennial Report
1998-1999

NisquallyDestiny Video

NisguallyRiver Basin Information Folder
NisquallyWatershed Glacier toDeltaA River Legacy

OceanusCoastal Science & Palicy 11

Qur Living Oceans

Our Water, our Way of Life

Public Shellfish Sitesof Puget Sound

Puget Sound Water Quality Action Team
Information Folder

Puget Sound Water Quality M anagement Plan 2000
Puget Sound Water Quality Wor k Plan 2001-2003

Puget Soundbook
Putting the public Trust DoctrinetoWork (2™ Edition)

Rhode Island’s Salt Pond Region:
A Special Area Management Plan Folder
Saving Baysand Estuaries: A Handbook of Tactics

Saving Inky Video

Sea Grant Presentation Slides

Stormwater Education Programs

Summer Institute Presentation CD

Summer Institute Presentation CDs, Audio Version
Summer Institute Publication CD

The State of Rhode Island Coastal Resources
Management Program Folder

U.S FisheriesManagement/Enforcement Presentation
Slides

Volunteer Monitor Newsletter

References:
Dahuri, R. and I.M. Dutton, Integrated Coastal Management Entersa New Erain Indonesia,

Integrated Coastal Zone Management, 1:11-16, 2000

NOAA

Sea Grant

NisquallyRiver Interpretive Center
Foundation

Wood Hole Oceanographic
Institution

U.S Department of Commerce
Monroe Country

Puget Sound

Puget Sound

Puget Sound

Puget Sound Water Quality Action
Team

JamesA. Kolb, Diane Boar dman
David C. Slade,Esq., R. Kerry
Kehoe, Esq.,JaneK. Stahl, Esq.

EPA (Environmental Protection
Agency)

Baltimore Aquarium

NOAA

Puget Sound

URI

URI

URI

NOAA
NOAA

URI

NOAA

Hunt, L.J., I.M. Dutton, and J.P. Duff, Integrated Coastal Zone Planning and Management
Manual,Vaughn International, Canoraand BCEOM, Jakarta, CD ROM (bilingual), 1998

National Coastal Zone M anagement Act of 1972, United StatesCongress, 1972
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